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ABSTRAK 

 

Achmad Kholiq dan Nining Wahyuningsih. Praktek Gadai Emas di Lembaga 

Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Tentang asas Ketaatan terhadap Syari’ah dalam 

Penerapan Akad gadai di Lembaga Perbankan Syari’ah Cirebon). 

Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut 

menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, salah 

satunya adalah gadai emas iB. Adanya gadai emas iB di perbankan syariah disambut baik oleh 

nasabah, terbukti dari nilai transaksi produk ini yang tiap tahunnya semakin meningkat. 

Namun,keberadaan gadai emas iB dimaanfatkan oleh beberapa nasabah untuk berspekulasi 

dan memperoleh untung dari fluktuasi harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (maysir) 

dalam transaksi adalah hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

dan menganalisis paradigma fiqhurriba dalam Islam; (2) mengetahui dan menganalisis 

pandangan fiqh Islam tentang gadai emas; dan (3) mengetahui dan menganalisis pandangan 

fiqhriba terhadap praktek gadai emas iB yang ada di perbankan syariah. Pendekatan penelitian 

ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data hasil wawancara terhadap 

lembaga keuangan Islam yang menyediakan produk gadai emas iB di Cirebon yaitu BSM 

Cabang Cirebon dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Selanjutnya, hasil wawancara 

dilakukan analisis dan dikaji dengan literatur yang berkaitan langsung dengan masalah 

kontekstualisasi aspek muamalah dalam sistem gadai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan 

tanpa ada ganti atau imbalan.Terdapat empat tahap tentang larangan ribadalam Al-

Qur‘an.Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-

olah menolong mereka yang memerlukansebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub 

kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba 

diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan tahap 

terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang 

diambil dari pinjaman. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan 

dengan dasar Al-Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan 

rukun rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang 

gadainya. Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya rahn, sesuai 

pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta 

Mazhab Zahiriyah.Pendapat kedua,rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan 

demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, 

maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan 

riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai emas 

iBterutama tentang aspek penggabungan akad baik itu akad gadai (rahn) dan/atau akad qardh 

dalam rangka rahn dan akad rahn dengan akad ijarah,penggabungan tersebut telah 

mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan 

bank syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan 

dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode tiring (penetapan 

biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas. 

 

Kata kunci : ijarah, qardh, rahn 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

Bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya didasarkan pada orientasi profit 

semata-mata, akan tetapi juga harus dipertimbangankan nilai dan moral baik dalam 

kacamata etika maupun hukum.
1
Bisnis dalam Islam dalam bentuk apapun harus 

didasarkan pada pertimbangan legalitas dan moralitas.
2
 Hal ini penting karena dalam 

Islam keabsahan suatu bisnis akan berdampak pada nilai dan keberkahan bisnis 

tersebut. Paling tidak ada tiga hal yang harus dihindari dalam praktek bisnis, pertama 

harus terhindar dari maysir (spekulasi), kedua, tidak ada unsur ghoror (penipuan) dan 

ketiga, tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.
3
 

Bisnis dalam Islam juga harus di dasarkan pada aturan dan pedoman nilai 

keagamaan, hal ini sejalan dengan konsep ekonomi bisnis dalam Islam, karena 

ekonomi dalam Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber 

daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk 

memperoleh ridha-Nya.
4
Petunjuk Allah tentang hal itu sudah ada sejak wahyu 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Menurut para ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada 

bisnis dalam ekonomi Islam, yaitu
5
 :  pertama, inspirasi dan petunjuknya dicari di 

dalam Al-Qur'an dan sunnah; kedua, perspektif dan pandangan-pandangan 

                                                             
1
Kekuatan etika dalam bisnis sangat berpengaruh besar dalam membangun good cooperate, hal 

itu akan t erwujud jika pilar budaya bisnis yang sehat, etika, nilai system dan proses menjadilandasan 

dalam berbisnis, Lihat, Iman Syah putra Tunggal : Membangun Good Coorporate Governance” : 

Yogyakarta : Balaiurang  Press, 2006., hal. 11 
2
Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang 

harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsep sihubungan manusia dengan  manusia dan 

lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan 

istilah hablumminallahwahablumminannas. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim 

yang berbisnis atau beraktifitas apa pun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap 

aspek hidupnya. Lihat tulisan Achmad Kholiq,  Membangun etika Bisnis Islam, Artikel Radar Cirebon, 

2011. 
3
Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Itulah sebabnya 

Islam mengutamakan nilai ketimbang pro fit. Menghindanri penipuan, kecurangan serta menjaga 

Integritas seperti amanah, adalah pilar bisnis dalam Islam. Lihat Misalnya analisis tentang bisnis 

beretika yang mengindari cara-cara tersebut di atas dalam Muhammad Yusuf al-Qardhawi: Darul 

Qiyamwa al-Akhlaq fi al-Iqtis hadal-Islami:Kairo: Maktabah Wahbah:  1408 H., hal. 208  
4
Dziyauddin Ahmad, Perbedaan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Fekah, dalam Ekonomi 

dalam Perspektif Islam,  IAIN Sumatera Utara : Seminar dan Workshop Ekonomi Islam, 1993, h. 177.  
5
 John L. Esposito, (ed.) The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, I, New York: Oxford 

University Press, 1995, h. 397. 
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ekonominya mempertimbangkan nilai etika peradaban Islam sebagai sumber; ketiga, 

bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika 

ekonomi Islam
6
 

Dari informasi singkat ini dengan mudah dapat disimpulkan bahwa konsep 

bisnis dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi 

konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekular). Perbedaan yang 

paling mendasar adalah pada landasan filosofisnya dan asumsi-asumsinya  tentang 

manusia. Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu: tauhid, 

keadilan dan keseimbangan, kebebasan, pertanggungjawaban.
7
Tauhid dalam hal ini 

berarti bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan hanya Dia 

yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, 

perolehan rizki dan sebagainya (rububiyah). Manusia sebagai pelaku ekonomi 

hanyalah sebagai trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus 

mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitasnya, termasuk aktifitas ekonomi. 

Ketentuan Allah  yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya yang bersifat 

mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral 

(uluhiyah).Berdasarkan ini maka asumsi terhadap manusia bersifat positif dan 

kegiatan ekonomi tidaklah ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak 

terbatas tetapi harus berlandaskan etika dan moral hukum. 

Dengan berpedoman pada landasan etika hukum maka produk-produk dalam 

lembaga keuangan Islam pun harus berlandaskan pada nilai tersebut.Lembaga 

keuangan Islam sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvesional dalam 

menjalankan dan menjual produknya.Produk - produk yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan syariah harus didasarkan pada aspek normatif fiqh muamalat agar terjaga 

keabsahan dalam transaksinya.Salah satu produk yang kini ramai dan menjadi trend di 

                                                             
6
Etika bisnis, tercakup di dalamnya sistem tata nilai dan norma tingkah laku, serta patokan 

moral bagi satu kelompok pelaku ekonomi. Etika bisnis di setiap negara selalu berbeda dan tidak ada 

yang bersifat universal, terutama karena perbedaan kultur dan cara pandang negara yang terkait. Etika 

bisnis pernah menjad perbincangan yang menarik di dunia Barat terutama ketika Max Weber 

menggagas ―etikaprotestan‖ yang waktu itu dijadikan standar bagi kapitalisme modern,  untuk lebih 

jelas lihat misalny akutipan NS. Esendrath, The Protestant Ethic Thesis, dalam Roland Robertson, ed., 

Sociology of Religions, (New York: Penguin Books, 1978), hal. 305. Dalam kasus yang  sama 

modernisasi ekonomi di Jepang juga tidak luput dari persoalan etika yang menjad istandar prilaku 

ekonomi. Lihat Robert N. Bellah, Tokugawa Religion, (New York: The Free Press, 1969). Sudjatmoko 

dalam sebuah pernyataannya mempertegas bahwa etika pembangunan dalam bidang ekonomi 

sesungguhnya merupakan falsafah tertinggi dalam sebuah proses pembangunan”,lihat Sudjatmoko, 

Etika Pembebasan, LP3ES, 1984), hal. 199 
7
Dasar Filosofi bisnis dalam islam tentang keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam 

banyak ayat al-Qur‘an sebagai  dasar  kesejahteraan hidup manusia. Lihat M. Umer Chapra, Nahwa 

Nizham Naqdiyy „Adil ,Herndon : Al-Ma‘ad Al-‗AlamiyLiy Al Fikr Al-Islamiy, 1992, h. 49. 
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lembaga keuangan syariah adalah tentang gadai emas.Begitu tinggi kecenderungan 

trend nya sampai terkadang lembaga keuangan syariah tanpa disadari mulai 

menggeser fungsinya sebagai lembaga jual beli.
8
 

Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi gadai emas syariah di industri 

perbankan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester 1- 2012. Hingga 

Juli 2012, total tranksaksi akad qardh pada perbankan syariah mencapai Rp 7,5 triliun 

atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun. Sementara itu 

porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran tiga sampai enam persen dari total 

pinjaman
9
. Sementara, Bank Syariah Mandiri membukukan nilai Rp. 1,77 triliun 

dalam lima bulan pertama di tahun 2016, meningkat 30 persen dibandingkan dengan 

periode tahun lalu Rp. 1,44 triliun.
10 

Adakecenderungan baru belakangan ini tentang fungsi lembaga keuangan 

(perbankan) terutama perbankan syariah, tidak saja berfungsi sebagai lembaga 

keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga, bank syariah 

mempunyai banyak fungsi seperti dapat melakukan jual beli (murabahah), menerima 

zakat, menyalurkan zakat,bahkan sebagai tempat gadai (rahn).Tapi dalam hal ini bank 

syariah hanya bisa menerima emas sebagai barang yang bisa digadai, karena emas 

adalah salah satu komoditas yang paling likuid. Bahkan jika melihat selama sepuluh 

tahun harga emas terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. 

Dalam rangka mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia, para 

praktisi perbankan syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan 

produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama 

(konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat ; a. fungsinya masih 

relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label 

khusus untuk membedakannya dari produk konvensional;
11

 diberi kata ‖iB‖ (baca : ai 

                                                             
8
Produk-produk ekonomi Syariah belakangan ini mulai menjadi salah satu trend dalam bisnis 

modern. Kecenderungan pasar dan publik untuk menggunakan berbagai produk kontemporer yang 

berbasis syariah mulai banyak menjadi pilihan, Mengantisipasai terjadinya distorsi terhadap 

penggunakan produk bisnis syariah yang menyimpang  maka belakangan ini pun banyak  literature 

yang membahas secara detail  tentang hal itu dan kemudian dijadikan pedoman dalam praktek bisnis. 

Salah satu karya mutahir tentang hal itu misalanya  karya Syekh Muhammad Hasan al-Jaezali: Fiqhu 

al-Nawazil: Dirasah Takshiliyah Tathbiqiyah: Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzy: 1433 H.  
9
Statistik BI tahun 2012  

10
Elisa Valenta Sari, Gadai Emas Meningkat Bank Syariah Mandiri Bukukan  Rp. 1,7 T, 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160614192719-78-138160/gadai-emas-meningkat-bank-

syariah-mandiri-bukukan-rp17-t/ (diakses 5Mei 2018)   
11

 Hasanudin.(2009, Mei 28).  Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.Ciputat. hal 1 
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– bi).Penggunaan frase iB merupakan ketetapan dari Bank Indonesia dalam hal 

penamaan produk perbankan syariah.
12

 b. Inovasi produk pada industri keuangan tidak 

memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap 

suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang 

sedang booming, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan mungkin seratus persen 

menyerupai produk yang mereka tiru. 

Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 

Bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan 

mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa 

risiko dari masing-masing produk. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Daftar 

Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.
13

 Beragam jenis produk 

tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvesional 

yang sudah ada. Namun, menurut Peneliti terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah 

yang secara genuine merupakan produk hanya bisa dipasarkan oleh perbankan syariah 

dan tidak bisa ditiru oleh perbankan konvensional, nama produk itu adalah Gadai iB. 

Dalam konteks produk Gadai iB di perbankan syariah - secara umum yang 

berkembang- hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut 

bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. 

Oleh sebab itu, produk Gadai iB ini lebih dikenal dengan call name Gadai Emas iB. 

Gadai Emas iB di perbankan syariah secara umum menggunakan beberapa 

akad yaitu akad qardh dalam rangka  rahn dan akad ijarah. Akad qardh dalam 

rangka rahn  adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai 

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang 

diserahkan. Akad  ijarahdigunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat 

penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat 

didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari 

fasilitas pembayaran yang diberikan.
14

 Khusus untuk akad qardh dalam 

rangka rahn, ada juga perbankan syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad 

ini, sehingga akad qardh dan akad rahn berdiri sendiri. 

                                                             
12

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 

Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
13

Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Jakarta : 2007. 
14

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, PT. Utama Grafiti, 1999, hal. 76. 
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Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut 

menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat 

ini dan perdagangan terutama di era transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang 

digunakan dalam perbankan syariah lebih rumit dari yang sebelumnya dan 

menyiratkan bahwa produk dan layanan baru di bidang keuangan Islam akan 

menggunakan lebih dari satu kontrak dalam satu transaksi. Beberapa peneliti seperti 

Al-Shadhily (1998); Abu Guddah (2000); Arbouna (2007); dan Dusuki (2009) telah 

meneliti konsep kontrak hybrid di bidang keuangan Islam dan aplikasinya untuk 

tujuan pengembangan produk di bidang perbankan dan keuangan Islam
15

. Masalah 

kontrak hybrid akan menjadi salah satu point pembahasan dalam penelitian ini. 

Karena begitu potensial, hampir semua perbankan syariah membuka diri 

menjadi tempat gadaiemas. Bahkan adanya gadai emas yang dilakukan perbankan 

syariah dimanfaatkan beberapa orang untuk melakukan spekulasi. Berdasarkan berita 

yang dilansir oleh Bisnis Indonesia, ada nasabah gadai yang mempunyai modal 10 

milyar dan bisa mendapatkan portofolio hingga 105 milyar rupiah.Aktivitas yang 

dilakukan nasabah tersebut yaitu dengan mengadaikan emasnya untuk dibelikan emas 

kembali.Sedangkan emas yang sudah dibeli untuk digadai kembali dan begitu 

seterusnya.Leverage yang tinggi inilah yang ditakutkan, sehingga Bank Indonesia (BI) 

melakukan intervensi di awal tahun 2012 yaitu dengan pembatasan gadai dan juga 

pelarangan bagi nasabah yang melakukan gadai dengan tujuan spekulasi. BI membatas 

porsi gadai emas syariah pada bank syariah maksimal 10% dari total pembiayaan. 

Setidaknya terdapat lima resiko yang dihadapi bank syariah dalam 

menjalankan gadai emas yaitu (1) Market risk, penurunan harga emas yang 

menyebabkan turunnya investment return pemilik emas; (2) Liquidity risk, sulitnya 

menjual emas di saat harganya turun; (3) Capital risk, kerugian karena penurunan 

harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan CAR. (4) 

Credit risk, penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh 

client. Dan (5) Reputation risk, maraknya qardh untuk rahn emas dan berkebun emas 

berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha 

produktif di sektor riil
16

 

                                                             
15

―Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and 

Parameters for Product Development‖, European Journal of Business and Management-Special Issue: 

Islamic Management and Business, (Vol. 7, No. 16, 2015), 89  
16

MulyaSiregar, Mencermati Rahn Emas pada Bank Syariah, http://zonaekis.com/mencermati-

rahn-emas-pada-bank-syariah/ (diaksespada5Mei 2018) 
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Di sisi lain dengan didukung dengan mudahnya persyaratan, yaitu cukup 

mempunyai emas,keberadaan gadai emas sebagai produk di perbankan syariah hanya 

dimaanfatkan oleh nasabah untuk berspekulasi dan memperoleh untung dari fluktuasi 

harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (maysir) dalam transaksi adalah hal yang 

dilarang dalam Islam. Akhirnya, tujuan perbankan syariah tidak tercapai sebagai 

sarana memberikan dana secara cepat dan juga mempermudah rakyat kecil dalam 

masalah permodalan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengikat kepada 

perbankan syariah agar terhindar dari nasabah yang ingin melakukan tindakan 

spekulasi. Perbankan syariah juga selayaknya tidak membebankan biaya titip emas, 

karena bank juga sebenarnya sudah mendapat keuntungan dengan memberikan 80% – 

90% dana kepada nasabah dari taksiran harga emas, dan yang terpenting perbankan 

syariah harus lebih memperhatikan nasabah bermodal kecil yang lebih membutuhkan 

dana dibanding nasabah bermodal besar yang bertujuan untuk kepentingan bisnis 

semata. 

Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas syariah membuat perlu 

adanya kajian mengenai bagaimanakah praktik gadai emas syariah di bank syariah? 

Apakah sudah sesuai syariah? Jika belum bagaimana solusinya? 

 

1.2  Perumusan  dan Pembatasan Masalah 

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah 

pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pandangan fiqhur riba terhadap praktek gadai emas iB di perbankan syariah. Agar 

pembahasan ini tidak melebar dan lebih fokus pada tema yang menjadi objek 

pembahasan, maka masalah yang akan di bahas dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana paradigma fiqhur riba dalam Islam? 

2. Bagaimanan pandangan fiqh Islam tentang gadai emas? 

3. Bagaimana pandangan fiqh riba terhadap praktek gadai emas iB yang ada di 

perbankan syariah? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Paling tidak ada tiga alasan dan tujuan utama mengapa Peneliti mencoba memilih 

tema ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis paradigma fiqhurriba dalam Islam. 
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2. Untukmengetahui dan menganalisis pandangan fiqh Islam tentang gadai emas. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai 

emas iB yang ada di perbankan syariah. 
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BAB II  

TELAAH TEORI 
 

 

2.1 Kaidah Fiqh dalam Muamalah 

Qawaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) atau kaidah-kaidah hukum Islam 

menempati posisi yang sangat penting dalam literatur hukum Islam. Ia merupakan 

bentuk khusus literatur hukum yang berkembang pada abad ke 13 hingga abad ke 15, 

yang mencoba meringkas aturan-aturan dari setiap mazhab ke dalam ringkasan-

ringkasan pendek sehingga orang yang mempelajari kaidah-kaidah ini dapat dengan 

mudah menghafalnya. Dalam bentuk ekstrim, begitu ringkasnya satu mazhab dapat 

direduksi menjadi empat atau lima pernyataan padat.
17

 

Sedangkan definisi dari Qawaid Fiqhiyyah dapat kita temukan dari pandangan 

para ulama fiqh yang terkenal dan di antaranya adalah : Syekh Mustafa Ahmed Zarqa 

seorang ulama fiqh terkemuka mendefinisikan qawaid fiqhiyyah sebagai : ―Prinsip-

prinsip fiqh universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, 

melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah 

topik-topik tertentu‖.
18

 Ali Hayder, seorang yang terkenal karena uraiannya 

(syarahnya) terhadap Al-Majallah telah mendefinisikannya sebagai : ‖Aturan 

menyeluruh atau utama yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal khusus‖.
19

 Salim 

Rustum Baz, pensyarah Majallah lainnya telah mendefinisikannya sebagai : ―Aturan 

menyeluruh atau utama yang dapat diterapkan pada semua atau sebagian besar kasus-

kasus khusus‖.
20

Muhammad Anis Ubadah menawarkan bahwa “Qawaid 

Fiqhiyyah adalah konsep universal di mana ketetapan-ketetapan dari berbagai perkara 

hukum yang berada di bawah konsep universal tersebut diturunkan‖.
21

 Peneliti 

                                                             
17

Knut S. Vikor, Betwen God and Sultan, A History of Islamic Law, (New Delhi: Cambridge 

House, 2005), hal. 165 
18

Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amin, (Damascus: University of Damascus Press, 1959), jilid 2, hal. 

933 

19
 Ali Hayder, Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam al-Adliyah, (Beirut: Daar al-

kutubalilmiyyah), n. d. hal. 17 
20

 Salim Rustum Baz,  Sharhmajjalah, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah), n. d. vol. 1, hal. 17 
21

Muhammad Amin Ubadah, Tarikh al-Fiqh Islami, (Cairo: Dar al-Tiba‘ah, 1395), 2
nd

 edition, 

vol. 1, hal. 107 
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kontemporer lainnya mendefinisikan Qawaid Fiqhiyyah sebagai ―suatu prinsip umum 

di mana ketentuan-ketentuan khusus dapat langsung diketahui‖.
22

 

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (fiqh) ini merupakan 

salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang 

digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan 

kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah : 

 

ٌَِاََ ْٝ ْٞوَُعَيََٚاىزَّحْشِ َاىْذَّىِ ََٝذَُهَّ لأصَْوَُفَِٚالْأشََْٞبءَِالِْإَثَبَحَخَحَزَّٚ  

―Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya‖. 

 

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak 

ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur‘an 

maupun Hadits), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. 

Kaidah fiqh dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa 

dalam kegiatan muamalah yang berhubungan denganurusan ke-dunia-an, manusia 

diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada 

dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan 

yang melarangnya.  

 

a. Definisi Riba 

Kata ar-riba (اىشثب) secara etimologis mempunyai konotasi az-ziyadah 

(pertambahan); raba as-syay‟ artinya zada „amma kana „alayhi, bertambah dari kuantitas 

sebelumnya.Tapi setelahriba dideskripsikan oleh syariat tidak lagi berkonotasi 

pertambahan secara mutlak, tetapi konotasinya menjadipertambahan akibat pertukaran 

jenis tertentu, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang 

sejenis di tempat pertukaran(majlis at-tabadul), seperti yang terjadi dalam riba al-fadhl, 

ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (al-ajal), sebagaimana yang terjadi 

dalamriba an-nasi‟ah aw at-ta‟khir.
23

Inilah definisi riba secara syar„i. 

b. Dasar Hukum Riba 

                                                             
22

Muhammad b. Ahmad Al-Maqqari, Al-Qawaid, (Makkah: Umm al-Qura University), n.d.hal 

107 
23

Muhammad Ahmad ad-Da‘ur, Radd „alâMuftarayât HawlaHukmar-RibâwaFawâ‟id al-

Bunûk, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut, cet. I, 1992,  hlm. 35-36. 
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Firman Allah SWT berikut adalah salah satu dalil yang menegaskan akan keharaman 

praktekriba : 

 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.”(QS. Ali Imran: 130) 

 

Pada ayat lain, Allah SWTberfirman : 

َ ظِّ ََ َاىْ َِ ٍِ َ ُُ ْٞطَب ًَُاىَّزَِٛٝزَخََجَّطَُُٔاىشَّ بََٝقُ٘ ََ َالِاََّمَ َُ ٘ ٍُ ثَبَلاََٝقَُ٘ َاىشِّ َُ ُ٘ ََٝؤمُْي َِ اىَّزِٝ

َِجَآءََُٓ ََ ثَبَفَ َاىشِّ ًَ حَشَّ َٗ ْٞعََ َاللهَُاىْجَ أحََوَّ َٗ ثَبَ ثوَُْاىشِّ ٍِ ْٞعَُ بَاىْجَ ََ َقَبىُ٘اَاَِّّ ٌْ ُٖ رىَِلََثِؤََّّ

ىئَلََِ ْٗ ُ َعَبدََفَؤ ِْ ٍَ َٗ شَُُٓاِىََٚاللهَِ ٍْ أَ َٗ بَعَيَفََ ٍَ ََٖٚفَئََُ َفَبّزَ ِٔ ثِّ َِسََّ ّ ٍِ َ ُُ عِظَخُ ْ٘ ٍَ

ذقََبدَِ ٝشُْثَِٜاىصَّ َٗ ثَبَ حَقَُاللهَُاىشِّ َْ ََٝ}572{َ َُ بَخَبىِذُٗ َٖ َفِٞ ٌْ ُٕ أصَْحَبةَُاىَّْبسَِ

بىِحَبدَِ يُ٘اَاىصَّ َِ ََٗعَ ُْ٘اَ ٍَ َءَا َِ َاىَّزِٝ َُّ َ}572{َاِ ٌٍ َمَفَّبسٍَأثَِٞ َمُوَّ اللهَُلاََُٝحِتُّ َٗ

لاََ َٗ َ ٌْ ِٖ ْٞ فٌَعَيَ ْ٘ لاََخَ َٗ َ ٌْ ِٖ َعِْذََسَثِّ ٌْ ُٕ َأجَْشُ ٌْ ُٖ مَبحََىَ اَاىضَّ ُ٘ ءَارَ َٗ لاحَََ ٘اَاىصَّ ٍُ أقََب َٗ

ثَبَاَُِ َاىشِّ َِ ٍِ َ َٜ بثقَِ ٍَ رسَُٗاَ َٗ ُْ٘اَارَّقُ٘اَاللهََ ٍَ َءَا َِ زِٝ
بَاىَّ َٖ َ}577{ََٝآأَُّٝ َُ ََٝحْضَُّ٘ ٌْ ُٕ

َ ٌْ اَُِرجُْزُ َٗ َ ِٔ سَعُ٘ىِ َٗ َاللهَِ َِ ّ ٍِ َرفَْعَيُ٘اَفَؤرَُّْ٘اَثِحَشْةٍَ ٌْ َ}572{َفَبَُِىَّ َِ ِْٞ ٍِ ئْ ٍُّ مُْزٌَُ

َ}572{َ َُ ٘ َُ لاََرظُْيَ َٗ َ َُ ٘ َُ َلاََرظَْيِ ٌْ اىِنُ َ٘ ٍْ َسُءُٗطَُأَ ٌْ  فَينَُ

  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 

baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.  Allah 

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya.tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat 
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(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 

tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-Baqarah 275-279). 

 

Kemudian dalam banyak hadits, Nabi SAW menyebutkan perbuatan memakan 

riba sebagai perbuatan dosa besar, diantaranya: 

َصََ هَُاللهِ ْ٘ َسَعُ َِ َىعََ َقَبهَ: ُْْٔ َعَ َاللهُ َٚ َسَضِ َجَبثِشٍ ِْ َامَِوََعَ : ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ يََّٚاللهُ

ٌٌَ غْيِ ٍُ آَُ َٗ اءٌ.َسَ َ٘ َعَ ٌْ ُٕ قَبهَ:َ َٗ َ ِٔ ْٝ ذَ ِٕ شَب َٗ مَبرجَُِٔ،َ َٗ مِئَُ،َ ْ٘ ٍُ َٗ ثَب،َ  اىشِّ

 ―Dari Jabir r.a., dia berkata:Rasulullah SAW melaknat orang yang makan 

riba, pihak yang memberi makan riba, Penelitinya dan dua saksinya. Dan beliau 

bersabda: Mereka adalah sama”. Riwayat Muslim.
24

 

 

  Dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 

ٌََ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ َِصَيََّٚاللهُ ّٜ ث ُِ َِّ َاى ِِ َعَ ُْْٔ َعَ َاللهُ َٚ َسَضِ دٍ ْ٘ غْعُ ٍَ َ ِِ َثْ َعَجْذِاللهِ ِْ عَ َٗ

َاسَْثََٚ َُّ اِ َٗ َ،ُٔ ٍُّ جُوَُاُ ْْنِحََاىشَّ ََٝ ُْ ثوَُْاَ ٍِ َٕبَ ْٝغَشُ َثَبثبً.َاَ َُ ْ٘ عَجْعُ َٗ ثَبَثلَاثَخٌََ قَبهَ:َاىَشِّ

ٌَِ غْيِ َُ َاىْ جُوِ َاىشَّ َعِشْضُ َ ثب َاىشِّ ِٔ ٍِ ب ََ َ َثزِ ٌُ اىْحَبمِ َٗ َ خْزصََشًا، ٍُ َ ْٔ بجَ ٍَ َ ُِ َاثِْ آُ َٗ َسَ .

حَُٔ.َ صَحَّ ََٗ

 Dari Abdullah bin Masud dari Nabi SAW beliau bersabda : Riba memiliki 73 

pintu. Paling mudah seorang lelaki kawin dengan ibunya. Sesungguhnya ribanya riba 

kehormatan laki-laki muslim.Riwayat Ibnu Majah secara ringkas dan Hakim dengan 

lengkap.Menurut dia hadits tersebut shahih.
25

 

 

2.2 Gadai 

a. Definisi Gadai 

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian ―tetap dan kontinyu‖.
26

 Dalam 

bahasa Arab dikatakan: َ ُِ ِٕ ا َاىشَّ بءُ ََ َ apabila tidak mengalir, dan kata اى َْخٌ ِٕ َسَا خٌ ََ  bermakna ِّعْ

nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “rahn” bermakna ―tertahan‖, 

dengan dasar firman Allah, 

خٌَ َْٞ ِٕ جَذَْسَ غَ بَمَ ََ ظٍَثِ ََّفْ وُّ  مُ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah 

dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38) 

                                                             
24

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, terjemah H. Mahrus Ali, MutiaraIlmu, 

Surabaya, 1995, hal. 350. 
25

ibid 
26

 Lihat: KitabTaudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram,Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan 

kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460. 
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Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna ―tertahan‖. Pengertian kedua ini 

hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.
27

Ibnu 

Faris menyatakan, ―Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan 

tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak.Dari kata ini terbentuk kata „ar-

rahn‟, yaitu sesuatu yang digadaikan.‖
28

 

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan 

ungkapan, ―Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi 

dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi 

utangnya.‖
29

―Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang 

tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu 

melunasi utangnya.‖
30

―Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan 

sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang 

tidak mampu melunasinya.‖
31

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn 

sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan 

barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak 

mampu melunasinya.
32

 

b. Dasar Hukum Gadai 

1. Al- Qur‘an 

Surat Al-Baqarah 283: 

 

يَْ ضًبفَ جَعْ َْ ضُنُ جَعْ َْ ٍِ َ ؤ ِّْ ب فَ
جُ٘ضَخٌٌۖ قْ ََ ٌ بّ شَِٕ جًبفَ برِ ذُٗامَ َجِ ز َْ َ ى َٗ شٍ فَ غَ يَىٰ عَ َْ ُ ز ْْ نُ ّْ اِ َٗ

آثَِ َُِّّٖ ب بفَ َٖ َْ ُ ز نْ َٞ ْْ ٍَ َٗ
ََۚ بدَح َٖ ٘ااىشَّ َُ ُ ز َنْ ر لَا َ٘ ُُٖۗ ثَّ شَ َٖ َّ بىي َّقِ ز َٞ ىْ َ٘ َُٖ ز بَّ ٍَ َ ؤ َْ َِ ُ ر ٝبإْ زِ اىَّ ِّ د ُٝئَ

ٌٌَ ٞ يَُّ٘عََيِ ََ َعْ بر ََ جِ ُٖ اىيَّ َ٘ ُُٖۗ ُ ج يْ قَ ٌٍ  
                                                             

27
 Lisan al-Arab, karya Ibnu Mandzu pada kata ―rahana‖, dinukil dari kitab Al-Fiqh al-

Muyassar, Qismu lMu‘amalah, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin 

Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakanpertama, tahun 1425H, 

Madar al-Wathanilin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115. 
28

 Mu‟jam Maqayis al-Lughah: 2/452, dinukil dari Abhats Hai‘atKibar al-Ulamabil Mamlakah 

al-Arabiyah as-Su‘udiyah, disusun oleh al-Amanah al-‘Amah Lihai‘at Kibar al-Ulama, cetakan 

pertama, tahun 1422 H, 6/102. 
29

 Lihat: Al-Majmu‟ Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma 

Najieb al-Muthi‘i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Beirut, 12/299—300. 
30

 Lihat: Mughni, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkidan Abdul 

Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443. 
31

 Lihat: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-„Aziz. 
32

 Taudhihal -Ahkam Syarah Bulughal-Maram :4/460. 
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“… Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang, maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

2. Hadits Nabi SAW. 

Hal ini dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, 

sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau, 

َصَيَّٚ هَُاللهِ ْ٘ ََََُْٕٔاشِْـزشَََٙسَعُ سَ َٗ َ ْٞئخٍَ َثِْغَِ ب ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ اللهُ

َدِسْعََُٔ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan makanan 

dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju 

besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim No. 1603)
33

 

 

 

3. Ijma‘ Ulama  

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.Hal dimaksud 

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang mengadaikan baju besinya untuk 

mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari 

contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi 

kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai 

sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya 

enggan mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada mereka.
34

 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI )  

Fatwa dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi 

salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (rahn). Secara khusus berkenaan 

dengan hukum gadai syariah (rahn), MUI melalui saluran dewan Syariah Nasional telah 

mengeluarkan fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002. 

 

                                                             
33 
34

Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 8. 
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2.3Fiqh Riba dalam Gadai 

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda: 

اىْجَٜقبه،َاراَمبَُْٕبكٍََِٝعطَٜاىقشٗض،َعَِأّظَسضَٜاللهَعْٔ،َأَُ

 دعَٔٝؤخزَاىجبئضح.

“Dari Anas RA, bahwa Rasulullah berkata, Jika seseorang memberi pinjaman, 

janganlah dia mengambil hadiah”. (HR Bukhari, dalam kitabnya At-Tarikh Al-

Kabir)
35

 

 

Hadits ini secara teoritis bisa dijadikan landasan dalam menganalisis tentang 

kemungkinan batalnya sebuah transaksi gadai yang meminta imbalan, karena 

dianggap sebagai bagian dari riba. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadits Nabi 

SAW:  

َاثََِٚ ِْ عَ ََٗ ِْ ٍَ َقبَهَ:َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َِصَي ّٜ َاىَّْجِ ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ خََسَضِ ٍَ ب ٍَ ُ ا

اةَِ َ٘ َاثَْ ِْ ٍِ بَ ًَ ْٞ ب،َفقََذَْارَََٚثَبثًبَعَظِ َٖ َٕذَِّٝخً،َفقَجَِيَ ْٕذََٙىََُٔ َ َشَفَبعَخً،َفَب ِٔ ْٞ شَفَعََلِأخَِ

فَِٚاعَِْ َٗ دَ،َ ُٗ داَ ْ٘ اثَُ َٗ ذَُ ََ آَُاحَْ َٗ ثَب:َسَ قَبهٌ.اىشِّ ٍَ َِٓ َْبدِ  

Dari Abi Umamah, Dari Nabi SAW, Ia bersabda: “barang siapa yang 

menolong saudaranya dengan satu pertolongan, lalu dia minta diberi imbalan dan 

kemudian menerimanya , maka sungguh ia telah masuk dalam pintu riba yang besar”. 

(HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)
36

 

 

Hadits lain yang juga menjadi landasan tentang syari‘at gadai dalam Islam dan 

bisa dijadikan salah satu hujjah tentang kemungkinan dibolehkannya memanfaatkan 

barang gadai dengan biaya yang timbul dari hal tersebut adalah sebagai berikut: 

 

شَُٝشُْمَتَُ ْٖ :َاىَظَّ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ َاللهُ َّٚ َصَي هَُاللهِ ْ٘ َقَبهَ:َقَبهََسَعُ ْٝشَحَ ُٕشَ َاثََِٚ ِْ عَ َٗ

عَيََٚ َٗ َ ًّب، ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َمَب َاِراَ ِٔ َْفقَزَِ َثِ َٝشُْشَةُ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ َ ًّب، ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َمَب َاِراَ ِٔ ثِْفََقَزِ

ٝشَْشَةَُاىَّْفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ َُٙاىَّزِ آَُاىجخَُبسِ َٗ َ:َسَ

 

                                                             
35

Ibnu Rusyd Al-qurtub Al-andalusi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Dar al Ihya 

al arabiyah, t.th. hal. 205 – 207. Lihat juga IbnuTaymiyah, Majmu‟ah al Fatawa, Dar al Wafa, t.th.hal 

295 – 299. 
36

Ibid 
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“…Dari Abi Huraeroh ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW. Kendaraan 

gadai yang digunakan berhak dibiayai apabila hal itu tergadai, susu binatang yang 

diminum juga wajib dibiayai apabila ia tergadai, sesuatu barang gadai yang 

dimanfaatkan dan diminum maka wajib diberi nafkah (biaya)”.
37

 

 

َِ َُْْٔقَبهَ:َقبَهََسَعُ٘هَُاََللَّّ عَ َٗ-َ: ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َُعَيَ ََ-صَيََّٚاََللَّّ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َٝغْيقََُاىَشَّ لَاَ

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َ,ُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ,َىََُٔغُ َاىََّزَِٛسَ ِٔ آََُ-صَبحِجِ َٗ ٌُ,َسَ اىْحَبمِ َٗ َ, ُّٜ اىَذَّاسَقطُِْْ

دََ ُٗ ْْذََأثََِٜداَ حْفُ٘ظََعِ ََ َاىَْ َُّ َأَ سِجَبىَُٔثقَِبدٌ.َالِاَّ َٗ  

Dari darinya ia berkata, telah bersabda rasulullah SAW, “ Tidak tertutup 

gadai dari pemiliknya yang menggadaikan baginya tanggungannya, dan atasnya 

tanggungannya”. (HR. Tabrani, Hakim, dan rijalnya dapat dipercaya, kecuali hadits 

itu terjadi menurut imam Abu Daud)
38

 

 

 

  

                                                             
37

Ibnu Hajar Al-Asyqolani,BulughulMaram min Adillati al-AhkamI, Beirut: Maktabah Dahlan, 

T.th. hal. 175. 
38

Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqh al-islâmiwaadillatuhu,Damaskus : DârFikr al-Mu‟asir, 2004, 

hal. 186. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian kualitatif menurut Moleong 

(2013) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perlaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber data 

yang diperlukan yaitu:  

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber 

data yang akurat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap perbankan 

syariah di wilayah Cirebon yang memiliki produk gadai emas syariah. 

2. Sumber sekunder, yaitu: data-data tertulis dan naskah-naskah literatur yang secara 

langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan masalah gadai dan pemanfaatan 

gadai emas. Serta beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan masalah 

kontekstualisasi aspek muamalah dalam sistem gadai. Dengan demikian Peneliti 

menggunakan teknik liberary research yaitu suatu riset kepustakaan.
39

 Sumber 

literatur data sekunder yang digunakan antara lain Al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-

kitab fiqh yaitu Ibnu Hajar Al-Asyqolani dalam kitabnya Bulughul Maram min 

Adillati al-AhkamI , Ibnu Rusyd al-Qurthuby dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid 

wa Nihayatul Muqtashid,Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu‟ al-

Fatawa,Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya  Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. 

                                                             
39

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, Cet. 32, 2001, hlm.9. 

c.f.  Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Bandung: Tarsito, Cet. 32,  1981, hlm. 17., 
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial,Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, hlm. 28. 
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3.3Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode interview (wawancara) 

Merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan 

menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara tatap muka secara langsung ataupun 

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.
40

 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data 

adalah pemilihan informan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara yaitu bertanya secara langsung kepada pihak 

BSM dan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cirebon untuk mendapatkan informasi 

atau keterangan dan data.   

2. Metode dokumentasi 

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya.
41

 

Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk gadai emas 

syariah yang berlangsung di BSM dan Pegadaian Syariah  Kantor Cabang Cirebon. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur 

dan mengklasifikasikan.
42

Maka dalam konteksnya dengan judul penelitian di atas, 

terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau liberary research diperiksa 

kembali atau diteliti satu persatu, kemudian data-data tersebut diberi tanda atau 

kode mana yang termasuk kepustakaan primer dan mana yang sekunder. Teknik 

tersebut di maksudkan untuk menghasilkan data yang cukup reliabel dan valid. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa 

                                                             
40

 M. Burhan Bungiz, met de penelitian kuantitatif, Jakarta : Kencana Predana Media 

Group,cet ke-2, 2005, hlm 133 
41

V.Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014, h. 33 
42

 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Research Sosial,Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, 

hlm. 76. 
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah 

awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data, menyususn secara sistematis, 

lalu mempresentasikannya kepada orang lain. 

Dengan menggunakan Content Analysis, maka analisis selanjutnya 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai 

dengan angka secara langsung.
43

Sebagai pendekatannya, Peneliti 

menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
44

 Kemudian Peneliti akan 

menganalisis sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan ditemukan sebuah 

kesimpulan tentang tema yang dimaksud. 

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Kota Cirebon dan pelaksanaan penelitian 

dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November 2018.  

3.7 Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 

Jadual Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop 

1 Menyusun proposal penelitian √        

2 Seminar  proposal √        

3 Memasuki lapangan  √ √ √ √ √   

4 Menentukan fokus   √ √     

6 Tahap selektion     √ √   

7 Uji keabsahan data     √ √   

8 Membuat draf laporan 

penelitian 

     √ √ √ 

9 Seminar  laporan penelitian         √ 

10 Penyempurnaan laporan 

penelitian 

       √ 

11 Penggandaan laporan penelitian        √ 

 

                                                             
43

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 

1995, hal. 134. 
44

Hadari Nawawi; Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityPress, Cet. 6, 

1993, hlm. 63. 



19 
 

 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1  Pelaksanaan Praktik Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah 

Dalam penelitian ini narasumber terpilih yang dijadikan subjek penelitian 

adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Tbk Cabang Cirebon dan anak perusahaan 

PT. Pegadaian Tbk yaitu Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Pemilihan terhadap 

kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah : 

Tabel 4.1 

Kriteria Narasumber Penelitan 

No PT. BSM Tbk Pegadaian Syariah 

1 Mewakili perbankan syariah Mewakili industri keuangan non-bank 

(IKNB) 

2 Transaksi gadai emas terbesar dibandingkan 

bank syariah lainnya 

Berpengalaman dalam transaksi gadai 

3 Jumlah nasabah dan jaringan kantor yang 

cukup luas 

Jumlah nasabah dan jaringan kantor 

yang cukup luas 

 

Atas dua narasumber terpilih tersebut kemudian dilakukan wawancara 

mendalam mengenai : (1) pelaksanaan dan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan 

rahn emas; (2) akad rahn emas; (3) penentuan biaya adminstrasi, penyimpanan dan 

pemeliharaan; dan (4) proses lelang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan 

pelacakan dokumen atas praktik rahn emas yang dilakukan oleh BSM dan pegadaian 

syariah dengan mengunjungi website kedua lembaga tersebut. Hal tersebut untuk 

mendukung dan sinkronisasi hasil wawancara. Berikut disajikan hasil wawancara dan 

dokumentasi atas praktik gadai pada dua lembaga keuangan syariah tersebut. 

4.1.1 Pelaksanaan dan Aturan Rahn Emas 

Pelaksanaan rahn emas pada BSM Cabang Cirebon dilakukan semenjak tahun 

2011. Pertumbuhan rahn emas di Cirebon juga setiap tahunya mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan rahn emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016 dan 2017) 

sekitar 5 – 10%, dan nilai perputaran transaksi (run off) cukup tinggi. Titik tertinggi 

masyarakat Cirebon melakukan rahn emas biasanya di bulan Oktober sampai 

Desember, tidak pada bulan Ramadhan atau mendekatai lebaran. 

―Minat masyarakat Cirebon untuk gadai cukup baik, peningkatan selama dua tahun 

terakhir antara 5-10%, dan biasanya cukup ramai gadai itu pada bulan Oktober 

sampai Desember. Polanya berbeda dengan daerah lain, yang biasanya gadai pada 
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bulan mendekati ramadhan atau lebaran‖.  (Wawancara dengana Bapak Rahardi, 

Bagian Gadai Emas BSM Cabang Cirebon). 

BSM menetapkan standar barang emas yang akan digadaikan dapat berupa 

emas lantakan (logam mulia) dan emas dalam bentuk perhiasan. Khusus untuk emas 

dalam bentuk perhiasan, BSM hanya menerima rahn emas dengan nilai karatisasi 

minimal 16 karat. Artinya BSM memiliki standar khusus dalam pelaksanaan rahn 

emas. 

―Pelaksanaan rahn emas telah diatur dalam SOP, terumata untuk emas dalam 

bentuj perhiasan dimana hanya menerima emas yang memiliki nilai minimal 16 karat. 

Di Cirebon khususnya banyak emas dalam bentuk perhiasan yang nilainya kurang 

dari itu, sehingga dibutuhkan uji khusus untuk menentukan bahwa emas yang akan 

digadai sesuai standar yang ditetapkan. Khusus untuk emas perhiasan uji yang 

dilakukan lebih dibanding logam mulia. Kalau logam mulia hanya diuji lewat berat 

jenis, sedangkan perhiasan sampai ada uji gosok dan uji kimia juga‖.(BSM Cabang 

Cirebon). 

BSM memiliki standar uji yang ketat untuk menentukan nilai emas yang 

dibawa oleh nasabah, mengingat emas dalam bentuk perhiasan yang beredar di 

wilayah Cirebon beberapa memiliki karatisasi yang rendah. Berbeda dengan emas 

yang ada di wilayah lain, terutama Indonesia Timur yang nilai emas nya lebih dari 20 

karat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya BSM dalam mitigasi risiko atas barang 

yang akan digadaikan.  

Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon telah dimulai 

semenjak tahun 2003. Untuk pertumbuhan seluruh all product gadai syariah di 

Cirebon hampir 20%, sedangkan untuk produk rahn emas angkanya juga cukup tinggi, 

terlihat dari besaran nilai transaksi dan jumlah nasabah yang sudah mencapai 8000 

orang yang tersebar di tujuh outlet di Kota dan Kabupaten Cirebon. 

―Dalam sepuluh tahun terakhir nilai trasaksi dari sebelumnya hanya ratusan 

juta, sekarang mencapai miliaran. Walaupun terdapat kompetitor (gadai di perbankan 

syariah), namun masyarakat tetap loyal kepada Pegadaian, karena nasabah dilayani 

langsung (private) dan menganggap nasabah itu seperti keluarga. Jadi kami 

menganggap pelayanan Pegadaian menjadi kunci tetap leading. Jumlah nasabah 

gadai sendiri sudah mencapai 8000-an orang yang tersebar di tujuh outlet di Wilayah 

Cirebon baik kota maupun kabupaten‖. (Wawancara dengana Ibu Lilis, Pimpinan 

Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 
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Dalam pelaksanaan rahn emas terutama standar emas yang diterima, Pegadaian 

Syariah tidak menetapkan standar khusus mengenai nilai karat dan jumlah emas yang 

akan digadai. 

―Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cirebon tidak 

memberlakukan nilai minimal karat dan jumlah emas. Berapapun nilai karat dan 

jumlah emas (gram) yang dibawa oleh nasabah akan diterima. Ini dilakukan sebagai 

upaya dari pegadaian untuk tolong menolong kepada nasabah yang membutuhkan 

dana cepat‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

Pegadaian Syariah memiliki kebijakan yang berbeda dalam rahn emas di 

lembaga keuangan lain, terutama mengenai nilai dan jumlah emas yang akan digadai. 

Pihak pegadaian akan tetap menerima berapapun nilai dan jumlah emas yang dibawa 

oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pegadaian untuk 

menolong (taawun) kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat. Bahkan 

pegadaian menerima rahn emas yang nilainya hanya 1 (satu) gram emas dengn nilai 

kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari segi mitigasi risiko, pegadaian 

syariah memiliki SDM dan uji yang spesifik untuk menilai barang gadai. Bahkan salah 

satu keunggulan dari gadai di Pegadaian Syariah adalah pegadaian dapat memberikan 

pembiayaan yang nilainya lebih tinggi dari harga taksiran dibandingkan dengan gadai 

di lembaga lainnya. 

Dari segi segmentasi nasabah, baik itu BSM maupun Pegadaian Syariah 

menyampaikan bahwa nasabah yang banyak melakukan transaksi rahn emas di 

wilayah Cirebon mayoritas (70%) didominasi oleh nasabah perorangan (ibu rumah 

tangga), sedangkan sisanya adalah perusahaan kontraktor, mitra usaha dagang yang 

bergerak di bidang pertanian, perikanan dan ekspedisi. Urgensi kebutuhan pembiayaan 

rahn emas yang dilakukan nasabah terutama digunakan untuk kebutuhan jangka 

pendek (seperti kebutuhan pendidikan, dana talangan dan lainnya), sedangkan untuk 

kebutuhan jangka panjang yaitu investasi modal jumlahnya masih sedikit. 

Peraturan yang digunakan berupa dalam pelaksanaan rahn emas pada kedua 

lembaga tersebut adalah (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002TentangRahn Emas; (2) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 

No. 14/ 7 /DPbS Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah danUnit 

Usaha Syariah; dan (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 
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Aplikasi beberapa aturan tersebut seperti pada penggunaan akad rahn emas, 

ketentuan standar pelaksanaan rahn emas terutama dengan batas perpanjangan 

pembiayaan, penggunaan dana dan lainnya. Contoh penerapan dari aturan tersebut 

misalnya pada penggunaan dana rahn emas. Nasabah akan diminta untuk mengisi 

secara jujur tentang penggunaan dana rahn emas. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya terjadinya metode top up. Menurut Karim (2010) metode top-

up adalah pelaksanaan transaksi gadai yang tidak ditebus saat jauh tempo, namun 

dilakukan justru dilakukan gadai ulang. Pada 4 bulan yang akan datang, nasabah akan 

kembali melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Sehingga akan menjadi 

pinjamannya terus menerus, dan nasabah hanya membayar ujrahnya. Hal tersebut 

dimungkinkan terjadi karena pada saat ini, lembaga keuangan tidak lagi membatasi 

jumlah perpanjangan rahn emas. Mereka berargumen bahwa dasar yang digunakan 

adalah SE OJK yang tidak menjelaskan batas perpanjangan artinya selama nasabah 

sanggup membayar ujrah maka rahn emas tetap dapat dilakukan. 

Pelaksanaan pembatasan perpanjangan rahn emas di BSM Cabang 

Cirebon:―Kalau dulu sebelum tahun 2016, maksimal perpanjangan dua kali. Untuk 

sekarang menurut peraturan yang dikeluarkan OJK tidak ada pembatasan 

perpanjangan jadi selama nasabah sanggup untuk membayar ujrah pada bulan ke-4 

maka nasabah diperbolehkan untuk perpanjangan gadai dan dapat melakukan rahn 

emas selanjutnya. Kami menyiasatinya jika mau gadai lagi maka diatasnamakan 

anggota keluarga yang lain‖. (BSM Cabang Cirebon). 

Sedangkan pada pegadaian syariah :―Rahn emas di Pegadaian Syariah itu 

mudah, tidak ribet seperti di lembaga keuangan lain, tidak ada pembatasan 

perpanjangan harus maksimal sekian kali, selama nasabah belum sanggup untuk 

menebus emas, nasabah diperkenankan untuk memperpanjang gadai selama sanggup 

membayar ujrah. Jadi seumur hidup bisa memperpanjang, selama nasabah belum 

memiliki uang untuk tebus ya dapat diperpanjang. Toh ujrah di kami itu lebih murah 

dibandingkan lembaga lain, jika lembaga lain sampai sepuluh ribu rupiah, dikami 

hanya dua ribu lima ratus rupiah dalam jangka waktu 10 hari‖. (Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon). 

Jika merujuk pada SE BI tahun 2012, jelas digambarkan bahwa maksimal 

perpanjangan hanya 2 (dua) kali, maka apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

tersebut sebenarnya beresiko terjadinya top up.Karena peluang nasabah untuk terus 

melakukan gadai secara berulang sangat besar walaupun gadai yang pertama belum 
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ditebus. Kekhawatiran dari mekanisme dan skema tersebut adalah ketidakmampuan 

nasabah untuk melunasi dan mengambil emas yang digadai. Diperlukan kehati-hatian 

dari lembaga keuangan untuk memimalisir terjadinya hal tersebut. 

Sebagai respon terhadap SE BI tersebut, maka Bank Syariah Mandiri 

menerbitkan Manual Procedure Operation (MPO) tertanggal 4 April 2012.Klausul 

perbaikan yang tertera dalam MPO tersebut adalah sebagai berikut :Proses screaning 

yang berlapis dalam proses pelayanan rahn emas. Hal ini terlihat mulai dari proses 

administrasi yang cukup ketat, baik itu dari nasabah sendiri maupun dari pihak bank. 

Mulai dari proses pengisian formulir permohonan gadai/rahn emas dan form checklist 

KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundry) / APU (Anti Pencucian 

Uang) oleh nasabah dan petugas gadai, sampai dengan checklist form RAC (Risk 

Acceptance Criteria dan CSA (Compliance Self Assessment) oleh petugas gadai. BI 

checking pun tidak lagi hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi saja, akan 

tetapi menjadi salah satu penentu dikabulkannya pembiayaan rahn. Selain persyaratan 

administrasi diatas, nasabah juga diwajibkan untuk menandatangani form disclosure 

yang berisi tentang penjelasan-penjalasan yang telah diperoleh nasabah tentang produk 

gadai emas.  

Adapun alur pengajuan rahn emas sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Alur Pengajuan Rahn Emas di PT. BSM Tbk 

 

1. Mengembalikan tujuan gadai/rahn kepada tujuan awal dicetuskannya produk 

gadai/rahn emas, yang merupakan alternatif keperluan pembiayaan mendesak dan 

sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam 

waktu cepat, namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun 

spekulasi. Untuk mengembalikan tujuan rahn emas ini, maka Bank Syariah Mandiri 

sesuai dengan arahan dari BI, menetapkan besaran LTV (Loan To Value) sebesar 

85%;  

Nasabah Penaksir 

gadai (PG) 

Officer Gadai (OG)/ 

Kepala Cabang 

(untuk pengajuan 

diatas Rp. 10 juta) 

Admin 

Operasional 

Manager (OM)/ 

Operasional 

Officer(OO) 

untuk Ka.Cab 
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2. Persyaratan kepemilikan barang jaminan yang akan digadai, dalam hal ini emas 

pada saat melakukan transaksi rahn emas;  

3. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali perpanjangan. Kebijakan 

ini diterapkan untuk menangkal risiko bubble yang cukup signifikan, jika 

perpanjangan tidak dibatasi, maka dikhawatirkan nasabah akan mempunyai 

kesempatan untuk senantiasa melakukan perpanjangan transaksi gadai atau yang 

lazim disebut top-up berulang-ulang yang berpotensi terjadinya penumpukan gadai 

pada satu orang saja; 

4. Nilai pertanggungan asuransi 150%. Kebijakan ini memberikan rasa aman bagi 

pihak bank syariah, jika sewaktu-waktu terjadi penurunan harga emas.  

 

4.1.2 Akad dalam Transaksi Rahn Emas 

Akad transaksi rahn emas yang dilakukan oleh BSM dan Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan terutama 

menggunakan Fatwa DSN MUI tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

dua narasumber, akad dalam transaksi gadai emas terdiri atas qardh, rahn dan ijarah. 

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak lembaga 

keuangan kepada nasabah (rahin), dimana pihak lembaga keuangan menahan salah 

satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan 

demikian, pihak BSM dan Pegadaian Syariahmemperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat 

melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad rahn, dalam transaksi rahn emas di 

BSM dan Pegadaian Syariah juga diterapkan akad ijarah.  

Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian 

kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir danpenyewa 

atau nasabah (rahin) disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya 

(tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut 

dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya kepada 

muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin. 

Dengan kata lain, akad ijarah diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pihak 

lembaga keuangan terhadap barang jaminan rahin yang disimpan oleh murtahin.  

Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad 

rahn dan akad ijarah tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak pegadaian 
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syariah juga menjelaskan bahwa akad rahn dan akad ijarah memiliki objek yang 

berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad. Dikaitkan 

dengan pengertian ta‟alluq, menurut Habiburrahim (2012) ta‟alluq dapat terjadi 

apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dan berlakunya akad 1 tergantung pada 

akad 2. Penggabungan akad terjadi saat nasabah (rahin) melakukan pinjaman kepada 

pegadaian syariah (murtahin), maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya 

biaya sewa tempat atas barang jaminannya. Rahin tidak memiliki pilihan apakah dia 

mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada pihak lembaga keuangan. Pihak 

BSM dan Pegadaian Syariah sendiri juga tidak akan mau memberikan pinjaman jika 

rahin yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya.  

Intinya, akad rahn tidak akan terjadi jika rahin tidak menyetujui akad ijarah. 

Tentu saja akan berbeda bila pihak pegadaian syariah tidak mewajibkan rahin 

menitipkan marhun dan menetapkan tarif atas marhun tersebut. Penyatuan akad rahn 

dan ijarah dalam satu transaksi rahn emas menurut ketentuan AAOIFI merupakan 

transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadists Nabi yang 

diriwayatkan dari Amru bin Syu‘aib yang melarang praktik penggabungan dua akad : 

―Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad qardh” (HR. 

Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan hasan oleh Tarmidzi) 

4.1.3 Penetapan Biaya Administrasi  

Biaya administrasi pada yang diterapkan pada BSM dan Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon ditetapkan berdasarkan marhun bih (pinjaman). Biaya administrasi 

dibayarkan setiap kali rahin melakukan transaksi baik permintaan pinjaman, 

pencicilan, perpanjangan gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. 

Besarnya administrasi yang dibebankan kepada rahin disesuaikan dengan besaran 

jumlah pencairan atasdana pembiayaan yang diajukan. 

―Biaya administrasi itu berbeda tergantung kliringnya berapa, Rp. 500ribu – 5 

juta biayanya 18 ribu, 5 juta – 10 juta biaya 25 ribu, 10 juta – 20 juta biayanya 35 

ribu, 20 juta – 50 juta biayanya 60 ribu, 50 juta – 100 juta biaya 100 ribu dan lebih 

dari 100 juta biaya adminya 125 ribu. Penetapan besaran biaya admin sudah 

ditetapkan oleh Kantor BSM Pusat‖. (BSM Cabang Cirebon). 

Sedangkan pada pegadaian syariah : 

―Biaya admin tergantung cairnya berapa, misalnya 500ribu sampai 2.5 juta 

besaranya 20ribu rupiah. Itu digunakan untuk biaya cetak, biaya untuk menaksir 

emas. Jadi semuanya jelas penggunaanya‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 
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Sebenarnya sah-sah saja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi 

kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. 

Namun lebih jauh lagi Fatwa DSN MUI No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 

4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  

Hal ini menekankan bahwa BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon 

masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi 

walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak lembaga 

keuangan memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan 

besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan 

berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan.  

Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya 

penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. Disini, pihak BSM dan Pegadaian Syariah tidak menyebutkan biaya apa 

saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan 

dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada 

perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga 

menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama.  

4.1.4 Penetapan Biaya Jasa Simpanan (Ijarah) 

Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (ijarah) pada transaksi rahn emas 

di BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon secara garis besar sudah sesuai 

dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan pada rahin dihitung setiap 15 hari, 

sedangkan pada Pegadaian Syariah dihitung setiap 10 hari dengan jatuh tempo yang 

sama yaitu selama 4 bulan. Besaran biaya ijarah ditentukan atas jumlah pencairan atas 

dana pembiayaan yang diajukan (sama seperti penentuan biaya administrasi. 

―Biaya ujrah dibayarkan diakhir pembiayaan atau jatuh tempo nya 4 bulan, 

namun keluarnya setiap 15 hari. Jadi kalau nasabah ingin melunasi bisa, tinggal 

dihitung sudah jatuh tempo dari tanggal 15 sudah bulan ke berapa, walaupun yang 

tercantum di surat perjanjian itu yang 4 bulannya. Untuk biaya titip itu berbeda 

tergantung cairnya, 10 juta, 10 – 100 juta dan diatas 100 juta tergantung rate-nya, 

semakin tinggi yang dicairkan semakin murah‖. (BSM Cabang Cirebon). 

 

Sedangkan pada Pegadaian Syariah : 

―Biaya ujrah dikenakan setiap 10 hari sampai jatuh tempo 4 bulan. Biaya 

ujrahnya dihitung dari nilai taksiran, berapa yang dicairkan. Dan nilai ujrahnya 
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sangat kecil, berbeda dengan lembaga lain, karena Pegadian itu BUMN jadi sangat 

terjangkau. Bahkan untuk sekarang kita punya program Rahn Hasan, tidak ada biaya 

admin dan ujrah, jangka waktu 2 bulan‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

 

Rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah yang harus dibayar 

sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahin. Namun demikian, ada beberapa 

ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pertama, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 

tentang Rahn ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun yang terjadi 

pada BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon adalah penggolongan tarif ijarah 

yang didasarkan pada besarnya pinjaman (marhun bih). Ini terlihat dari brosur 

perhitungan tarif ijarah yang didasarkan pada besarnya marhun bih. Padahal yang 

menjadi penentuan biaya ijarah adalah nilai taksiran marhun bukan besarnya 

pinjaman. Ini berarti, misal ada dua orang nasabah yang menggadaikan emas dengan 

nilai taksiran yang sama, namun berbeda dalam permintaan jumlah pinjaman, maka 

akan dikenakan biaya ijarah yang berbeda pula. 

 

4.1.5 Pelelangan Barang Jaminan 

Lelang barang jaminan akan dilakukan apabila rahin tidak melunasi seluruh 

pembiayaan dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada murtahin pada saat 

jatuh tempo sampai dengan masa tenggang, maka rahin menyetujui dan memberi 

kuasa, dengan hak subtitusi kepada murtahin. Hasil dari lelang barang jaminan 

tersebut akan dihitung apakah telah mencukupi atau belum, jika dikurangi utang dan 

biaya ujrah selama pinjaman berlangsung. Jika hasil dari penjualan barang jaminan 

masih kurang untuk membayar pinjaman dan biaya ujrah maka rahin wajibmembayar 

kekurangan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan lebih 

banyak dari jumlah pinjaman dan biaya ujrah, maka kelebihan tersebut akan 

dikembalikan kepada rahin. 

 

―Kami biasanya mengkomunikasikan kepada nasabah seminggu sebelumnya 

paling telat tiga hari sebelumnya, dan tenggat waktu tiga hari sesuai tanggal jatuh 

tempo. Tidak ada denda dalam rahn emas. Ketika nasabah tidak dapat melunasi, 

maka langsung kami eksekusi. Bisa dijual ke toko emas atau nasabah yang minat. 

Penjualan dari hasil lelang kami tempatkan pada rekening nasabah, selanjutnya 

dibayarkan sesuai nilai pembiayaan, sisa kelebihan lelang (dalam rekening) dapat 
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diambil nasabah.Jumlah barang yang dilelang pun mungkin sebulan hanya ada 

satu.‖(BSM Cabang Cirebon) 

 

Mekanisme rahn emas di Pegadaian Syariah relatif sama dengan apa yang 

dilakukan BSM. Perbedaanya terletak pada cara komunikasi mengenai jatuh tempo 

pembiayaan saja. Jika BSM mengkomunikasikanya melalui telepon, Pegadaian 

Syariah mengkombinasikan pendekatan langsung (bertemu) dan adminstratif 

pengiriman surat. 

 

―Biasanya pelalangan rahn emas pada Pegadaian Syariah jarang terjadi, 

mungkin dalam 1 bulan hanya ada satu sampai empat batang saja yang dilelang. Jika 

dipersentasekan hanya 0,001 persen saja. Hal tersebut karena kami selalu rutin 

mengingatkan nasabah untuk tangga jatuh tempo, pendekatan personal dengan 

mendatangi langsung rumah, dan memberikan jangka waktu untuk dapat melunasi. 

Bahkan ada barang yang tidak kami lelang, sampai benar-benar nasabah nyatakan 

sudah tidak sanggup lagi bayar.‖ (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

 

Untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak rahin akan diberitahukan 

kepada rahin yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Ukel (Uang kelebihan). 

Surat dikirimkan kepada rahin pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui 

surat tersebut rahin dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan 

batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah 

transaksi rahn. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang 

tersebut akan digunakan sebagai dana soaial yang biasa disebut dengan Dana 

Kebijakan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh 

kantor pusat PT. Pegadaian. 

 

―Untuk uang kelebihan, yang membedakan kami dengan lembaga gadai lain 

adalah nasabah tidak perlu untuk membuka rekening. Jadi uang kembalian langsung 

diberikan kepada nasabah setelah proses lelang selesai. Jika nasabah tidak 

mengambil, kami pro-activeuntuk menelpon, bahkan mengantar langsung walaupun 

nilai kembalian hanya kisaran ribuan saja.‖ (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon) 

 

Sistem pelelangan yang dilakukan BSM dan Pegadaian Syariah Cabang 

Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 5 tentang penjualan marhun. 

Praktik pelelangan yang sehat tersebut merupakan best practice yang dimiliki lembaga 

keuangan dalam mematuhi konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
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4.2 Paradigma fiqhur riba dalam Islam 

4.2.1  Terminologi Riba 

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat 

benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik 

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan 

dengan prinsip muamalah dalam Islam.
45

 Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan 

kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya 

pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".
46

 

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya didunia Islam, 

sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa 

bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, 

Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern 

mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia kristen selama satu 

milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun 

menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga 

berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis 

pembungaan uang itu.
47

 

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna 

"al-ziyadah" ( َاىضّٝبدح) yang berarti "tambahan".
48

 Pengertian yang sama terdapat dalam 

Kamus al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.
49

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga 

uang, rente.
50

 

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan 

titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum 

dalam ilmu hukum barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? 
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Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: 

“Noch suchen die Juristeneine Definition zu ihrem Begriffi von Recht” (masih juga 

para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).
51

Demikian pula 

definisi riba menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan 

pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.
52

 

Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan 

meskipun tidak seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di 

antaranya: 

1. Menurut Abdurrrahman al-Jaziri, riba adalah nilai tambahan pada salahsatu dari 

dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap 

tambahan tersebut.
53

 

2. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu 

sedikit ataupun banyak.
54

 

3. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang 

dipinjamkan.
55

 

 

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan 

atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti 

al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini: 

اٱلنَّاسََُُٛ َٓ حُّ
َ
أ ُُيََٰٓ ََ ِ ٌّ ُفُِِرَيۡبُٖ ًۡ ُُٱلۡۡعَۡدُِإنُِنُِخُ ًَّ ٌَُِجُّطۡفَثُٖثُ ُ ًَّ َُِحرَُابُٖثُ ٌّ فإََُِّاُخَيلَۡنََٰكًُُ

ُفُِِ ُوَُلُرُِّ ۡۚ ًۡ ُىكَُ َ بَُيِّّ ُلّنِ ُمَُُّيَّلَثٖ لَثُٖودََيِۡۡ
َيَّ ضۡغَثُٖمُُّّ ٌُّ ٌَُِ ُ ًَّ ُثُ ُعَيلََثٖ َۡ رحَۡامٌُِِ

َ
اُنشََاءُُٓإلََُُِٰٓٱلۡۡ ٌَُ

َُ ٌَّ ٌِِكًُُ ُوَ َٰ فََّّ َٔ َُحُخَ ٌَّ ٌِِكًُُ ُۖۡوَ ًۡ كُ شُدَّ
َ
ٔٓاُْأ ُلَِِتۡيغُُ ًَّ ُثُ ُطِفۡلٗى ًۡ ُنُُۡرسُِكُ ًَّ ُثُ سَمّّى ٌُّ سَوُٖ

َ
أ
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رۡذَلُِ
َ
ُأ ُإلََِٰٓ رُِيرَُدُّ ٍُ ُبَعۡدُِعِيۡمُٖشَيُُۡٱىۡعُ َۢ ٌِ ُ ًَ وَحرََ ُُٔىُىهَِيۡلَُٗحَعۡيَ ُۡۚ رۡضَُا

َ
ُفإَذَُُِٱلۡۡ ٌِدَةى ا ُزَلۡناََُْ

َ
ُٓأ ا

تَََّتُۡعَُ ْۡ اءَٓٱ ٍَ ۡ اٱل َٓ ِٓيزُُٖيَيۡ ُزَوۡجُِۢةَ ِ
ٌَُِكُّ نۢتَخَجُۡ

َ
٥ََوَرَبَجُۡوَأ

 

Artinya:‖…kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan 

subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Q.S. Al-

Hajj: 5).
56

 

 

4.2.2 Macam-macam Riba 

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat 

di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, 

yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam 

jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) 

dan tafadul (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli 

tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah
57

yang telah 

disepakati para ulama tentang keharamannya.
58

Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn 

Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa dan riba yad.
59

 

Namun demikian, para jumhur ulama fiqh membagi riba dalam dua kategori: 

riba nasi'ah dan riba fadl.
60

 Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri, Riba 

nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba 

yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba 

fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena 

adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.
61

 

Definisi riba al-nasi'ah menurut Wahbah al-Zuhaily
62

adalah "Penambahan 

harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 

'ain (barang kontan) atas dain (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang 
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ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau 

ditimbang". 

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri
63

"Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan 

(yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".Selanjutnya al-Jaziri 

memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada 

musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan 

pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut 

dipungut tanpa imbangan mabi' (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai 

imbangan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek 

riba al-nasi'ah.
64

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh diatas 

sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbahal Juhaily tergolong 

riba Nasi'ah.
65

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. 

Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu 

pembayaran.Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan 

dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis. 

Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang 

dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis,bukan karena faktor 

penundaan pembayaran.
66

 

Para fuqaha sepakat bahwasanya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda 

ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda 

ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash hadits. Ketujuh harta benda tersebut 

adalah: (1) emas, (2) perak, (3)burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, 

(6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut 

fuqaha berselisih pandangan.
67
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4.2.3  Riba Dalam Al-Qur’an dan Hadits 

1. Larangan Riba dalam Al-Quran 

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur‘an tidak diturunkan sekaligus, 

melainkan dalam empat tahap.
68

 

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya 

seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati 

atau taqarrub kepada Allah: 

ُٓ ا ٌَ ُُوَ َٰلِ وَ ٌۡ
َ
ُأ ُفِِٓ ْ ا َٔ بُ ُىّيَِۡۡ ا ُرّبِى َِ ٌّ ُ ُُٱلنَّاسُِءَاحيَۡخًُ ُعِِدَ ْ أ ُيرَۡبُ ُِۖۡفلََٗ ةُُٖٱللَّ َٰٔ ُزَكَ َِ ٌّ ُ ُءَاحيَۡخًُ ٓ ا ٌَ ُوَ

ُ َّ ُِحرُِيدُونَُوسَۡ ُُٱللَّ ًُ ُْ وْلََٰٓئمَُِ
ُ
ضۡعِفُٔنَُفَأ ٍُ ۡ ٣٩ُُُٱل

Artinya: “Dan ,sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka 

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)” 

(Q.S: Ar-Ruum: 39) 

 

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT 

mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan 

riba. 

ُُفَتظُِيۡمُٖ ََ ِ ٌََُّ ِي ُُٱلََّّ ُعََُسَبيِوِ ًۡ ِْ ُوَبصَِدِّ ًۡ ُٓ َ ُل حِيَّجۡ
ُ
ُأ ُطَيّبََِٰجٍ ًۡ ِٓ ُعَييَۡ ِاَ ٌۡ ُحَرَّ

ْ ادُوا َُِْ ُٱللَّ
ُنَريِۡىُ ١٦٠ُُْا ا َٰٔ ٱلرّبَِ ٍُ خۡذِِْ

َ
ُُوَأ َٰلَ وَ ٌۡ

َ
ُأ ًۡ ِٓ كۡيِ

َ
ُوَأ ُّ ِۡ ُخَ ْ أ ُٓ ُجُ ُُِٱلنَّاسُِوَكَدۡ خۡخَدُۡاَُُٱىۡبََٰطِوِ ُة

َ
وَأ

اُ ىٍ لِِ
َ
ُعَذَاةاًُأ ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ُ ََ َٰفرِِي ١٦١ُُليِۡكَ

 
Artinya : “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang  Yahudi, kami haramkan atas 

mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan 

disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami 

telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang 

pedih.“ (Q.S: An-Nisa: 160-161) 

 

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang 

berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat 
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yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. 

Allah berfirman : 

ََُ ِي اٱلََّّ َٓ حُّ
َ
أ أُُْيََٰٓ كُيُ

ۡ
أُْلََُحأَ ُِ ٌَ ُْءَا ا َٰٔٓ ۖۡوَُُٱلرّبَِ ضََٰعَفَثى ٌُّ اُ ضۡعََٰفى

َ
َُأ أٱْللَّ لُ ُتُفۡيحُِٔنَُىعََيَُُّٱتَّ ًۡ ١٣٠ُُكُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. “(Ali-Imran: 130) 

 

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami 

bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau 

berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat 

umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. 

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-

279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. 

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun 

jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan 

menyangkut riba. 

ََُ ِي اٱلََّّ َٓ حُّ
َ
أ ُُيََٰٓ ْ أ ُِ ٌَ َُءَا أٱْللَّ لُ ُُٱتَّ ََ ٌِ ُ ُةقََِِ ا ٌَ ُ ْ ُْوَذَرُوا ا َٰٔٓ ُُٱلرّبَِ ٌِِيَِّ ؤۡ ٌُّ ُ ُنُِخًُ ُُفإَن٢٧٨ُِإنِ ًۡ ىَّ

ُ ََ ِ ٌّ ُ ُْبِِرَۡبٖ أ ذَُُ
ۡ
ُْفَأ أ ُِتَفۡعَيُ ُُۡۦُۖوَرسَُٔلُُِِٱللَّ ًۡ ُفَيكَُ ًۡ ٔنَُوَإِنُحبُۡخُ ٍُ ُتَظۡيِ ُلََ ًۡ َٰىكُِ وَ ٌۡ

َ
رءُُوسُُأ

ٔنَُ ٍُ  ٢٧٩ُوَلََُتُظۡيَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika 

kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) 

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.“(QS: 

Al-Baqarah: 278-279) 

 

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun 

nuzulnya. Abu Ja‘far  Muhammad  bin  Jariri ath-Thabari meriwayatkan,―Kaum 

Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah 

SAW, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang 

berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-nya saja. Setelah 
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Fatkhul Makkah, Rasulullah SAW menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur 

Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr 

bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba 

kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa 

membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap 

memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk 

menagih utang dengan tambahan (riba) dari bani Mughirah—seperti sediakala—tetapi 

Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) 

tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. 

Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah 

SAW, dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada 

Gubernur Itab, ‗Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi 

jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.‖
2
 

 

2. Larangan Riba dalam Hadits 

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur‘an, melainkan 

juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk 

menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur‘an, pelarangan 

riba hadits terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 

Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. 

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani yang terkenal dengan nama ash-

Shan‘ani (selanjutnya disebut ash-Shan‘ani) dalam kitabnya Subulussalam juga 

menegaskan tentang haramnya riba berdasarkan beberapa hadits Rasulullah SAW. 

Setidaknya ada 4 buah hadits yang memuat kata riba, sedangkan hadits-hadits lainnya 

tidak memuat kata riba, tetapi hanya menerangkan perilaku jual beli yang dianggap 

sebagai pelaku riba. 

 

Hadits pertama,  

ٌَ:َامَِوََ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َسَعُ َِ َُْْٔقَبهَ:َىعََ َاللهَُعَ َٚ َجَبثِشٍَسَضِ ِْ عَ

قََ َٗ َ ِٔ ْٝ ذَ ِٕ شَب َٗ مَبرجَُِٔ،َ َٗ مِئَُ،َ ْ٘ ٍُ َٗ ثَب،َ ٌٌَاىشِّ غْيِ ٍُ آَُ َٗ اءٌ.َسَ َ٘ َعَ ٌْ ُٕ  بهَ:َ

 

Artinya: “Dari Jabir r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Mengutuk pemakan riba, 

wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya.Dan beliau mengatakan mereka 
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itu sama-sama dikutuk.Diriwayatkan oleh Muslim; Al Bukhari hadits seperti dari Abu 

Hanifah.”
69

 

 

 

 

 

Hadits kedua,  

 

َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َِصَيََّٚاللهَُعَيَ ّٜ ث ُِ َِّ َاى ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ دٍَسَضِ ْ٘ غْعُ ٍَ َ ِِ َعَجْذِاللهَِثْ ِْ عَ َٗ

َُٔ ٍُّ ُ جُوَُا ْْنِحََاىشَّ ََٝ ُْ ثوَُْاَ ٍِ َٕبَ ْٝغَشُ َثَبثبً.َاَ َُ ْ٘ عَجْعُ َٗ ثَبَثلَاثَخٌََ َاسَْثََٚقَبهَ:َاىَشِّ َُّ اِ َٗ َ،

َ ِٔ ٍِ ب ََ َ ٌَُثزِ اىْحَبمِ َٗ خْزصََشًا،َ ٍُ َْٔ بجَ ٍَ َ ُِ آَُاثِْ َٗ .َسَ ٌِ غْيِ َُ جُوَِاىْ ثبََعِشْضَُاىشَّ اىشِّ

حَُٔ.َ صَحَّ َٗ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda :Riba 

itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranyamialah seperti seorang lelaki yang 

menikahi ibunya, dan seberat-beratnya riba itu merusak kehormatan seorang muslim. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Al Hakim selengkapnya dan 

beliau menilainya shahih.”
70

 

 

Ash-Shan‘ani menjelaskan bahwa penyamaan riba dengan seorang laki-laki 

yang menikahi ibunya menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan yang 

menjijikkan.
71

Dari hadits ini dapat dipahami pula bahwa kalau menikahi ibu 

merupakan penyamaan riba yang paling ringan, maka bagaimanakah penyamaan riba 

yang paling berat? Padahal ia mempunyai 73 pintu. Hadits ini juga bisa dimaknai 

bahwa semua praktek riba merupakan perbuatan dosa besar. Bukankah menikahi ibu 

merupakan dosa besar? Sedangkan riba yang paling ringan sama dengan menikahi ibu 

sendiri. 

Hadits ketiga, 
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َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َُْْٔقبَهَ:َقَبهََسَعُ٘هَُاللهَِصَي َاللهَُعَ َٚ ْٝشَحََسَضِ ُٕشَ َاثََِٚ ِْ عَ َٗ

صًّْب َٗ خَِ خَُثِبىْفِضَّ اىْفِضَّ َٗ ثوٍَْ َِ ثلْاًَثِ ٍِ َ ٍُ صْ َ٘ صًّْبَثِ َٗ َٕتَِ َٕتَُثِبىزَّ ثلْاًََاىَزَّ ٍِ َ ٍُ صْ َ٘ ثِ

َ ٌٌ غْيِ ٍُ آَُ َٗ َسِثًب.َسَ َ٘ ُٖ اعْزضََادََفَ ِٗ َصَادََاَ ِْ ََ ثوٍْ،َفَ َِ َثِ

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : emas 

dengan emas, yang sama timbangannya dan sama jenisnya, perak dengan perak yang 

sama timbangannya dan sama jenisnya. Barang siapa yang melebihkannya atau 

meminta tambah, maka itu adalah riba.Diriwayatkan oleh Muslim.”
72

 

 

Hadits keempat,  

َقبَهَ:َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َِصَي ّٜ َاىَّْجِ ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ خََسَضِ ٍَ ب ٍَ ُ َاثََِٚا ِْ عَ َٗ

َشَفََ ِْ ٍََ ِْ ٍِ بَ ًَ ْٞ ب،َفقََذَْارَََٚثَبثًبَعَظِ َٖ َٕذَِّٝخً،َفقَجَِيَ ْٕذََٙىََُٔ َ َشَفَبعَخً،َفَب ِٔ ْٞ عََلِأخَِ

قَبهٌ. ٍَ َِٓ فَِٚاعَِْْبدِ َٗ دَ،َ ُٗ داَ ْ٘ اثَُ َٗ ذَُ ََ آَُاحَْ َٗ ثَب:َسَ اةَِاىشِّ َ٘  اثَْ

Artinya: “Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : Barang siapa 

yang memberi pertolongan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah 

kepadanya, lalu dia menerimanya maka sungguh dia sudah memasuki pintu yang 

besar diantara pintu riba. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, tetapi 

mengenai sanadnya masih diperselisihkan.”
73

 

 

4.2.4 Pandangan Ulama Tentang Konsep Riba Dalam Islam 

Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan konsep riba sebagai berikut:
74

 

1. Badr Ad-Din Al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: 

―Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti 

penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riel.‖ 

2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: ―Riba adalah tambahan yang disyaratkan 

dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah 

atas penambahan tersebut).‖ 

3. Ragib Al Asfahani: ―Riba adalah penambahan atas harta pokok.‖ 

4. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi‘i : ― Salah satu bentuk riba yang dilarang 

dalam Al-Qur‘an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena 

unsur waktu.‖  
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5. Qatadah: ―Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo 

hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak 

mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.‖ 

6. Ja‘far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja‘far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya 

mengapa Allah SWT mengharamkan riba ―Supaya orang tidak berhenti berbuat 

kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, 

maka seseorang tidak berbuat ma‘ruf lagi atas transaksi pinjam meminjam dan 

sejenisnya. Padahal qardh bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan 

kebajikan antar manusia. 

7. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madzhab Hambali: ―Imam Ahmad bin Hambal 

ketika ditanya tentang riba beliau menjawab : Sesungguhnya riba itu adalah 

seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau 

membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam 

bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan. 

8. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengatakan bahwa, riba adalah setiap tambahan 

yang berlangsung pada salah satu pihak dalam aqad mu‟awwadhah tanpa 

mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan. 

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas 

pelarangannya, dan menomor-duakan "legal-form" riba, seperti yang ditafsirkan 

dalam fiqh. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad 

(1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989). 

Menurut Muhammad Asad: Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana 

istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait 

dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga 

yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang 

kuat dan kaya…dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa 

persolan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, 

pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-

ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi 

pinjaman.
75

 

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau 

mendefiniskan riba adalah: Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. 
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Menurutnya bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh 

jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap 

emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti 

gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Menurut pandangan 

saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan 

keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, 

kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan 

modern.
76

 

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba: Mayoritas kaum muslim yang 

bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, 

menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan 

tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan 

bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an 

mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai 

tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada 

saat ini.29 

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah 

adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri 

(legal-form) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman 

yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. 

Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram, seluruh ulama telah sepakat 

tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh 

mengenai konsep riba, dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua perbedaan pendapat 

yang dianggap paling berdampak pada praktik keuangan baik dalam dimensi 

pemikiran klasik maupun kontemporer. Hal tersebut adalah tentang pembagian riba 

dan alasan (illat) pengharaman riba. 

Imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali membagi riba menjadi dua bagian, 

yaitu riba fadhl (jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) 

dan riba nasi‟ah (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, 

dengan pembayaran diakhirkan). Sedang imam Syafi‘i membagi riba menjadi tiga 

bagian, yaitu riba fadhl (menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu 

dilebihkan), riba yad (jual beli dengan mengakhirkan penyerahan barang tanpa harus 
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timbang terima), dan riba nasi‟ah (jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi 

harganya ditambah).
77

 

Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan (illat) yang dikemukakan dalam 

pengharaman riba. Menurut imam Syafi‘i dan imam Hambali: dalam emas dan perak, 

alasannya berkisar masalah-perbedaan-harga atau sejenisnya. Sedang dalam gandum, 

kurma dan sejenisnya, karena itu merupakan bahan makanan (yang mengandung rasa 

manis dan minyak), dapat ditakar atau dapat ditimbang. Menurut imam Hanafi: illat 

riba dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang; 

maka riba masuk dalam segala barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma 

dan sejenisnya. Sedang menurut imam Malik: dalam masalah gandum, kurma dan 

sejenisnya, illat ribanya adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok.
78

 

Imam Syafi‘i menemukan dua hal/barang riba (barang ribawi), yaitu mata uang 

dan makanan. Imam Malik menambahkan sifat tertentu pada makanan: bahan 

makanan pokok dan yang dapat diawetkan. Imam Hanafi dan imam Hambali hanya 

melihat satu sebab, barang-barang yang dijual dengan ditimbang (bobot) atau ditakar 

(isi). 

Semua mazhab menyatakan bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang 

memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan imam Hambali melarang jual beli 

makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan 

jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain 

ditakar). Imam Malik dan Imam Syafi‘i, karena hanya memperhatikan pertukaran di 

antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat yang bertentangan dengan 

Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang lebih kontemporer misalnya tentang minyak 

mentah. Menurut imam Hanafi dan Imam Hambali minyak mentah termasuk ribawi, 

tetapi tidak menurut Imam Syafi‘i dan Imam Maliki. 

Masih dalam konteks riba, pandangan para ulama fiqh ini paling tidak 

mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemudian hari di 

samping Al-Qur‘an dan hadits yang sudah ada. Ibnu Rushdy dari mazhab Maliki yang 

condong pada pendapat Hanafi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut ibnu 

Rushdy
79

 yang berada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi 
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keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa 

pinjama qardh tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang ribawi 

untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. 

Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan 

memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fiqh, pinjaman selalu siap 

dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan 

pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya. 

 

4.3 Pandangan fiqh Islam tentang Gadai Emas 

4.3.1 Konsep Dasar Tentang Gadai Dalam Islam 

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian ―tetap dan kontinyu‖.
80

 Dalam 

bahasa Arab dikatakan: َُِ ِٕ ا بءُاىشَّ ََ ْخٌََ apabila tidak mengalir, dan kata اى ِٕ خسٌَا ََ  ِّعْ

bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata ―rahn‖ bermakna 

―tertahan‖, dengan dasar firman Allah, 

َِثٌُُ اُنَسَتَجُۡرَْيِ ٍَ ِ ُجَفۡسُِۢة ٣٨ُُكُُّ
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah 

dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38) 

 

Pada ayat tersebut, kata ―rahinah‖ bermakna ―tertahan‖. Pengertian kedua ini 

hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.
81

 Ibnu 

Faris menyatakan, ―Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan 

tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata ‗ar-

rahn‘, yaitu sesuatu yang digadaikan.‖
82

 

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan 

ungkapan, ―Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi 

dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi 
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utangnya.‖
83

―Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang 

tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu 

melunasi utangnya.‖
84

―Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan 

sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang 

tidak mampu melunasinya.‖
85

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn 

sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan 

barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak 

mampu melunasinya.
86

 

1. Hukum ar-Rahn 

Utang-piutang dengan sistem gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan 

dasar Al-Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Dalil Al-Qur‘an adalah firman Allah 

(Q.S: Al-Baqarah: 283). 

اُفَيۡيُؤَدُِّ ُبَعۡضُكًُُبَعۡضى ََ ٌِ
َ
ُۖۡفإَنُِۡأ لۡتُٔضَثٞ ٌَّ ُ َٞ اُفرَهََِٰ ُتََِدُواُْكََحتِى ًۡ َ ُسَفَرُٖوَل َٰ

ُعََلَ ًۡ ۞وَإِنُنُِخُ
ُِ ََُٱلََّّ ٍِ ُُُّيٱؤۡحُ َِخَ مََٰ

َ
ُُۥأ َُوَلِۡخََّقِ ُُُّٱللَّ ُُ ۥُرَبَّ ْ أ ٍُ ُحكَۡخُ ُۚۡوَلََ هََٰدَةَ ُُُّٱلشَّ ُفَإَُِّ ا َٓ ٍۡ ُيكَۡخُ َ ٌَ ُُُٓۥوَ ًٞ ِ ءَاذ

 ۥُكَُ ُّ ُُوَُُيۡتُ ًُُٞٱللَّ ئُنَُعَييِ ٍَ اُتَعۡ ٍَ ِ ٢٨٣ُُة
 

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Walaupun terdapat pernyataan ―dalam perjalanan‖ namun ayat ini tetap 

berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim 

(menetap), karena kata ―dalam perjalanan‖ dalam ayat ini hanya menunjukkan 

keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (rahn). Hal ini pun dipertegas dengan 

                                                             
83

 Lihat: Al-Majmu‟ Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najieb al-

Muthi‘i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Beirut, 12/299—300. 
84

 Lihat: Mughni, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah 

Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443. 
85

 Lihat: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-„Aziz. 
86

 Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Syekh Abdullah al-Bassam, 

cetakankelima,tahun1423H,Maktabahal-Asadi,Makkah,KSA,4/460. 

 

 



43 
 

 

amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul 

Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau,  : 

بَثَِْغَِ ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َََُْٕٔاشِْـزشَََٙسَعُ سَ َٗ ْٞئخٍََ

 دِسْعََُٔ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan makanan 

dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju 

besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603) 

 

Demikian juga, para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya ar-

rahn ini dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) dan masih berselisih 

kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam al-Qurthubi menyatakan, ―Tidak ada 

seorang pun yang melarang rahn pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid, ad-

Dhahak, dan Daud (az-Zahiri).
87

 Demikian juga Ibnu Hazm. 

Ibnu Qudamah menyatakan, ―Rahn diperbolehkan dalam keadaan tidak safar 

(menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian)‖. Ibnul 

Mundzir menyatakan : Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini 

kecuali Mujahid. Ia menyatakan : Rahn itu tidak ada, kecuali dalam keadaan safar, 

karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang bermakna: 

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” 

 

Akan tetapi, yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas 

ulama, dengan adanya dalil perbuatan Rasulullah di atas dan sabda beliau : 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍََ

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya 

(makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh 

diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang 
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menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. 

Al-Bukhari no. 2512).
88

 

 

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, al-Hafidz Ibnu Hajar
89

 dan 

Muhammad al-Amin asy-Syinqithi.
90

 

Setelah jelas tentang pensyariatan rahn dalam keadaan safar (perjalanan), 

maka bagaimanakah hukum rahn pada keadaan yang berbeda? Apakah hukumnya 

wajib dalam safar dan mukim, tidak wajib pada keseluruhannya, atau wajib dalam 

keadaan safar saja? Dalam hal ini, para ulama berselisih dalam dua pendapat. 

Pendapat pertama, tidak wajib, baik dalam perjalanan atau keadaan mukim. 

Inilah pendapat mazhab empat imam (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah, dan 

Hambaliyah). Ibnu Qudamah berkata, ―Penyerahan marhun (barang gadai) itu tidak 

wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan 

atas utang sehingga tidak wajib untuk diberikan, seperti dhiman (jaminan 

pertanggungjawaban).‖
91

 

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan rahn 

dalam keadaan mukim di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah, sehingga 

menunjukkan tidak wajibnya penyerahan marhun (barang gadai). 

Demikian juga, karena marhun adalah jaminan utang, sehingga tidak wajib 

untuk diserahkan, seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban) dan kitabah 

(penulisan perjanjian utang). Selain itu, karena rahn ada ketika penulisan perjanjian 

utang sulit untuk dilakukan. Bila penulisan perjanjian utang tidak wajib untuk 

dilakukan, maka demikian juga dengan penggantinya (yaitu rahn). 

Pendapat kedua, wajib dalam keadaan safar (perjalanan). Inilah pendapat Ibnu 

Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah surat Al-

Baqarah ayat 283 yang bermakna: 

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)……….” 
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Mereka menyatakan bahwa kalimat ―maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang)‖ adalah berita yang bermakna perintah. 

Juga dengan sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 

ٍَُ بئخَََشَشْط ٍِ َ َُ َمَب ُْ اِ َٗ َثَبطِوٌَ َ٘ ُٖ َِفَ ْٞظََفَِٜمِزبَةَِاَللَّّ َشَشْطٍَىَ  مُوُّ

Artinya: “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka dia batil 

walaupun ada seratus syarat.” (Hr. Al-Bukhari) 

 

Mereka menyatakan, ―Pensyaratan rahn dalam keadaan safar terdapat dalam 

Al-Qur‘an dan merupakan perkara yang diperintahkan, sehingga wajib untuk 

mengamalkannya, serta tidak ada pensyaratan bahwa rahn hanya dalam keadaan 

mukim, sehingga dia tertolak.‖ 

Pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa perintah dalam ayat tersebut 

bermaksud sebagai bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman 

Allah setelahnya : 

“…….Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)……..” (Qs. Al-

Baqarah: 283) 

 

Demikian juga, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah) 

hingga ada larangannya, dan di dalam permasalahan ini tidak ada larangannya.‖
92

 

Yang kuat adalah pendapat pertama. 

4.3.2 Rukun dan syarat rahn (Gadai) 

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun rahn (gadai) ada empat, yaitu: 

1. Marhun (barang yang digadaikan). 

2. Marhun bihi (utang). 

3. Shighah.
93

 

4. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan  murtahin 

(pemberi utang). 

 

Sedangkan Mazhab Hanafiyah memandang rahn (gadai) hanya memiliki satu 

rukun yaitu shighah, karena pada hakikatnya dia adalah transaksi.
94

 

Syarat rahn 
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Dalam rahn terdapat persyaratan sebagai berikut: 

a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang 

yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, 

yaitu baligh, berakal, dan rusyd (memiliki kemampuan mengatur).
95

 

b. Syarat yang berhubungan dengan marhun (barang gadai) : 

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik 

barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
96

 

2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang 

diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
97

 

3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena ar-

rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
98

 

c. Syarat yang berhubungan dengan marhun bihi (utang) adalah utang yang wajib atau 

yang akhirnya menjadi wajib.
99

 

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima 

barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini: 

Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya rahn. Ini 

pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin 

Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah ―َ ٌُ َٕب فشَِ

َُُ قْجُ٘ضَخُ ٍَّ ‖. Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan ―dipegang‖ (serah terima), 

dan rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga 

membutuhkan serah-terima (al-qabdh) seperti utang. Juga karena hal itu adalah rahn 

(gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk 

menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.
100

 

Pendapat kedua,rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan 

demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang 

gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah 

dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah 
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―َُُ قْجُ٘ضَخُ ٍَّ َ ٌُ َٕب  Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai rahn sebelum .―فشَِ

dipegang (serahterimakan). Selain itu, rahn juga merupakan akad transaksi yang 

mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti 

jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi 

penyempurna rahn dan bukan syarat sahnya. 

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, 

seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara 

mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya pula, 

barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang 

ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. 

Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan 

ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa 

barang yang diukur. 

Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, 

maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat 

bahwa serah terimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan 

ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya 

dan murtahin dapat mengambilnya. 

Hukum-hukum Setelah Serah Terima Marhun 

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang 

berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai, 

pemanfaatan, serta jaminan pertanggungjawaban bila barang gadai rusak atau hilang, 

di antaranya: 

Pertama, Pemegang Barang Gadai. 

Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai 

tersebut, sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Baqarah: 283):  

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al-Baqarah: 283) 

 

Kedua, Pemeliharaan dan Pembiayaan Barang Gadai. 

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh marhun 

menjadi tanggung jawab rahin, atau dengan kata lain rahin adalah yang berkewajiban 

untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh marhun, karena agama telah 

menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari al-marhun adalah 
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untuk rahin, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang 

dibutuhkan oleh marhun menjadi tanggungjawabnya, berdasarkan hadits di bawah ini : 

 

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

Artinya“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikanya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan 

kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang 

dibutuhkan oleh barang yang digadaikan.”
101

 

 

Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya marhun yang 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin. Dalam hal ini ada dua pendapat, 

a. Ulama Hanafiyyah
102

mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh marhun dibagi 

antara rahin karena kapasitasnya sebagai pemilik marhun, dan murtahin karena 

kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga marhun. Semua bentuk 

pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan marhun serta 

keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban rahin, karena marhun adalah miliknya. 

Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga marhun, maka itu menjadi 

kewajiban murtahin. Karena al-habsu adalah haknya, oleh karena itu, segala hal yang 

dibutuhkan dalam menjaga marhun juga menjadi tanggungjawabnya. 

Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi kewajiban rahin adalah jika yang digadaikan 

adalah hewan maka makanan, minuman, dan upah penggembalaannya menjadi 

kewajiban rahin. Jika yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban 

menyiraminya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang 

dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. Jika yang digadaikan 

adalah tanah, maka iayang berkewajiban mengairinya, memperbaikinya, menggali dan 

membuat saluran pengairannya, membayar pajak pendapatannya, membayar „usyur 

(pajak)nya, karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan demi keutuhan harta 

yang dimiliki dan itu menjadi kewajiban pihak yang memilikinya.
103

 

Rahin tidak boleh mengambil semua biaya itu dari marhun atau dari hal-hal yang 

dihasilkan dari marhun kecuali atas seizin murtahin. Karena marhun secara 
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keseluruhannya telah terikat dengan hak murtahin. Sedangkan menjual sebagian 

marhun untuk membiayai ongkos yang dibutuhkan sebagian yang lain merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap hak murtahin, oleh karenanya hal itu tidak boleh 

dilakukan kecuali atas seizin murtahin. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin adalah biaya 

penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk 

membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan marhun, 

seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan 

untuk meletakkan dan menyimpan marhun. Karena semua itu termasuk biaya yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun, sementara biaya penjagaan marhun adalah 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin. Berdasarkan hal ini, maka tidak 

boleh di dalam akad disyaratkan pihak murtahin mendapatkan upah atas perawatan 

yang dilakukannya terhadap marhun, karena itu memang sudah menjadi 

kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya upah dalam melaksanakan 

kewajiban. 

Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa biaya tempat penyimpanan marhun termasuk 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin, karena itu termasuk usaha yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun agar tetap utuh. Adapun biaya mengembalikan 

marhun ketika lepas dan lari, biaya pengobatan marhun yang terluka atau 

sakit
104

ketika marhun berupa binatang, maka itu menjadi kewajiban dan 

tanggungjawab kedua belah pihak dengan perincian, yang menjadi tanggungjawab dan 

kewajiban murtahin adalah sejumlah apa yang menjadi tanggungannya, yaitu yang 

menjadi bandingan utang yang ada. Sedangkan sisanya, yaitu kadar yang melebihi 

besaran utang yang ada, yaitu yang kedudukannya sebagai amanat di tangan murtahin, 

maka itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin. 

b. Sementara itu, jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi‘iyyah, dan ulama 

Hanabilah)
105

 berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh marhun menjadi 

kewajiban dan tanggungjawab rahin, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya 

supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini 

berdasarkan hadits : 
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َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

Artinya : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa 

memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rahin tidak mampu untuk menebusnya 

atau dengan kata lain pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang 

tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang 

digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang 

digadaikan.” 

Dan semua biaya yang dibutuhkan oleh marhun adalah termasuk al-Ghurmu yang 

disebutkan di dalam hadits di atas, dan karena biaya yang dibutuhkan al-Mamluuk 

(harta yang dimiliki) menjadi kewajiban al-Maalik (yang memilikinya). 

Lalu bagaimana jika seandainya rahin tidak bersedia untuk mengeluarkan semua 

bentuk biaya yang dibutuhkan oleh marhun? Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 

jika rahin tidak membiayai marhun, sementara marhun membutuhkan biaya, seperti 

memberi makan hewan yang digadaikan, memperbaiki harta tidak bergerak yang 

digadaikan, maka murtahin yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak 

meminta ganti kepada rahin atas semua biaya kebutuhan marhun yang telah ia 

keluarkan, meskipun jumlahnya melebihi nilai marhun. Semua biaya kebutuhan 

marhun yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang rahin kepada 

murtahin, namun di luar utang yang menjadi marhun bihi atau dengan kata lain utang 

itu di luar utang yang dijamin dengan nilai harta marhun atau barangnya. Baik apakah 

ia mengeluarkan biaya yang dibutuhkan marhun itu atau seizin rahin maupun tidak, 

karena ia telah melakukan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban rahin.
106

 

Sementara itu ulama Syafi‘iyyah mengatakan bahwa hakim memaksa rahin untuk 

membiayai semua kebutuhan marhun jika memang orangnya ada dan memiliki 

kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan 

dikarenakan rahin orangnya tidak ada atau miskin, maka jika rahin orangnya tidak 

ada, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta rahin yang lain 

jika memang ia memiliki harta. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan 

dikarenakan rahin adalah orang miskin, maka hakim mencari pinjaman utang atau 

menjual sebagian dari marhun untuk membiayai perawatannya, atau hakim 
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memerintahkan murtahin untuk membiayai semua itu dan apa yang telah ia keluarkan 

untuk membiayai kebutuhan marhun itu dianggap sebagai utang rahin kepadanya. 

Apabila murtahin memang yang mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh marhun, 

maka ia berhak meminta ganti kepada rahin jika memang itu atas seizin hakim atau ia 

mempersaksikannya. Dan jika rahin orangnya tidak ada, maka murtahin 

mempersaksikan bahwa semua biaya kebutuhan marhun yang ia keluarkan bukan 

bersifat derma, akan tetapi ia akan meminta ganti kepada rahin.
107

 

Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa apabila murtahin membiayai 

kebutuhan marhun tanpa seizin rahin, padahal ia bisa untuk meminta izin terlebih 

dahulu, maka ia dianggap sebagai mutabarri‟ (orang yang berderma), sehingga ia 

tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada rahin. Namun jika ia melakukan hal 

itu tanpa seizin rahin dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta 

izin terlebih dahulu kepada rahin dikarenakan rahin orangnya tidak ada atau karena 

alasan yang lainnya, maka ia berhak meminta ganti kepada rahin sedangkan besaran 

ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya 

kebutuhan standar ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan. Jika biaya yang 

memang telah ia keluarkan lebih sedikit dibanding biaya kebutuhan standar marhun, 

maka jumlah ganti yang berhak ia minta adalah sebanyak apa yang memang telah ia 

keluarkan tersebut. Namun jika biaya kebutuhan standar marhun lebih sedikit 

dibanding biaya kebutuhan marhun yang memang telah ia keluarkan, maka besaran 

ganti yang berhak ia minta adalah sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan standar 

marhun. Jadi, mana jumlah yang lebih sedikit apakah biaya yang memang telah ia 

keluarkan atau biaya kebutuhan standar marhun, maka itulah yang berhak ia minta. 

Namun di sini disyaratkan murtahin memang memiliki niat dan keinginan untuk 

meminta ganti. Dan dalam hal ini, ketika mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh 

marhun, murtahin tidak disyaratkan harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim, 

juga tidak disyaratkan mempersaksikannya. 

Ketiga, Pemanfaatan Barang Gadai. 

Pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin 

maupun murtahin kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang 

bersangkutan. Hak murtahin hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan 
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atau mengambil hasilnya terkecuali apabila ada kesepakatan diantara kedua belah 

pihak. 

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain ulama 

Syafi‘iyyah yang mengatakan tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhun, dan 

pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi‘iyyah yang mengatakan boleh bagi rahin 

memanfaatkan marhun selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan 

bagi pihak murtahin.
108

 

Ulama Hanafiyyah
109

 mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan 

marhun dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain 

sebagainya kecuali dengan izin murtahin, seperti halnya murtahin juga tidak boleh 

memanfaatkan marhun kecuali atas seizin rahin. Dalil tidak bolehnya rahin 

memanfaatkan marhun dalam bentuk penggunaan atau menaiki atau mengenakan atau 

menempati atau yang lainnya kecuali dengan izin murtahin adalah, bahwa hak al-

habsu adalah tertetapkan untuk murtahin secara terus menerus dan ini tentunya berarti 

larangan mengambil kembali marhun. Oleh karena itu, jika seandainya rahin 

memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, seperti meminum susu sapi yang 

digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia 

menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya 

itu, ia berarti telah melanggar hak murtahin. Adapun status denda yang menjadi 

pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam marhun yang ditahan 

oleh murtahin dan terikat dengan marhunbihi. 

Apabila rahin mengambil marhun untuk ia pergunakan tanpa seizin murtahin, 

lalu ia menaikinya umpamanya jika marhun adalah kendaraan, atau ia mengenakannya 

jika marhun adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika marhun adalah pohon, 

atau ia menempatinya jika marhun adalah rumah, atau ia menanaminya jika marhun 

adalah tanah, maka tanggungan murtahin terhadap marhun hilang dan rahin dianggap 

sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil itu harus 

dikembalikan lagi kepada murtahin secara paksa. Dan jika marhun rusak atau hilang 

di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri. 

Namun jika pemanfaatan terhadap marhun oleh rahin tidak sampai 

menyebabkan pemegangan murtahin terhadap marhun terlepas, maka itu boleh, seperti 

                                                             
108

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 189, dan 

lihat juga Al-Ifshaah, Juz 1 hal. 238. 
109

Ibid., hal. 190 dan lihat juga Al-Badaai‟, juz 6, hal.146; Ad-Darrul Mukhtaar, juz 5, hal.342 dan 

setelahnya. 



53 
 

 

jika marhun adalah alat penggilingan gandum umpamanya, lalu rahin 

menyewakannya kepada murtahin untuk digunakan menggiling gandum. Dan uang 

sewa tersebut adalah milik rahin, karena sesuatu yang dihasilkan adalah milik 

rahin,
110

dan jika murtahin mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke 

dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa apa 

yang dihasilkan dan terlahir dari marhun dianggap ikut tergadaikan juga, baik apakah 

sesuatu itu menyatu dengan marhun maupun terpisah. 

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyyah, yaitu tidak 

boleh bagi rahin memanfaatkan marhun kecuali dengan izin atau persetujuan 

murtahin. Oleh karena itu, rahin tidak boleh menggunakan marhun, menaikinya, 

mengenakannya atau menempatinya. Kemanfaatan marhun dibiarkan dan tidak 

diambil-meskipun itu dibenci oleh agama-apabila rahin dan murtahin tidak bisa 

bersepakat atas diizinkannya rahin memanfaatkan marhun. Seperti jika yang 

digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. 

Karena marhun adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu pemiliknya tidak boleh 

memanfaatkannya. 

Pendapat ini juga didasarkan atas kaedah bahwa semua kemanfaatan, 

perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh marhun ikut tergadaikan bersama 

marhun juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyyah di atas.
111

 

Sementara itu ulama Syafi‘iyyah
112

secara garis besar berpendapat seperti 

pendapat ulama Malikiyyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang 

digadaikan (marhun), berdasarkan hadits  :  

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa 

memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rahin tidak menebusnya atau dengan 

kata lain pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh 

tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan 

menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” 

 

Imam Syafi‘i menjelaskan bahwa kata, “ghunmuhu” artinya adalah apa-apa 

yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan kata “ghurmuhu” artinya adalah rusak dan 
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berkurangnya marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang 

termasuk al-ghunmu adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah 

Ibnu Mas‘ud r.a. ―Apabila dalam akad qardh (pinjaman utang), murtahin 

mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin, seperti apa-apa yang dihasilkan 

oleh marhun atau pemanfaatan marhun adalah untuk murtahin misalnya, maka syarat 

tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad rahn tersebut juga 

menjadi tidak sah berdasarkan hadits : 

َمِزبَةَِ ْٜ ْٞظََفِ َشَشْطٍَىَ َثَبطِوٌََمُوُّ َ٘ ُٖ  اللهَِفَ

Artinya : “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya 

bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.” 

 

Adapun alasan kenapa akad rahn tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan 

syarat tersebut juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad rahn, sama 

seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak murtahin. Tetapi jika 

kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara rahn atau gadai disyaratkan 

dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan kemanfaatan marhun 

untuk murtahin, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli 

dan akad sewa dalam satu transaksi itu boleh. 

Adapun ulama Hanabilah, maka mereka mengklasifikasikan yaitu apabila 

marhun selain hewan tetapi sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi 

makan seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka murtahin sama sekali tidak 

boleh memanfaatkan marhun itu tanpa seizin rahin. Karena marhun kemanfaatan-

kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik rahin, oleh karena itu, tidak 

ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa seizin rahin. 

Apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun 

tersebut dengan tanpa imbalan sedangkan marhun bihi adalah berupa qardh (pinjam 

utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik 

kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Imam Ahmad berkata :“Saya 

membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,” maksudnya 

adalah apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (qardh) dan rumah 

itu dimanfaatkan murtahin. 

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa 

rumah, atau dengan utang selain qardh, lalu rahin mengizinkan kepada murtahin 

untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai dengan 
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adanya unsur al-Muhaabaah dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan 

disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang 

bersangkutan). 

Apabila pemanfaatan murtahin terhadap marhun itu tidak secara gratis, akan 

tetapi dengan imbalan, yaitu berupa ajrul mitsli (biaya sewa standar), maka itu boleh, 

baik apakah marhun bihi adalah qardh maupun bentuk tanggungan utang yang lain. 

Karena di sini berarti murtahin tidak memanfaatkan atas dasar qardh,akan tetapi atas 

dasar akad ijarah (sewa). Namun jika ada unsur al-Muhaabaah di dalamnya, maka itu 

tidak boleh jika marhunbihi adalah qardh. Namun jika marhun bihi bukan dalam 

bentuk qardh, maka boleh. 

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan murtahin terhadap marhun jika 

memang dengan imbalan, tidak gratis, maka itu boleh baik marhun bihi berupa qardh 

maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan ajrul mitsli (biaya sewa 

standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika 

marhun bihi berupa qardh. Dan jika murtahin memanfaatkan marhun tanpa seizin 

rahin, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada (marhun 

bihi). 

Sedangkan apabila marhun adalah berupa hewan, maka murtahin boleh 

memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, 

namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar 

nafkah dan biaya kebutuhan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin, dengan tetap 

memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan 

marhun, meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut. 

Dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah hadits berikut  : 

 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ 

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yan digadaikan boleh diminum, 

dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminum 

susunya.” 

 

Keempat, Pertumbuhan Barang Gadai. 

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah dia digadaikan, 

adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung, seperti (bertambah) 
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gemuk, maka ia termasuk dalam barang gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun 

bila dia terpisah, maka terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. 

Abu hanifah dan Imam Ahmad, serta yang menyepakatinya, berpandangan 

bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai 

berada di tangan murtahin akan diikut sertakan kepada barang gadai tersebut. 

Sedangkan Imam Syafi‘i dan Ibnu Hazm, serta yang menyepakatinya, berpandangan 

bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan barang gadai tidak ikut serta bersama 

barang gadai, namun menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja, Ibnu 

hazm berbeda pendapat dengan Imam Syafi‘i dalam hal kendaraan dan hewan 

menyusui, karena Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang 

menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang 

menafkahinya.
113

 

Kelima, Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Barang Gadai. 

  Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah 

selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin) 

dan dia tidak mampu melunasi utangnya. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila 

pembayaran utang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang menggadaikan belum 

melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang 

gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si peminjam 

uang). 

Kemudian, Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa 

barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang 

memberi pinjaman. Karenanya, pihak pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang 

yang menggadaikan barang tersebut untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak 

mampu melunasi utangnya tersebut. Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat 

jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang 

tersebut. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya, maka sisa 

penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan 

barang tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi 

utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa 

utangnya.
114
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Demikianlah, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun 

bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka  penggadai  meminta kepada murtahin 

(pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan utangnya, karena itu adalah 

utang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. Bila ia 

dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang 

gadainya, maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi 

seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (rahin) 

untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari 

murtahin, dan murtahin didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam pembayaran 

utang tersebut. 

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang 

gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual 

barang gadainya tersebut. Apabila dia tidak juga menjualnya, maka pemerintah 

menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. 

Inilah pendapat Mazhab Syafi‘iyyah dan Hambaliyah. 

Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya 

tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil 

penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh menagih 

pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta pemerintah untuk 

memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) 

tidak boleh menjual barang gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, 

sampai ia menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman.
115

Pendapat 

yang kuat, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil 

penjualan tersebut tanpa memenjarakan si penggadai, karena tujuannya adalah 

membayar utang dan itu telah terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Selain itu, 

juga akan timbul dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang 

merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan. Apabila barang gadai tersebut dapat 

menutupi seluruh utangnya maka selesailah utang tersebut, dan bila tidak dapat 

menutupinya maka penggadai tersebut tetap memiliki utang, yang merupakan selisih 

antara nilai barang  gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Dia wajib melunasi 

sisa utang tersebut. 
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Demikianlah keindahan Islam dalam permasalah gadai, tidak seperti realita 

yang banyak berlaku, yaitu pemilik piutang menyita barang gadai yang ada padanya, 

walaupun nilainya lebih besar dari utang si pemilik barang gadai, bahkan mungkin 

berlipat-lipat.Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan sebuah bentuk kezaliman 

yang harus dihilangkan. 

4.3.3 Konsep Gadai Emas 

1. Pengertian Gadai Emas Syariah 

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan 

secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (rahin) kepada 

bank atau pegadaian (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai 

jaminan (marhun) atas pinjaman (marhun bihi) yang diberikan kepada nasabah atau 

peminjam tersebut. 

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga 

keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan 

berupa emas dan mengikuti prinsip gadai syariah. Emas tersebut ditempatkan dalam 

penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah dan atas pemeliharaan 

tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip 

ijarah.
116

 

Dewan Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, 

yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara 

prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa 

DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002. Namun ada sedikit ketentuan khusus mengenai rahn 

ini sebagai berikut :
117

 

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai 

(rahin). 

2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. 

3. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. 

Selain Fatwa DSN MUI di atas, gadai emas syariah yang biasa dikenal dengan 

istilah gadai emas iB yang dipraktekkan di perbankan syariah di Indonesia juga di 

dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang Produk 
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Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah 

Dalam Al-Qur‘an Surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada 

hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong 

menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah 

SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana tampak sikap saling menolong antara 

Rasulullah dengan orang yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada 

orang yahudi tersebut. 

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata 

untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk 

marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang 

lain.
118

Akan tetapi pada prakteknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar 

tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (qardh). 

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan 

multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman berarti lembaga keuangan syariah 

memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan asuransi 

marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial 

konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.
119

Sedangkan rahn 

sebagai produk pembiayaan berarti perbankan syariah mengeluarkan dana untuk 

nasabah. 

 

3. Manfaat Gadai Emas Syariah 

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain :
120

 

1. Bagi Nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana 

dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, di 

samping itu juga nasabah mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang 
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bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang yang 

aman dan dapat dipercaya. 

2. Bagi Perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah : penghasilan yang bersumber 

dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang 

bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. 

Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapat keuntungan 

dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. 

 

4.3.4 Landasan Yuridis Tentang Gadai Emas Dalam Islam 

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah yang dipraktekkan di 

Perbankan Syariah di Indonesia adalah ayat-ayat Al Qur‘an, hadits Nabi Muhammad 

SAW, Ijma Ulama, Fatwa MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Hal dimaksud 

diungkapkan sebagai berikut :
121

 

1. Al-Qur’an 

QS. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep 

gadai. 

2. Hadits  

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan 

gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan 

sebagai berikut :
122

 

 

َََُْٕٔ سَ َٗ ْٞئخٍََ بَثَِْغِ ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ اشِْـزشَََٙسَعُ

َدِسْعََُٔ

Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :“Telah 

meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyarm 

berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari Ibrahim 

dari Aswad dari „Aisyah berkata : bahwasannra Rasulullah SAW membeli makanan 

dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” 

 

Hadits dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :  
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َُْْٔ ٍِ َْْٝخَِفَؤخََزََ ذِ ََ َثبِىْ ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ْْذَََٝ َدِسْعًبىََُٔعِ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َسَعُ َِ َٕ سَ

َِٔ يِ ْٕ َ ْٞشًاَلِأ َشَعِ

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah 

meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas 

berkata : sungguh Rasulullah SAW mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi 

di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.” 

 

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :  

 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍََ

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada 

kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya‟bi dari 

Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda : kendaraan dapat 

digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. 

Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan 

manfaatnya.” 

 

Hadits riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi : 

َغَُ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َُٔلاَٝغَْيقََُاىشَّ ٍُ َشْ

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya 

resiko dan hasilnya,” 

 

3. Ijma Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, 

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya 

untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil 

indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang 

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa 

hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan 

para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan 

oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
123

 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi 

salah satu rujukan berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut : 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 25/DSNMUI/III/2002, 

tentang Rahn ; 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSNMUI/III/2002, 

tentang Rahn Emas ; 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 09/DSNMUI/IV/2000, 

tentang Pembiayaan Ijarah ; 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 10/DSNMUI/IV/2000, 

tentang Wakalah ; 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 43/DSNMUI/VIII/2004, 

tentang Ganti Rugi. 

5. Peraturan Bank Indonesia 

Peraturan Bank Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang 

Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 

4.4 Pandangan Fiqh Riba Terhadap Praktek Gadi Emas iB di Bank Syariah 

4.4.1 Penggunaan Akad 

1. Penggabungan Akad Qardh dengan Akad Rahn.      

Terdapat beberapa bank syariah yang telah menggabungkan akad rahn dan 

akad qardh dalam Gadai Emas iB, misalnya dengan menggunakan nama akad 

pinjaman dengan gadai (Rahn) dan/atau akad qardh dalam rangka rahn. 

Menurut Penulis, penggabungan ini telah mengakibatkan ketidakjelasan 

terhadap seluruh rukun akad. Nama akad tersebut dapat berarti bahwa bank syariah 

dan nasabah terikat dalam transaksi hutang piutang (pinjaman  uang) beserta seluruh 

rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti keduanya terikat dalam transaksi rahn 

beserta seluruh rukun dan syaratnya.  Selain itu, jika ditinjau dari konteks penerapan 

multi akad, nama akad yang digunakan oleh bank syariah tersebut telah 

menggabungkan akad qardh dan akad rahn yang semestinya tetap dilaksanakan secara 

terpisah dan berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum 

yang berbeda. Dalam konsep multi akad dinyatakan bahwa satu akibat hukum yang 

muncul dari beberapa akad baik secara gabungan maupun timbal balik tidak 
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dimaksudkan untuk melebur akad-akad yang ada menjadi satu akad baru yang berdiri 

sendiri. Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan akad rahn dan akad qardh 

dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (rahn) dan atau Akad 

Qardh Dalam Rangka Rahn dalam produk Gadai Emas iB adalah keliru dan tidak 

sesuai dengan syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad. 

Seharusnya bank syariah tidak melakukan penggabungan akad rahn dan akad 

qardh, namun dapat diambil 2 opsi yaitu ; i) memisahkan akad qardh dan akad rahn 

menjadi bagian yang berdiri sendiri ii) membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai 

Emas iB yang di dalamnya mencakup klausul akad rahn, akad qardh dan akad ijarah 

atau iii) cukup dengan menggunakan nama akad rahn.                               

Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad rahn saja. Penggunaan akad rahn 

telah mengakomodir qardh (baca : hutang/piutang) yang terdapat dalam salah satu 

rukun rahn yaitu marhun bih. Menurut Hanafiyah, marhun bihi merupakan hak yang 

wajib dikembalikan kepada pemberi utang, meliputi hutang uang dan/atau hutang 

barang. Selain itu, disepakatinya akad rahn akan memunculkan hak yang akan 

diterima pengadai (rahin) baik itu hak dalam bentuk pemberian hutang uang (qardh) 

maupun hutang barang. akad rahn bisa terjadi dalam 3 kondisi, yaitu  

1. Rahn bisa terjadi bersamaan dengan terjadinya hutang. Misalnya, pada saat seseorang 

menjual barang dengan harga (tempo) kemudian barang rahn diserahkan. Hal ini 

dibolehkan oleh semua mazhab,  

2. Rahn bisa terjadi setelah utang. Ini dibolehkan karena utangnya sudah jelas dan tetap 

dan 

3. Rahn bisa terjadi sebelum utang. Dalam konteks Gadai Emas iB, maka kondisi 

terjadinya rahn dalam produk ini yang sangat tepat adalah pada kondisi ketiga, yaitu 

rahn bisa terjadi sebelum utang. Tidak akan mungkin nasabah menggadaikan emas 

miliknya jika tidak memiliki maksud tertentu, dalam hal ini adalah maksud untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. 

2. Penggabungan Akad Rahn dengan Akad Ijarah    

Terdapat beberapa bank syariah yang menggunakan nama akad sewa tempat 

(Ijarah) sebagai dasar hukum untuk memungut biaya penitipan dan pemeliharaan dari 

Gadai Emas iB.  Menurut Penulis, bank syariah telah melakukan kesalahan dengan 

menggunakan nama akad sewa tempat (Ijarah) dan pencantuman klausul sewa tempat 

(penitipan) emas. Nama akad sewa tempat (Ijarah) tidak bisa memberikan alasan kuat 

bagi bank (murtahin) untuk meminta ongkos /nafqah kepada nasabah (rahin) Gadai 
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Emas iB. Dalam kaitannya dengan produk perbankan, nama tersebut juga tidak dapat 

menjelaskan diferensiasi antara produk Gadai Emas iB dengan produk Save Deposit 

Box (SDB) iB yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang. 

Penyediaan tempat penyimpanan atas marhun, secara inheren sudah 

merupakan kewajiban bank syariah sebagai murtahin. Murtahin berkewajiban 

menyimpan (memberi tempat penyimpanan) marhun sebagaimana ia menyimpan 

hartanya sendiri. Nama tersebut juga secara langsung telah menghilangkan salah satu 

kewajiban utama bank syariah terhadap marhun yaitu tugas pemeliharaan marhun, 

mengingat marhun layaknya amanah yang harus dijaga, seperti halnya wadiah. 

Selain itu yang menjadi permasalahan di kalangan ulama klasik juga ketika 

adanya multi akad antara akad rahn dan akad ijarah dalam pelaksanaan transaksi 

gadai emas ini. Dimana akad rahn yang bersifat tabarru‟ (non komersil) digabungkan 

dengan akad ijarah yang bersifat tijarah (komersil). Mereka menganggap hal ini 

melanggar syariah dengan dasar hadits Nabi SAW yang berbunyi :yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Mas‘ud RA, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan 

dalam satu kesepakatan (HR Ahmad). Akan tetapi ada beberapa ulama yang 

membolehkan adanya akad rangkap. Namun, ulama yang membolehkan adanya akad 

rangkap sebenarnya melarang penggabungan akad tabarru‟ yang bersifat non-

komersial (seperti rahn) dengan akad yang komersial (seperti ijarah). 
124

 Tapi melihat 

bahwa bank syariah bukan sebagai lembaga sosial tetapi sebagai lembaga keuangan 

yang salah satu tujuan pendiriannya untuk menghasilkan keuntungan, maka akad 

ijarah ini diadakan untuk melegalkan bank syariah menghasilkan pendapatan dengan 

cara yang halal dari sewa tempat yang dilakukan oleh ar-rahin untuk menyimpan al-

marhun. Selama akad ar-rahn dan akad ijarah itu dilakukan secara terpisah maka hal 

itu masih bisa dibenarkan secara syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Fatwa 

DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas poin 4 bahwa ―Biaya 

penyimpanan barang (al-marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah”. 

Jadi berdasarkan hasil analisa terhadap  perjanjian dan/atau akad produk  Gadai 

Emas iB bank syariah, penggabungan akad (multi akad) antara akad qardh dan akad 

ijarah dalam suatu produk keuangan syariah bisa dilakukan, dengan syarat kedua akad 

                                                             

124
 Lihat misalnya pandangan Ibnu Taimiyah, dalam Majmu‟ al-Fatawa, Kairo: Dar al-Fikr : t.th. hal 

29- 62;  Lihat juga  Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik, hlm. 24. 
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tersebut harus dibuat secara terpisah atau berdiri sendiri, baik secara konstruksi akad 

maupun klausul-klausul yang ada di dalamnya tidak boleh saling berhubungan. Jika 

terjadi hubungan antara kedua akad tersebut, maka status ujroh merupakan 

kompensasi dari utang yang diberikan melalui akad qardh sehingga 

terjadilah riba dalam multi akad tersebut. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang 

dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya.  

4.4.2 Biaya yang Ditetapkan 

1. Biaya Administrasi 

Penulis menyayangkan bank syariah yang melakukan penetapan biaya 

administrasi dengan menggunakan metode tiring (penetapan biaya administrasi 

berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.
125

 Artinya, 

semakin besar gram emas yang digadaikan maka akan semakin besar biaya 

administrasi yang dibebankan pada nasabah. Sebagai contoh, Logam Mulia (LM) 

seberat 25 s/d 50 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-. Sementara 

untuk LM seberat 50 s/d 100 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,. 

Dalam konteks pembiayaan berbasis gadai emas, pembebanan biaya 

administrasi dengan metode tiring ini sangat tidak tepat, karena proses taksiran kadar 

dan berat emas untuk seluruh jenis emas adalah sama, yaitu dengan menggunakan batu 

uji, jarum uji emas, asam nitrat, timbangan metler teledo dan STLE/HDE. Begitu juga 

dengan dokumen-dokumen yang digunakan hanya sebatas pada formulir permohonan 

gadai, formulir biodata dan sertifikat gadai untuk seluruh jenis emas. Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dari proses administrasi gadai emas sehingga bank tidak 

dibenarkan menetapkan biaya administrasi secara tiring berdasarkan berat gram 

emas. Dalam analisis lain, metode tiring dalam penetapan biaya administrasi gadai 

emas secara tidak langsung dapat mengarahkan bank pada celah praktek riba, yaitu 

keterkaitan antara besaran biaya dan jumlah pinjaman. Semakin berat emas yang 

digadaikan, maka jumlah pinjaman uang yang diterima nasabah juga akan semakin 

besar. Pada saat biaya yang dibebankan juga mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan berat emas (baca : besar pinjaman), maka besarnya biaya secara tidak 

langsung akan terkait dengan besaran pinjaman yang diterima nasabah gadai.   

Menurut penulis perhitungan biaya administrasi yang diterapkan oleh bank 

syariah tidak salah karena para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari 

                                                             
125

Menetapkan biaya administrasi berdasarkan berat (gram) emas. 
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barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya 

administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi 

merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui 

dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya 

administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. 

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui 

rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya 

administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan 

rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut 

sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, 

karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai. 

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 

menyebutkan bahwa ―biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya 

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan‖. Artinya, penggadai harus 

mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk 

melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto 

copy, print out, dll. 

Berdasarkan analisa di atas, penulis merekomendasikan kepada bank syariah 

yang menetapkan biaya administrasi yang menggunakan metode tiring agar segera 

melakukan perubahan kebijakan yaitu dengan menetapkan biaya administrasi secara 

pro-rata untuk seluruh gram emas. Penetapan biaya administrasi gadai emas dengan 

metode tiring tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dari proses administrasi gadai emas. Oleh sebab itu, biaya administrasi 

harus ditetapkan dengan metode pro-rata agar dapat menghindarkan bank syariah dari 

celah praktek riba yang diharamkan. 

 

2. Biaya Penitipan dan Pemeliharaan  

Biaya penitipan dan pemeliharaan merupakan profit engine dalam produk 

Gadai Emas iB. Sebanyak 2 (dua) model penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan, 

yaitu : 

1. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal 

tertentu pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas. 

2. Ditetapkan berdasarkan bulan dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal tertentu 

pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas. 
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Penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan berdasarkan kadar, jenis emas & 

berat emas dibenarkan dalam syariah karena kelenturan (flexibility) dalam 

menentukan ujroh dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau 

kriteria lain yang tidak bertentangan dengan syariah (mutaqawwim). Terkait 

penggunaan metode tiring terhadap karat dan jenis emas, juga dibenarkan dalam 

syariah karena pengambilan keuntungan dapat didasarkan pada risiko yang dihadapi. 

Emas dalam bentuk perhiasan akan lebih berisiko dibanding emas dalam bentuk logam 

mulia bersertifikat (ANTAM). Dalam kaidah fiqhiyyah dinyatakan : ―Resiko 

menyertai manfaat‖. 

Sedangkan, metode pengakuan pendapatan ujroh dengan term atau fathroh per-

10 dan/atau per-15 hari juga sesuai dengan syariah dalam hal pengakuan akuntansi 

terhadap ujroh. Menurut penulis metode pengakuan tersebut memunculkan  keadilan  

bagi  nasabah  gadai  emas  iB. Dalam konsep ijarah dinyatakan bahwa ujroh akan 

menjadi wajib dibayar oleh musta‟jir dan dapat dimiliki oleh mu‟jir, salah 

satunya, jika musta‟jir membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap 

berdasarkan waktu penggunaan. Artinya, kepemilikan ujroh oleh mu‟jir adalah 

mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa yang diterima musta‟jir. Metode 

pembayaran ujroh dengan cara mengikuti hari atau mengikuti peringkat merupakan 

metode didasari pada dalil istihsan. Adapun, 2 (dua) model lain dari penetapan biaya, 

yaitu 

1. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal 

tertentu serta metode tiring per-jumlah pembiayaan serta jenis dan gram emas. 

2. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan mengalikan 

prosentasi tertentu terhadap hasil taksiran emas. 

Kedua model penetapan biaya ini merupakan ‟critical issue‟ dalam pembahasan ini. 

       Penulis menyayangkan bank syariah yang memberlakukan metode tiring per-

golongan pembiayaan, untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan yang diterima 

nasabah. Walaupun secara matematis dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah 

pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan, namun hal tersebut tidak bisa 

menghindarkan keterikatan jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan 

kepada nasabah. Hal tersebut tetap tergolong tasyabbuh bir riba karena secara tidak 

langsung telah mengaitkan jumlah biaya yang dibebankan terhadap pinjaman yang 

diterima nasabah. 
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Penulis juga menyayangkan bank syariah yang menetapkan biaya penitipan 

dan pemeliharaan dengan meng-kalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran 

emas. Sebagaimana diketahui bahwa kelenturan (flexibility) dalam menentukan  

ujroh hanya dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain 

yang tidak bertentangan dengan syariah (mutaqawwim). Penetapan ujroh dengan 

menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan 

dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan 

(pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah. Walaupun saat ini, pembiayaan 

(pinjaman) yang bisa diberikan hanya 90% dari nilai taksiran emas, namun manakala 

bank menetapkan bahwa jumlah pinjaman dalam Gadai Emas iB bisa sampai 100% 

dari taksiran emas untuk suatu tujuan bisnis tertentu, maka bank syariah yang 

menggunakan kriteria taksiran emas secara langsung telah terjebak dalam praktek riba. 

Dalam analisis lain, penggunaan prosentasi dapat mengundang permasalahan lain 

karena kompensasi / ujroh dalam konsep ijarah harus dapat diketahui dengan jelas 

oleh si penerima sewa dan hal tersebut tentu bukan dengan menggunakan nilai 

prosentasi melainkan dengan menggunakan nilai nominal agar dapat terhindar 

dari tasyabbuh bir riba. 

Selain itu penggunaan akad ijarah dalam pelaksanaan gadai juga masih 

menjadi perdebatan. Penyediaan tempat penyimpanan atas marhun, secara inheren 

sudah merupakan kewajiban bank syariah sebagai murtahin. Murtahin berkewajiban 

menyimpan (memberi  tempat penyimpanan) marhun sebagaimana ketika ia 

menyimpan hartanya sendiri. Mengingat, marhun layaknya amanah yang harus 

dijaga. Hal ini didasarkan pada pendapat ulama Hanafiyyah bahwa biaya yang 

dibutuhkan oleh marhun dibagi antara rahin karena kapasitasnya sebagai pemilik 

marhun, dan murtahin karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk 

menjaga marhun. Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan 

kepentingan marhun serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban rahin, karena 

marhun adalah miliknya. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga 

marhun, maka itu menjadi kewajiban murtahin. Karena al-habsu adalah haknya, oleh 

karena itu, segala hal yang dibutuhkan dalam menjaga marhun juga menjadi 

tanggungjawabnya. Jadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin adalah biaya 

penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk 

membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan marhun, 

seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan 
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untuk meletakkan dan menyimpan marhun. Karena semua itu termasuk biaya yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun, sementara biaya penjagaan marhun adalah 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin. 

Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh di dalam akad disyaratkan pihak 

murtahin mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap marhun, 

karena itu memang sudah menjadi kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya 

upah dalam melaksanakan kewajiban.
126

 Tapi dalam hal ini pihak bank syariah juga 

tidak terlalu salah karena apa yang dilakukan selama ini sudah memiliki dasar yaitu 

Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, poin 2 yang 

berbunyi: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 

penggadai (rahin). Selain itu juga yang menjadi dasar bank syariah menetapkan biaya 

ini ditanggung oleh rahin adalah pendapat dari jumhur ulama (ulama Malikiyyah, 

ulama Syafi‘iyyah, dan ulama Hanabilah)
127

yang mengatakan bahwa semua biaya 

yang dibutuhkan oleh marhun menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin, baik itu 

yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk 

menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadits yang artinya : “Barang yang 

digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah 

menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa memiliki barang yang 

digadaikan ketika pihak rahin tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain 

pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), 

bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi 

tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” 

Untuk lebih menguatkan bank syariah perlu melakukan perubahan 

terhadap callname akad dan klausul akad yang akan digunakan untuk melakukan 

pungutan biaya penitipan dan pemeliharaan pada Gadai Emas iB. Bank syariah dapat 

menggunakan callname” Akad Ijarah” saja. Dalam akad ijarah tersebut wajib dibuat 

klausul jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah gadai termasuk namun tidak 

terbatas pada: 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 186, lihat 

juga di Al-Badaai‟, juz 6, hal.151; Tabyiinul Haqaa‟iq, juz 6, hal.68; Al-Lubaab, juz 2, hal.61; Ad-Durrul 

Mukhtaar dan haasyiyah-nya, juz 5, hal.346; Takmilatul Fathi, juz 8, hal. 202. 
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Ibid., hal. 188, lihat juga Asy-Syarhul Kabiir dan Haasyiyatud Dasuqiy, juz 3, hal.251 dan 

setelahnya; Mughnil Muhtaaj, juz 2, hal.136; Al-Mughni, juz 4, hal.392; Kasysyaaful Qinaa‟, juz 3, hal 326 dan 

setelahnya; Al-Muhadzdzab, juz 1, hal. 314. 
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1. Jasa penitipan dan/atau penyimpanan yang diwujudkan dengan upaya bank 

syariah menyediakan media atau tempat yang baik untuk 

menyimpan marhun emas,  

2. Jasa pemeliharaan diwujudkan dengan upaya bank syariah dalam melakukan 

penatausahaan (peng-administrasian) marhun emas,pengamanan dan 

tanggungjawab penggantian marhun emas dari kerusakan dan atau kehilangan, 

pemeriksaan harian atas kondisi fisik marhun emas serta jasa pemeliharaan 

lainnya, dan 

3. Jasa Administrasi diwujudkan melalui penatausahaan proses Gadai Emas iB 

dari awal hingga akhir yang meliputi : proses permohonan, proses analisa, 

proses pencairan pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan. 

 

Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam akad ijarah(Gadai Emas iB) merupakan 

bukti nyata dari jasa yang diberikan bank sebagai murtahin kepada nasabah 

sebagai rahin sehingga atas jasa-jasa dimaksud bank berhak secara hukum memungut 

biaya penitipan dan pemeliharaan. Merujuk pada Ketentuan Umum angka 3 Fatwa 

DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dinyatakan bahwa biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan  marhun oleh murtahintetap menjadi kewajiban rahin. 

Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Rahn Emas angka 2 dinyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang 

(marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). 
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BAB V  

SIMPULAN 

 

1. Definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau 

tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Terdapat empat tahap tentang larangan riba 

dalam Al-Qur‘an. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada 

zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukansebagai suatu perbuatan 

mendekati atau taqarrub kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu 

yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan 

yang berlipat ganda. Dan tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas 

mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.  

2. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-

Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun 

rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima 

barang gadainya. Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya 

rahn, sesuai pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab 

Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah.Pendapat kedua,rahn langsung terjadi 

setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak 

untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai 

dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. 

3. Pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai emas iBterutama tentang aspek 

penggabungan akad baik itu akad gadai (Rahn) dan/atau akad qardh dalam rangka 

rahn dan akad rahn dengan akad ijarah,penggabungan tersebut telah mengakibatkan 

ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan bank 

syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan 

dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode tiring 

(penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti 

jumlah gram emas. 
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ABSTRAK 

 

Achmad Kholiq dan Nining Wahyuningsih. Praktek Gadai Emas di Lembaga 

Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Tentang asas Ketaatan terhadap Syari’ah dalam 

Penerapan Akad gadai di Lembaga Perbankan Syari’ah Cirebon). 

Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut 

menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, salah 

satunya adalah gadai emas iB. Adanya gadai emas iB di perbankan syariah disambut baik oleh 

nasabah, terbukti dari nilai transaksi produk ini yang tiap tahunnya semakin meningkat. 

Namun,keberadaan gadai emas iB dimaanfatkan oleh beberapa nasabah untuk berspekulasi 

dan memperoleh untung dari fluktuasi harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (maysir) 

dalam transaksi adalah hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

dan menganalisis paradigma fiqhurriba dalam Islam; (2) mengetahui dan menganalisis 

pandangan fiqh Islam tentang gadai emas; dan (3) mengetahui dan menganalisis pandangan 

fiqhriba terhadap praktek gadai emas iB yang ada di perbankan syariah. Pendekatan penelitian 

ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data hasil wawancara terhadap 

lembaga keuangan Islam yang menyediakan produk gadai emas iB di Cirebon yaitu BSM 

Cabang Cirebon dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Selanjutnya, hasil wawancara 

dilakukan analisis dan dikaji dengan literatur yang berkaitan langsung dengan masalah 

kontekstualisasi aspek muamalah dalam sistem gadai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan 

tanpa ada ganti atau imbalan.Terdapat empat tahap tentang larangan ribadalam Al-

Qur‘an.Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-

olah menolong mereka yang memerlukansebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub 

kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba 

diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan tahap 

terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang 

diambil dari pinjaman. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan 

dengan dasar Al-Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan 

rukun rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang 

gadainya. Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya rahn, sesuai 

pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta 

Mazhab Zahiriyah.Pendapat kedua,rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan 

demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, 

maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan 

riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai emas 

iBterutama tentang aspek penggabungan akad baik itu akad gadai (rahn) dan/atau akad qardh 

dalam rangka rahn dan akad rahn dengan akad ijarah,penggabungan tersebut telah 

mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan 

bank syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan 

dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode tiring (penetapan 

biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas. 

 

Kata kunci : ijarah, qardh, rahn 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

Bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya didasarkan pada orientasi profit 

semata-mata, akan tetapi juga harus dipertimbangankan nilai dan moral baik dalam 

kacamata etika maupun hukum.
1
Bisnis dalam Islam dalam bentuk apapun harus 

didasarkan pada pertimbangan legalitas dan moralitas.
2
 Hal ini penting karena dalam 

Islam keabsahan suatu bisnis akan berdampak pada nilai dan keberkahan bisnis 

tersebut. Paling tidak ada tiga hal yang harus dihindari dalam praktek bisnis, pertama 

harus terhindar dari maysir (spekulasi), kedua, tidak ada unsur ghoror (penipuan) dan 

ketiga, tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.
3
 

Bisnis dalam Islam juga harus di dasarkan pada aturan dan pedoman nilai 

keagamaan, hal ini sejalan dengan konsep ekonomi bisnis dalam Islam, karena 

ekonomi dalam Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber 

daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk 

memperoleh ridha-Nya.
4
Petunjuk Allah tentang hal itu sudah ada sejak wahyu 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Menurut para ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada 

bisnis dalam ekonomi Islam, yaitu
5
 :  pertama, inspirasi dan petunjuknya dicari di 

dalam Al-Qur'an dan sunnah; kedua, perspektif dan pandangan-pandangan 

                                                             
1
Kekuatan etika dalam bisnis sangat berpengaruh besar dalam membangun good cooperate, hal 

itu akan t erwujud jika pilar budaya bisnis yang sehat, etika, nilai system dan proses menjadilandasan 

dalam berbisnis, Lihat, Iman Syah putra Tunggal : Membangun Good Coorporate Governance” : 

Yogyakarta : Balaiurang  Press, 2006., hal. 11 
2
Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang 

harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsep sihubungan manusia dengan  manusia dan 

lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan 

istilah hablumminallahwahablumminannas. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim 

yang berbisnis atau beraktifitas apa pun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap 

aspek hidupnya. Lihat tulisan Achmad Kholiq,  Membangun etika Bisnis Islam, Artikel Radar Cirebon, 

2011. 
3
Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Itulah sebabnya 

Islam mengutamakan nilai ketimbang pro fit. Menghindanri penipuan, kecurangan serta menjaga 

Integritas seperti amanah, adalah pilar bisnis dalam Islam. Lihat Misalnya analisis tentang bisnis 

beretika yang mengindari cara-cara tersebut di atas dalam Muhammad Yusuf al-Qardhawi: Darul 

Qiyamwa al-Akhlaq fi al-Iqtis hadal-Islami:Kairo: Maktabah Wahbah:  1408 H., hal. 208  
4
Dziyauddin Ahmad, Perbedaan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Fekah, dalam Ekonomi 

dalam Perspektif Islam,  IAIN Sumatera Utara : Seminar dan Workshop Ekonomi Islam, 1993, h. 177.  
5
 John L. Esposito, (ed.) The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, I, New York: Oxford 

University Press, 1995, h. 397. 
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ekonominya mempertimbangkan nilai etika peradaban Islam sebagai sumber; ketiga, 

bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika 

ekonomi Islam
6
 

Dari informasi singkat ini dengan mudah dapat disimpulkan bahwa konsep 

bisnis dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi 

konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekular). Perbedaan yang 

paling mendasar adalah pada landasan filosofisnya dan asumsi-asumsinya  tentang 

manusia. Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu: tauhid, 

keadilan dan keseimbangan, kebebasan, pertanggungjawaban.
7
Tauhid dalam hal ini 

berarti bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan hanya Dia 

yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, 

perolehan rizki dan sebagainya (rububiyah). Manusia sebagai pelaku ekonomi 

hanyalah sebagai trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus 

mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitasnya, termasuk aktifitas ekonomi. 

Ketentuan Allah  yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya yang bersifat 

mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral 

(uluhiyah).Berdasarkan ini maka asumsi terhadap manusia bersifat positif dan 

kegiatan ekonomi tidaklah ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak 

terbatas tetapi harus berlandaskan etika dan moral hukum. 

Dengan berpedoman pada landasan etika hukum maka produk-produk dalam 

lembaga keuangan Islam pun harus berlandaskan pada nilai tersebut.Lembaga 

keuangan Islam sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvesional dalam 

menjalankan dan menjual produknya.Produk - produk yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan syariah harus didasarkan pada aspek normatif fiqh muamalat agar terjaga 

keabsahan dalam transaksinya.Salah satu produk yang kini ramai dan menjadi trend di 

                                                             
6
Etika bisnis, tercakup di dalamnya sistem tata nilai dan norma tingkah laku, serta patokan 

moral bagi satu kelompok pelaku ekonomi. Etika bisnis di setiap negara selalu berbeda dan tidak ada 

yang bersifat universal, terutama karena perbedaan kultur dan cara pandang negara yang terkait. Etika 

bisnis pernah menjad perbincangan yang menarik di dunia Barat terutama ketika Max Weber 

menggagas ―etikaprotestan‖ yang waktu itu dijadikan standar bagi kapitalisme modern,  untuk lebih 

jelas lihat misalny akutipan NS. Esendrath, The Protestant Ethic Thesis, dalam Roland Robertson, ed., 

Sociology of Religions, (New York: Penguin Books, 1978), hal. 305. Dalam kasus yang  sama 

modernisasi ekonomi di Jepang juga tidak luput dari persoalan etika yang menjad istandar prilaku 

ekonomi. Lihat Robert N. Bellah, Tokugawa Religion, (New York: The Free Press, 1969). Sudjatmoko 

dalam sebuah pernyataannya mempertegas bahwa etika pembangunan dalam bidang ekonomi 

sesungguhnya merupakan falsafah tertinggi dalam sebuah proses pembangunan”,lihat Sudjatmoko, 

Etika Pembebasan, LP3ES, 1984), hal. 199 
7
Dasar Filosofi bisnis dalam islam tentang keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam 

banyak ayat al-Qur‘an sebagai  dasar  kesejahteraan hidup manusia. Lihat M. Umer Chapra, Nahwa 

Nizham Naqdiyy „Adil ,Herndon : Al-Ma‘ad Al-‗AlamiyLiy Al Fikr Al-Islamiy, 1992, h. 49. 
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lembaga keuangan syariah adalah tentang gadai emas.Begitu tinggi kecenderungan 

trend nya sampai terkadang lembaga keuangan syariah tanpa disadari mulai 

menggeser fungsinya sebagai lembaga jual beli.
8
 

Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi gadai emas syariah di industri 

perbankan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester 1- 2012. Hingga 

Juli 2012, total tranksaksi akad qardh pada perbankan syariah mencapai Rp 7,5 triliun 

atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun. Sementara itu 

porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran tiga sampai enam persen dari total 

pinjaman
9
. Sementara, Bank Syariah Mandiri membukukan nilai Rp. 1,77 triliun 

dalam lima bulan pertama di tahun 2016, meningkat 30 persen dibandingkan dengan 

periode tahun lalu Rp. 1,44 triliun.
10 

Adakecenderungan baru belakangan ini tentang fungsi lembaga keuangan 

(perbankan) terutama perbankan syariah, tidak saja berfungsi sebagai lembaga 

keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga, bank syariah 

mempunyai banyak fungsi seperti dapat melakukan jual beli (murabahah), menerima 

zakat, menyalurkan zakat,bahkan sebagai tempat gadai (rahn).Tapi dalam hal ini bank 

syariah hanya bisa menerima emas sebagai barang yang bisa digadai, karena emas 

adalah salah satu komoditas yang paling likuid. Bahkan jika melihat selama sepuluh 

tahun harga emas terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. 

Dalam rangka mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia, para 

praktisi perbankan syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan 

produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama 

(konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat ; a. fungsinya masih 

relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label 

khusus untuk membedakannya dari produk konvensional;
11

 diberi kata ‖iB‖ (baca : ai 

                                                             
8
Produk-produk ekonomi Syariah belakangan ini mulai menjadi salah satu trend dalam bisnis 

modern. Kecenderungan pasar dan publik untuk menggunakan berbagai produk kontemporer yang 

berbasis syariah mulai banyak menjadi pilihan, Mengantisipasai terjadinya distorsi terhadap 

penggunakan produk bisnis syariah yang menyimpang  maka belakangan ini pun banyak  literature 

yang membahas secara detail  tentang hal itu dan kemudian dijadikan pedoman dalam praktek bisnis. 

Salah satu karya mutahir tentang hal itu misalanya  karya Syekh Muhammad Hasan al-Jaezali: Fiqhu 

al-Nawazil: Dirasah Takshiliyah Tathbiqiyah: Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzy: 1433 H.  
9
Statistik BI tahun 2012  

10
Elisa Valenta Sari, Gadai Emas Meningkat Bank Syariah Mandiri Bukukan  Rp. 1,7 T, 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160614192719-78-138160/gadai-emas-meningkat-bank-

syariah-mandiri-bukukan-rp17-t/ (diakses 5Mei 2018)   
11

 Hasanudin.(2009, Mei 28).  Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.Ciputat. hal 1 
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– bi).Penggunaan frase iB merupakan ketetapan dari Bank Indonesia dalam hal 

penamaan produk perbankan syariah.
12

 b. Inovasi produk pada industri keuangan tidak 

memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap 

suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang 

sedang booming, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan mungkin seratus persen 

menyerupai produk yang mereka tiru. 

Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 

Bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan 

mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa 

risiko dari masing-masing produk. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Daftar 

Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.
13

 Beragam jenis produk 

tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvesional 

yang sudah ada. Namun, menurut Peneliti terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah 

yang secara genuine merupakan produk hanya bisa dipasarkan oleh perbankan syariah 

dan tidak bisa ditiru oleh perbankan konvensional, nama produk itu adalah Gadai iB. 

Dalam konteks produk Gadai iB di perbankan syariah - secara umum yang 

berkembang- hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut 

bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. 

Oleh sebab itu, produk Gadai iB ini lebih dikenal dengan call name Gadai Emas iB. 

Gadai Emas iB di perbankan syariah secara umum menggunakan beberapa 

akad yaitu akad qardh dalam rangka  rahn dan akad ijarah. Akad qardh dalam 

rangka rahn  adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai 

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang 

diserahkan. Akad  ijarahdigunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat 

penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat 

didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari 

fasilitas pembayaran yang diberikan.
14

 Khusus untuk akad qardh dalam 

rangka rahn, ada juga perbankan syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad 

ini, sehingga akad qardh dan akad rahn berdiri sendiri. 

                                                             
12

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 

Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
13

Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Jakarta : 2007. 
14

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, PT. Utama Grafiti, 1999, hal. 76. 
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Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut 

menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat 

ini dan perdagangan terutama di era transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang 

digunakan dalam perbankan syariah lebih rumit dari yang sebelumnya dan 

menyiratkan bahwa produk dan layanan baru di bidang keuangan Islam akan 

menggunakan lebih dari satu kontrak dalam satu transaksi. Beberapa peneliti seperti 

Al-Shadhily (1998); Abu Guddah (2000); Arbouna (2007); dan Dusuki (2009) telah 

meneliti konsep kontrak hybrid di bidang keuangan Islam dan aplikasinya untuk 

tujuan pengembangan produk di bidang perbankan dan keuangan Islam
15

. Masalah 

kontrak hybrid akan menjadi salah satu point pembahasan dalam penelitian ini. 

Karena begitu potensial, hampir semua perbankan syariah membuka diri 

menjadi tempat gadaiemas. Bahkan adanya gadai emas yang dilakukan perbankan 

syariah dimanfaatkan beberapa orang untuk melakukan spekulasi. Berdasarkan berita 

yang dilansir oleh Bisnis Indonesia, ada nasabah gadai yang mempunyai modal 10 

milyar dan bisa mendapatkan portofolio hingga 105 milyar rupiah.Aktivitas yang 

dilakukan nasabah tersebut yaitu dengan mengadaikan emasnya untuk dibelikan emas 

kembali.Sedangkan emas yang sudah dibeli untuk digadai kembali dan begitu 

seterusnya.Leverage yang tinggi inilah yang ditakutkan, sehingga Bank Indonesia (BI) 

melakukan intervensi di awal tahun 2012 yaitu dengan pembatasan gadai dan juga 

pelarangan bagi nasabah yang melakukan gadai dengan tujuan spekulasi. BI membatas 

porsi gadai emas syariah pada bank syariah maksimal 10% dari total pembiayaan. 

Setidaknya terdapat lima resiko yang dihadapi bank syariah dalam 

menjalankan gadai emas yaitu (1) Market risk, penurunan harga emas yang 

menyebabkan turunnya investment return pemilik emas; (2) Liquidity risk, sulitnya 

menjual emas di saat harganya turun; (3) Capital risk, kerugian karena penurunan 

harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan CAR. (4) 

Credit risk, penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh 

client. Dan (5) Reputation risk, maraknya qardh untuk rahn emas dan berkebun emas 

berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha 

produktif di sektor riil
16

 

                                                             
15

―Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and 

Parameters for Product Development‖, European Journal of Business and Management-Special Issue: 

Islamic Management and Business, (Vol. 7, No. 16, 2015), 89  
16

MulyaSiregar, Mencermati Rahn Emas pada Bank Syariah, http://zonaekis.com/mencermati-

rahn-emas-pada-bank-syariah/ (diaksespada5Mei 2018) 
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Di sisi lain dengan didukung dengan mudahnya persyaratan, yaitu cukup 

mempunyai emas,keberadaan gadai emas sebagai produk di perbankan syariah hanya 

dimaanfatkan oleh nasabah untuk berspekulasi dan memperoleh untung dari fluktuasi 

harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (maysir) dalam transaksi adalah hal yang 

dilarang dalam Islam. Akhirnya, tujuan perbankan syariah tidak tercapai sebagai 

sarana memberikan dana secara cepat dan juga mempermudah rakyat kecil dalam 

masalah permodalan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengikat kepada 

perbankan syariah agar terhindar dari nasabah yang ingin melakukan tindakan 

spekulasi. Perbankan syariah juga selayaknya tidak membebankan biaya titip emas, 

karena bank juga sebenarnya sudah mendapat keuntungan dengan memberikan 80% – 

90% dana kepada nasabah dari taksiran harga emas, dan yang terpenting perbankan 

syariah harus lebih memperhatikan nasabah bermodal kecil yang lebih membutuhkan 

dana dibanding nasabah bermodal besar yang bertujuan untuk kepentingan bisnis 

semata. 

Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas syariah membuat perlu 

adanya kajian mengenai bagaimanakah praktik gadai emas syariah di bank syariah? 

Apakah sudah sesuai syariah? Jika belum bagaimana solusinya? 

 

1.2  Perumusan  dan Pembatasan Masalah 

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah 

pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pandangan fiqhur riba terhadap praktek gadai emas iB di perbankan syariah. Agar 

pembahasan ini tidak melebar dan lebih fokus pada tema yang menjadi objek 

pembahasan, maka masalah yang akan di bahas dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana paradigma fiqhur riba dalam Islam? 

2. Bagaimanan pandangan fiqh Islam tentang gadai emas? 

3. Bagaimana pandangan fiqh riba terhadap praktek gadai emas iB yang ada di 

perbankan syariah? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Paling tidak ada tiga alasan dan tujuan utama mengapa Peneliti mencoba memilih 

tema ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis paradigma fiqhurriba dalam Islam. 
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2. Untukmengetahui dan menganalisis pandangan fiqh Islam tentang gadai emas. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai 

emas iB yang ada di perbankan syariah. 
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BAB II  

TELAAH TEORI 
 

 

2.1 Kaidah Fiqh dalam Muamalah 

Qawaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) atau kaidah-kaidah hukum Islam 

menempati posisi yang sangat penting dalam literatur hukum Islam. Ia merupakan 

bentuk khusus literatur hukum yang berkembang pada abad ke 13 hingga abad ke 15, 

yang mencoba meringkas aturan-aturan dari setiap mazhab ke dalam ringkasan-

ringkasan pendek sehingga orang yang mempelajari kaidah-kaidah ini dapat dengan 

mudah menghafalnya. Dalam bentuk ekstrim, begitu ringkasnya satu mazhab dapat 

direduksi menjadi empat atau lima pernyataan padat.
17

 

Sedangkan definisi dari Qawaid Fiqhiyyah dapat kita temukan dari pandangan 

para ulama fiqh yang terkenal dan di antaranya adalah : Syekh Mustafa Ahmed Zarqa 

seorang ulama fiqh terkemuka mendefinisikan qawaid fiqhiyyah sebagai : ―Prinsip-

prinsip fiqh universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, 

melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah 

topik-topik tertentu‖.
18

 Ali Hayder, seorang yang terkenal karena uraiannya 

(syarahnya) terhadap Al-Majallah telah mendefinisikannya sebagai : ‖Aturan 

menyeluruh atau utama yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal khusus‖.
19

 Salim 

Rustum Baz, pensyarah Majallah lainnya telah mendefinisikannya sebagai : ―Aturan 

menyeluruh atau utama yang dapat diterapkan pada semua atau sebagian besar kasus-

kasus khusus‖.
20

Muhammad Anis Ubadah menawarkan bahwa “Qawaid 

Fiqhiyyah adalah konsep universal di mana ketetapan-ketetapan dari berbagai perkara 

hukum yang berada di bawah konsep universal tersebut diturunkan‖.
21

 Peneliti 

                                                             
17

Knut S. Vikor, Betwen God and Sultan, A History of Islamic Law, (New Delhi: Cambridge 

House, 2005), hal. 165 
18

Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amin, (Damascus: University of Damascus Press, 1959), jilid 2, hal. 

933 

19
 Ali Hayder, Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam al-Adliyah, (Beirut: Daar al-

kutubalilmiyyah), n. d. hal. 17 
20

 Salim Rustum Baz,  Sharhmajjalah, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah), n. d. vol. 1, hal. 17 
21

Muhammad Amin Ubadah, Tarikh al-Fiqh Islami, (Cairo: Dar al-Tiba‘ah, 1395), 2
nd

 edition, 

vol. 1, hal. 107 
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kontemporer lainnya mendefinisikan Qawaid Fiqhiyyah sebagai ―suatu prinsip umum 

di mana ketentuan-ketentuan khusus dapat langsung diketahui‖.
22

 

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (fiqh) ini merupakan 

salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang 

digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan 

kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah : 

 

ٌَِاََ ْٝ ْٞوَُعَيََٚاىزَّحْشِ َاىْذَّىِ ََٝذَُهَّ لأصَْوَُفَِٚالْأشََْٞبءَِالِْإَثَبَحَخَحَزَّٚ  

―Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya‖. 

 

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak 

ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur‘an 

maupun Hadits), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. 

Kaidah fiqh dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa 

dalam kegiatan muamalah yang berhubungan denganurusan ke-dunia-an, manusia 

diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada 

dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan 

yang melarangnya.  

 

a. Definisi Riba 

Kata ar-riba (اىشثب) secara etimologis mempunyai konotasi az-ziyadah 

(pertambahan); raba as-syay‟ artinya zada „amma kana „alayhi, bertambah dari kuantitas 

sebelumnya.Tapi setelahriba dideskripsikan oleh syariat tidak lagi berkonotasi 

pertambahan secara mutlak, tetapi konotasinya menjadipertambahan akibat pertukaran 

jenis tertentu, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang 

sejenis di tempat pertukaran(majlis at-tabadul), seperti yang terjadi dalam riba al-fadhl, 

ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (al-ajal), sebagaimana yang terjadi 

dalamriba an-nasi‟ah aw at-ta‟khir.
23

Inilah definisi riba secara syar„i. 

b. Dasar Hukum Riba 

                                                             
22

Muhammad b. Ahmad Al-Maqqari, Al-Qawaid, (Makkah: Umm al-Qura University), n.d.hal 

107 
23

Muhammad Ahmad ad-Da‘ur, Radd „alâMuftarayât HawlaHukmar-RibâwaFawâ‟id al-

Bunûk, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut, cet. I, 1992,  hlm. 35-36. 
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Firman Allah SWT berikut adalah salah satu dalil yang menegaskan akan keharaman 

praktekriba : 

 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.”(QS. Ali Imran: 130) 

 

Pada ayat lain, Allah SWTberfirman : 

َ ظِّ ََ َاىْ َِ ٍِ َ ُُ ْٞطَب ًَُاىَّزَِٛٝزَخََجَّطَُُٔاىشَّ بََٝقُ٘ ََ َالِاََّمَ َُ ٘ ٍُ ثَبَلاََٝقَُ٘ َاىشِّ َُ ُ٘ ََٝؤمُْي َِ اىَّزِٝ

َِجَآءََُٓ ََ ثَبَفَ َاىشِّ ًَ حَشَّ َٗ ْٞعََ َاللهَُاىْجَ أحََوَّ َٗ ثَبَ ثوَُْاىشِّ ٍِ ْٞعَُ بَاىْجَ ََ َقَبىُ٘اَاَِّّ ٌْ ُٖ رىَِلََثِؤََّّ

ىئَلََِ ْٗ ُ َعَبدََفَؤ ِْ ٍَ َٗ شَُُٓاِىََٚاللهَِ ٍْ أَ َٗ بَعَيَفََ ٍَ ََٖٚفَئََُ َفَبّزَ ِٔ ثِّ َِسََّ ّ ٍِ َ ُُ عِظَخُ ْ٘ ٍَ

ذقََبدَِ ٝشُْثَِٜاىصَّ َٗ ثَبَ حَقَُاللهَُاىشِّ َْ ََٝ}572{َ َُ بَخَبىِذُٗ َٖ َفِٞ ٌْ ُٕ أصَْحَبةَُاىَّْبسَِ

بىِحَبدَِ يُ٘اَاىصَّ َِ ََٗعَ ُْ٘اَ ٍَ َءَا َِ َاىَّزِٝ َُّ َ}572{َاِ ٌٍ َمَفَّبسٍَأثَِٞ َمُوَّ اللهَُلاََُٝحِتُّ َٗ

لاََ َٗ َ ٌْ ِٖ ْٞ فٌَعَيَ ْ٘ لاََخَ َٗ َ ٌْ ِٖ َعِْذََسَثِّ ٌْ ُٕ َأجَْشُ ٌْ ُٖ مَبحََىَ اَاىضَّ ُ٘ ءَارَ َٗ لاحَََ ٘اَاىصَّ ٍُ أقََب َٗ

ثَبَاَُِ َاىشِّ َِ ٍِ َ َٜ بثقَِ ٍَ رسَُٗاَ َٗ ُْ٘اَارَّقُ٘اَاللهََ ٍَ َءَا َِ زِٝ
بَاىَّ َٖ َ}577{ََٝآأَُّٝ َُ ََٝحْضَُّ٘ ٌْ ُٕ

َ ٌْ اَُِرجُْزُ َٗ َ ِٔ سَعُ٘ىِ َٗ َاللهَِ َِ ّ ٍِ َرفَْعَيُ٘اَفَؤرَُّْ٘اَثِحَشْةٍَ ٌْ َ}572{َفَبَُِىَّ َِ ِْٞ ٍِ ئْ ٍُّ مُْزٌَُ

َ}572{َ َُ ٘ َُ لاََرظُْيَ َٗ َ َُ ٘ َُ َلاََرظَْيِ ٌْ اىِنُ َ٘ ٍْ َسُءُٗطَُأَ ٌْ  فَينَُ

  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 

baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.  Allah 

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya.tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat 
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(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 

tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-Baqarah 275-279). 

 

Kemudian dalam banyak hadits, Nabi SAW menyebutkan perbuatan memakan 

riba sebagai perbuatan dosa besar, diantaranya: 

َصََ هَُاللهِ ْ٘ َسَعُ َِ َىعََ َقَبهَ: ُْْٔ َعَ َاللهُ َٚ َسَضِ َجَبثِشٍ ِْ َامَِوََعَ : ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ يََّٚاللهُ

ٌٌَ غْيِ ٍُ آَُ َٗ اءٌ.َسَ َ٘ َعَ ٌْ ُٕ قَبهَ:َ َٗ َ ِٔ ْٝ ذَ ِٕ شَب َٗ مَبرجَُِٔ،َ َٗ مِئَُ،َ ْ٘ ٍُ َٗ ثَب،َ  اىشِّ

 ―Dari Jabir r.a., dia berkata:Rasulullah SAW melaknat orang yang makan 

riba, pihak yang memberi makan riba, Penelitinya dan dua saksinya. Dan beliau 

bersabda: Mereka adalah sama”. Riwayat Muslim.
24

 

 

  Dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 

ٌََ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ َِصَيََّٚاللهُ ّٜ ث ُِ َِّ َاى ِِ َعَ ُْْٔ َعَ َاللهُ َٚ َسَضِ دٍ ْ٘ غْعُ ٍَ َ ِِ َثْ َعَجْذِاللهِ ِْ عَ َٗ

َاسَْثََٚ َُّ اِ َٗ َ،ُٔ ٍُّ جُوَُاُ ْْنِحََاىشَّ ََٝ ُْ ثوَُْاَ ٍِ َٕبَ ْٝغَشُ َثَبثبً.َاَ َُ ْ٘ عَجْعُ َٗ ثَبَثلَاثَخٌََ قَبهَ:َاىَشِّ

ٌَِ غْيِ َُ َاىْ جُوِ َاىشَّ َعِشْضُ َ ثب َاىشِّ ِٔ ٍِ ب ََ َ َثزِ ٌُ اىْحَبمِ َٗ َ خْزصََشًا، ٍُ َ ْٔ بجَ ٍَ َ ُِ َاثِْ آُ َٗ َسَ .

حَُٔ.َ صَحَّ ََٗ

 Dari Abdullah bin Masud dari Nabi SAW beliau bersabda : Riba memiliki 73 

pintu. Paling mudah seorang lelaki kawin dengan ibunya. Sesungguhnya ribanya riba 

kehormatan laki-laki muslim.Riwayat Ibnu Majah secara ringkas dan Hakim dengan 

lengkap.Menurut dia hadits tersebut shahih.
25

 

 

2.2 Gadai 

a. Definisi Gadai 

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian ―tetap dan kontinyu‖.
26

 Dalam 

bahasa Arab dikatakan: َ ُِ ِٕ ا َاىشَّ بءُ ََ َ apabila tidak mengalir, dan kata اى َْخٌ ِٕ َسَا خٌ ََ  bermakna ِّعْ

nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “rahn” bermakna ―tertahan‖, 

dengan dasar firman Allah, 

خٌَ َْٞ ِٕ جَذَْسَ غَ بَمَ ََ ظٍَثِ ََّفْ وُّ  مُ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah 

dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38) 

                                                             
24

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, terjemah H. Mahrus Ali, MutiaraIlmu, 

Surabaya, 1995, hal. 350. 
25

ibid 
26

 Lihat: KitabTaudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram,Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan 

kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460. 
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Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna ―tertahan‖. Pengertian kedua ini 

hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.
27

Ibnu 

Faris menyatakan, ―Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan 

tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak.Dari kata ini terbentuk kata „ar-

rahn‟, yaitu sesuatu yang digadaikan.‖
28

 

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan 

ungkapan, ―Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi 

dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi 

utangnya.‖
29

―Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang 

tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu 

melunasi utangnya.‖
30

―Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan 

sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang 

tidak mampu melunasinya.‖
31

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn 

sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan 

barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak 

mampu melunasinya.
32

 

b. Dasar Hukum Gadai 

1. Al- Qur‘an 

Surat Al-Baqarah 283: 

 

يَْ ضًبفَ جَعْ َْ ضُنُ جَعْ َْ ٍِ َ ؤ ِّْ ب فَ
جُ٘ضَخٌٌۖ قْ ََ ٌ بّ شَِٕ جًبفَ برِ ذُٗامَ َجِ ز َْ َ ى َٗ شٍ فَ غَ يَىٰ عَ َْ ُ ز ْْ نُ ّْ اِ َٗ

آثَِ َُِّّٖ ب بفَ َٖ َْ ُ ز نْ َٞ ْْ ٍَ َٗ
ََۚ بدَح َٖ ٘ااىشَّ َُ ُ ز َنْ ر لَا َ٘ ُُٖۗ ثَّ شَ َٖ َّ بىي َّقِ ز َٞ ىْ َ٘ َُٖ ز بَّ ٍَ َ ؤ َْ َِ ُ ر ٝبإْ زِ اىَّ ِّ د ُٝئَ

ٌٌَ ٞ يَُّ٘عََيِ ََ َعْ بر ََ جِ ُٖ اىيَّ َ٘ ُُٖۗ ُ ج يْ قَ ٌٍ  
                                                             

27
 Lisan al-Arab, karya Ibnu Mandzu pada kata ―rahana‖, dinukil dari kitab Al-Fiqh al-

Muyassar, Qismu lMu‘amalah, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin 

Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakanpertama, tahun 1425H, 

Madar al-Wathanilin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115. 
28

 Mu‟jam Maqayis al-Lughah: 2/452, dinukil dari Abhats Hai‘atKibar al-Ulamabil Mamlakah 

al-Arabiyah as-Su‘udiyah, disusun oleh al-Amanah al-‘Amah Lihai‘at Kibar al-Ulama, cetakan 

pertama, tahun 1422 H, 6/102. 
29

 Lihat: Al-Majmu‟ Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma 

Najieb al-Muthi‘i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Beirut, 12/299—300. 
30

 Lihat: Mughni, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkidan Abdul 

Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443. 
31

 Lihat: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-„Aziz. 
32

 Taudhihal -Ahkam Syarah Bulughal-Maram :4/460. 
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“… Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang, maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

2. Hadits Nabi SAW. 

Hal ini dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, 

sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau, 

َصَيَّٚ هَُاللهِ ْ٘ ََََُْٕٔاشِْـزشَََٙسَعُ سَ َٗ َ ْٞئخٍَ َثِْغَِ ب ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ اللهُ

َدِسْعََُٔ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan makanan 

dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju 

besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim No. 1603)
33

 

 

 

3. Ijma‘ Ulama  

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.Hal dimaksud 

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang mengadaikan baju besinya untuk 

mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari 

contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi 

kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai 

sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya 

enggan mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada mereka.
34

 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI )  

Fatwa dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi 

salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (rahn). Secara khusus berkenaan 

dengan hukum gadai syariah (rahn), MUI melalui saluran dewan Syariah Nasional telah 

mengeluarkan fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002. 

 

                                                             
33 
34

Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 8. 
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2.3Fiqh Riba dalam Gadai 

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda: 

اىْجَٜقبه،َاراَمبَُْٕبكٍََِٝعطَٜاىقشٗض،َعَِأّظَسضَٜاللهَعْٔ،َأَُ

 دعَٔٝؤخزَاىجبئضح.

“Dari Anas RA, bahwa Rasulullah berkata, Jika seseorang memberi pinjaman, 

janganlah dia mengambil hadiah”. (HR Bukhari, dalam kitabnya At-Tarikh Al-

Kabir)
35

 

 

Hadits ini secara teoritis bisa dijadikan landasan dalam menganalisis tentang 

kemungkinan batalnya sebuah transaksi gadai yang meminta imbalan, karena 

dianggap sebagai bagian dari riba. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadits Nabi 

SAW:  

َاثََِٚ ِْ عَ ََٗ ِْ ٍَ َقبَهَ:َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َِصَي ّٜ َاىَّْجِ ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ خََسَضِ ٍَ ب ٍَ ُ ا

اةَِ َ٘ َاثَْ ِْ ٍِ بَ ًَ ْٞ ب،َفقََذَْارَََٚثَبثًبَعَظِ َٖ َٕذَِّٝخً،َفقَجَِيَ ْٕذََٙىََُٔ َ َشَفَبعَخً،َفَب ِٔ ْٞ شَفَعََلِأخَِ

فَِٚاعَِْ َٗ دَ،َ ُٗ داَ ْ٘ اثَُ َٗ ذَُ ََ آَُاحَْ َٗ ثَب:َسَ قَبهٌ.اىشِّ ٍَ َِٓ َْبدِ  

Dari Abi Umamah, Dari Nabi SAW, Ia bersabda: “barang siapa yang 

menolong saudaranya dengan satu pertolongan, lalu dia minta diberi imbalan dan 

kemudian menerimanya , maka sungguh ia telah masuk dalam pintu riba yang besar”. 

(HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)
36

 

 

Hadits lain yang juga menjadi landasan tentang syari‘at gadai dalam Islam dan 

bisa dijadikan salah satu hujjah tentang kemungkinan dibolehkannya memanfaatkan 

barang gadai dengan biaya yang timbul dari hal tersebut adalah sebagai berikut: 

 

شَُٝشُْمَتَُ ْٖ :َاىَظَّ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َعَيَ َاللهُ َّٚ َصَي هَُاللهِ ْ٘ َقَبهَ:َقَبهََسَعُ ْٝشَحَ ُٕشَ َاثََِٚ ِْ عَ َٗ

عَيََٚ َٗ َ ًّب، ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َمَب َاِراَ ِٔ َْفقَزَِ َثِ َٝشُْشَةُ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ َ ًّب، ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َمَب َاِراَ ِٔ ثِْفََقَزِ

ٝشَْشَةَُاىَّْفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ َُٙاىَّزِ آَُاىجخَُبسِ َٗ َ:َسَ

 

                                                             
35

Ibnu Rusyd Al-qurtub Al-andalusi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Dar al Ihya 

al arabiyah, t.th. hal. 205 – 207. Lihat juga IbnuTaymiyah, Majmu‟ah al Fatawa, Dar al Wafa, t.th.hal 

295 – 299. 
36

Ibid 
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“…Dari Abi Huraeroh ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW. Kendaraan 

gadai yang digunakan berhak dibiayai apabila hal itu tergadai, susu binatang yang 

diminum juga wajib dibiayai apabila ia tergadai, sesuatu barang gadai yang 

dimanfaatkan dan diminum maka wajib diberi nafkah (biaya)”.
37

 

 

َِ َُْْٔقَبهَ:َقبَهََسَعُ٘هَُاََللَّّ عَ َٗ-َ: ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َُعَيَ ََ-صَيََّٚاََللَّّ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َٝغْيقََُاىَشَّ لَاَ

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َ,ُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ,َىََُٔغُ َاىََّزَِٛسَ ِٔ آََُ-صَبحِجِ َٗ ٌُ,َسَ اىْحَبمِ َٗ َ, ُّٜ اىَذَّاسَقطُِْْ

دََ ُٗ ْْذََأثََِٜداَ حْفُ٘ظََعِ ََ َاىَْ َُّ َأَ سِجَبىَُٔثقَِبدٌ.َالِاَّ َٗ  

Dari darinya ia berkata, telah bersabda rasulullah SAW, “ Tidak tertutup 

gadai dari pemiliknya yang menggadaikan baginya tanggungannya, dan atasnya 

tanggungannya”. (HR. Tabrani, Hakim, dan rijalnya dapat dipercaya, kecuali hadits 

itu terjadi menurut imam Abu Daud)
38

 

 

 

  

                                                             
37

Ibnu Hajar Al-Asyqolani,BulughulMaram min Adillati al-AhkamI, Beirut: Maktabah Dahlan, 

T.th. hal. 175. 
38

Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqh al-islâmiwaadillatuhu,Damaskus : DârFikr al-Mu‟asir, 2004, 

hal. 186. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian kualitatif menurut Moleong 

(2013) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perlaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber data 

yang diperlukan yaitu:  

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber 

data yang akurat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap perbankan 

syariah di wilayah Cirebon yang memiliki produk gadai emas syariah. 

2. Sumber sekunder, yaitu: data-data tertulis dan naskah-naskah literatur yang secara 

langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan masalah gadai dan pemanfaatan 

gadai emas. Serta beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan masalah 

kontekstualisasi aspek muamalah dalam sistem gadai. Dengan demikian Peneliti 

menggunakan teknik liberary research yaitu suatu riset kepustakaan.
39

 Sumber 

literatur data sekunder yang digunakan antara lain Al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-

kitab fiqh yaitu Ibnu Hajar Al-Asyqolani dalam kitabnya Bulughul Maram min 

Adillati al-AhkamI , Ibnu Rusyd al-Qurthuby dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid 

wa Nihayatul Muqtashid,Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu‟ al-

Fatawa,Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya  Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. 

                                                             
39

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, Cet. 32, 2001, hlm.9. 

c.f.  Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Bandung: Tarsito, Cet. 32,  1981, hlm. 17., 
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial,Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, hlm. 28. 
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3.3Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode interview (wawancara) 

Merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan 

menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara tatap muka secara langsung ataupun 

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.
40

 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data 

adalah pemilihan informan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara yaitu bertanya secara langsung kepada pihak 

BSM dan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cirebon untuk mendapatkan informasi 

atau keterangan dan data.   

2. Metode dokumentasi 

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya.
41

 

Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk gadai emas 

syariah yang berlangsung di BSM dan Pegadaian Syariah  Kantor Cabang Cirebon. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur 

dan mengklasifikasikan.
42

Maka dalam konteksnya dengan judul penelitian di atas, 

terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau liberary research diperiksa 

kembali atau diteliti satu persatu, kemudian data-data tersebut diberi tanda atau 

kode mana yang termasuk kepustakaan primer dan mana yang sekunder. Teknik 

tersebut di maksudkan untuk menghasilkan data yang cukup reliabel dan valid. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa 

                                                             
40

 M. Burhan Bungiz, met de penelitian kuantitatif, Jakarta : Kencana Predana Media 

Group,cet ke-2, 2005, hlm 133 
41

V.Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014, h. 33 
42

 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Research Sosial,Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, 

hlm. 76. 
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah 

awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data, menyususn secara sistematis, 

lalu mempresentasikannya kepada orang lain. 

Dengan menggunakan Content Analysis, maka analisis selanjutnya 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai 

dengan angka secara langsung.
43

Sebagai pendekatannya, Peneliti 

menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
44

 Kemudian Peneliti akan 

menganalisis sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan ditemukan sebuah 

kesimpulan tentang tema yang dimaksud. 

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Kota Cirebon dan pelaksanaan penelitian 

dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November 2018.  

3.7 Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 

Jadual Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop 

1 Menyusun proposal penelitian √        

2 Seminar  proposal √        

3 Memasuki lapangan  √ √ √ √ √   

4 Menentukan fokus   √ √     

6 Tahap selektion     √ √   

7 Uji keabsahan data     √ √   

8 Membuat draf laporan 

penelitian 

     √ √ √ 

9 Seminar  laporan penelitian         √ 

10 Penyempurnaan laporan 

penelitian 

       √ 

11 Penggandaan laporan penelitian        √ 

 

                                                             
43

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 

1995, hal. 134. 
44

Hadari Nawawi; Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityPress, Cet. 6, 

1993, hlm. 63. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1  Pelaksanaan Praktik Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah 

Dalam penelitian ini narasumber terpilih yang dijadikan subjek penelitian 

adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Tbk Cabang Cirebon dan anak perusahaan 

PT. Pegadaian Tbk yaitu Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Pemilihan terhadap 

kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah : 

Tabel 4.1 

Kriteria Narasumber Penelitan 

No PT. BSM Tbk Pegadaian Syariah 

1 Mewakili perbankan syariah Mewakili industri keuangan non-bank 

(IKNB) 

2 Transaksi gadai emas terbesar dibandingkan 

bank syariah lainnya 

Berpengalaman dalam transaksi gadai 

3 Jumlah nasabah dan jaringan kantor yang 

cukup luas 

Jumlah nasabah dan jaringan kantor 

yang cukup luas 

 

Atas dua narasumber terpilih tersebut kemudian dilakukan wawancara 

mendalam mengenai : (1) pelaksanaan dan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan 

rahn emas; (2) akad rahn emas; (3) penentuan biaya adminstrasi, penyimpanan dan 

pemeliharaan; dan (4) proses lelang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan 

pelacakan dokumen atas praktik rahn emas yang dilakukan oleh BSM dan pegadaian 

syariah dengan mengunjungi website kedua lembaga tersebut. Hal tersebut untuk 

mendukung dan sinkronisasi hasil wawancara. Berikut disajikan hasil wawancara dan 

dokumentasi atas praktik gadai pada dua lembaga keuangan syariah tersebut. 

4.1.1 Pelaksanaan dan Aturan Rahn Emas 

Pelaksanaan rahn emas pada BSM Cabang Cirebon dilakukan semenjak tahun 

2011. Pertumbuhan rahn emas di Cirebon juga setiap tahunya mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan rahn emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016 dan 2017) 

sekitar 5 – 10%, dan nilai perputaran transaksi (run off) cukup tinggi. Titik tertinggi 

masyarakat Cirebon melakukan rahn emas biasanya di bulan Oktober sampai 

Desember, tidak pada bulan Ramadhan atau mendekatai lebaran. 

―Minat masyarakat Cirebon untuk gadai cukup baik, peningkatan selama dua tahun 

terakhir antara 5-10%, dan biasanya cukup ramai gadai itu pada bulan Oktober 

sampai Desember. Polanya berbeda dengan daerah lain, yang biasanya gadai pada 
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bulan mendekati ramadhan atau lebaran‖.  (Wawancara dengana Bapak Rahardi, 

Bagian Gadai Emas BSM Cabang Cirebon). 

BSM menetapkan standar barang emas yang akan digadaikan dapat berupa 

emas lantakan (logam mulia) dan emas dalam bentuk perhiasan. Khusus untuk emas 

dalam bentuk perhiasan, BSM hanya menerima rahn emas dengan nilai karatisasi 

minimal 16 karat. Artinya BSM memiliki standar khusus dalam pelaksanaan rahn 

emas. 

―Pelaksanaan rahn emas telah diatur dalam SOP, terumata untuk emas dalam 

bentuj perhiasan dimana hanya menerima emas yang memiliki nilai minimal 16 karat. 

Di Cirebon khususnya banyak emas dalam bentuk perhiasan yang nilainya kurang 

dari itu, sehingga dibutuhkan uji khusus untuk menentukan bahwa emas yang akan 

digadai sesuai standar yang ditetapkan. Khusus untuk emas perhiasan uji yang 

dilakukan lebih dibanding logam mulia. Kalau logam mulia hanya diuji lewat berat 

jenis, sedangkan perhiasan sampai ada uji gosok dan uji kimia juga‖.(BSM Cabang 

Cirebon). 

BSM memiliki standar uji yang ketat untuk menentukan nilai emas yang 

dibawa oleh nasabah, mengingat emas dalam bentuk perhiasan yang beredar di 

wilayah Cirebon beberapa memiliki karatisasi yang rendah. Berbeda dengan emas 

yang ada di wilayah lain, terutama Indonesia Timur yang nilai emas nya lebih dari 20 

karat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya BSM dalam mitigasi risiko atas barang 

yang akan digadaikan.  

Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon telah dimulai 

semenjak tahun 2003. Untuk pertumbuhan seluruh all product gadai syariah di 

Cirebon hampir 20%, sedangkan untuk produk rahn emas angkanya juga cukup tinggi, 

terlihat dari besaran nilai transaksi dan jumlah nasabah yang sudah mencapai 8000 

orang yang tersebar di tujuh outlet di Kota dan Kabupaten Cirebon. 

―Dalam sepuluh tahun terakhir nilai trasaksi dari sebelumnya hanya ratusan 

juta, sekarang mencapai miliaran. Walaupun terdapat kompetitor (gadai di perbankan 

syariah), namun masyarakat tetap loyal kepada Pegadaian, karena nasabah dilayani 

langsung (private) dan menganggap nasabah itu seperti keluarga. Jadi kami 

menganggap pelayanan Pegadaian menjadi kunci tetap leading. Jumlah nasabah 

gadai sendiri sudah mencapai 8000-an orang yang tersebar di tujuh outlet di Wilayah 

Cirebon baik kota maupun kabupaten‖. (Wawancara dengana Ibu Lilis, Pimpinan 

Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 
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Dalam pelaksanaan rahn emas terutama standar emas yang diterima, Pegadaian 

Syariah tidak menetapkan standar khusus mengenai nilai karat dan jumlah emas yang 

akan digadai. 

―Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cirebon tidak 

memberlakukan nilai minimal karat dan jumlah emas. Berapapun nilai karat dan 

jumlah emas (gram) yang dibawa oleh nasabah akan diterima. Ini dilakukan sebagai 

upaya dari pegadaian untuk tolong menolong kepada nasabah yang membutuhkan 

dana cepat‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

Pegadaian Syariah memiliki kebijakan yang berbeda dalam rahn emas di 

lembaga keuangan lain, terutama mengenai nilai dan jumlah emas yang akan digadai. 

Pihak pegadaian akan tetap menerima berapapun nilai dan jumlah emas yang dibawa 

oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pegadaian untuk 

menolong (taawun) kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat. Bahkan 

pegadaian menerima rahn emas yang nilainya hanya 1 (satu) gram emas dengn nilai 

kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari segi mitigasi risiko, pegadaian 

syariah memiliki SDM dan uji yang spesifik untuk menilai barang gadai. Bahkan salah 

satu keunggulan dari gadai di Pegadaian Syariah adalah pegadaian dapat memberikan 

pembiayaan yang nilainya lebih tinggi dari harga taksiran dibandingkan dengan gadai 

di lembaga lainnya. 

Dari segi segmentasi nasabah, baik itu BSM maupun Pegadaian Syariah 

menyampaikan bahwa nasabah yang banyak melakukan transaksi rahn emas di 

wilayah Cirebon mayoritas (70%) didominasi oleh nasabah perorangan (ibu rumah 

tangga), sedangkan sisanya adalah perusahaan kontraktor, mitra usaha dagang yang 

bergerak di bidang pertanian, perikanan dan ekspedisi. Urgensi kebutuhan pembiayaan 

rahn emas yang dilakukan nasabah terutama digunakan untuk kebutuhan jangka 

pendek (seperti kebutuhan pendidikan, dana talangan dan lainnya), sedangkan untuk 

kebutuhan jangka panjang yaitu investasi modal jumlahnya masih sedikit. 

Peraturan yang digunakan berupa dalam pelaksanaan rahn emas pada kedua 

lembaga tersebut adalah (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002TentangRahn Emas; (2) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 

No. 14/ 7 /DPbS Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah danUnit 

Usaha Syariah; dan (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 
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Aplikasi beberapa aturan tersebut seperti pada penggunaan akad rahn emas, 

ketentuan standar pelaksanaan rahn emas terutama dengan batas perpanjangan 

pembiayaan, penggunaan dana dan lainnya. Contoh penerapan dari aturan tersebut 

misalnya pada penggunaan dana rahn emas. Nasabah akan diminta untuk mengisi 

secara jujur tentang penggunaan dana rahn emas. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya terjadinya metode top up. Menurut Karim (2010) metode top-

up adalah pelaksanaan transaksi gadai yang tidak ditebus saat jauh tempo, namun 

dilakukan justru dilakukan gadai ulang. Pada 4 bulan yang akan datang, nasabah akan 

kembali melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Sehingga akan menjadi 

pinjamannya terus menerus, dan nasabah hanya membayar ujrahnya. Hal tersebut 

dimungkinkan terjadi karena pada saat ini, lembaga keuangan tidak lagi membatasi 

jumlah perpanjangan rahn emas. Mereka berargumen bahwa dasar yang digunakan 

adalah SE OJK yang tidak menjelaskan batas perpanjangan artinya selama nasabah 

sanggup membayar ujrah maka rahn emas tetap dapat dilakukan. 

Pelaksanaan pembatasan perpanjangan rahn emas di BSM Cabang 

Cirebon:―Kalau dulu sebelum tahun 2016, maksimal perpanjangan dua kali. Untuk 

sekarang menurut peraturan yang dikeluarkan OJK tidak ada pembatasan 

perpanjangan jadi selama nasabah sanggup untuk membayar ujrah pada bulan ke-4 

maka nasabah diperbolehkan untuk perpanjangan gadai dan dapat melakukan rahn 

emas selanjutnya. Kami menyiasatinya jika mau gadai lagi maka diatasnamakan 

anggota keluarga yang lain‖. (BSM Cabang Cirebon). 

Sedangkan pada pegadaian syariah :―Rahn emas di Pegadaian Syariah itu 

mudah, tidak ribet seperti di lembaga keuangan lain, tidak ada pembatasan 

perpanjangan harus maksimal sekian kali, selama nasabah belum sanggup untuk 

menebus emas, nasabah diperkenankan untuk memperpanjang gadai selama sanggup 

membayar ujrah. Jadi seumur hidup bisa memperpanjang, selama nasabah belum 

memiliki uang untuk tebus ya dapat diperpanjang. Toh ujrah di kami itu lebih murah 

dibandingkan lembaga lain, jika lembaga lain sampai sepuluh ribu rupiah, dikami 

hanya dua ribu lima ratus rupiah dalam jangka waktu 10 hari‖. (Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon). 

Jika merujuk pada SE BI tahun 2012, jelas digambarkan bahwa maksimal 

perpanjangan hanya 2 (dua) kali, maka apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

tersebut sebenarnya beresiko terjadinya top up.Karena peluang nasabah untuk terus 

melakukan gadai secara berulang sangat besar walaupun gadai yang pertama belum 
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ditebus. Kekhawatiran dari mekanisme dan skema tersebut adalah ketidakmampuan 

nasabah untuk melunasi dan mengambil emas yang digadai. Diperlukan kehati-hatian 

dari lembaga keuangan untuk memimalisir terjadinya hal tersebut. 

Sebagai respon terhadap SE BI tersebut, maka Bank Syariah Mandiri 

menerbitkan Manual Procedure Operation (MPO) tertanggal 4 April 2012.Klausul 

perbaikan yang tertera dalam MPO tersebut adalah sebagai berikut :Proses screaning 

yang berlapis dalam proses pelayanan rahn emas. Hal ini terlihat mulai dari proses 

administrasi yang cukup ketat, baik itu dari nasabah sendiri maupun dari pihak bank. 

Mulai dari proses pengisian formulir permohonan gadai/rahn emas dan form checklist 

KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundry) / APU (Anti Pencucian 

Uang) oleh nasabah dan petugas gadai, sampai dengan checklist form RAC (Risk 

Acceptance Criteria dan CSA (Compliance Self Assessment) oleh petugas gadai. BI 

checking pun tidak lagi hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi saja, akan 

tetapi menjadi salah satu penentu dikabulkannya pembiayaan rahn. Selain persyaratan 

administrasi diatas, nasabah juga diwajibkan untuk menandatangani form disclosure 

yang berisi tentang penjelasan-penjalasan yang telah diperoleh nasabah tentang produk 

gadai emas.  

Adapun alur pengajuan rahn emas sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Alur Pengajuan Rahn Emas di PT. BSM Tbk 

 

1. Mengembalikan tujuan gadai/rahn kepada tujuan awal dicetuskannya produk 

gadai/rahn emas, yang merupakan alternatif keperluan pembiayaan mendesak dan 

sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam 

waktu cepat, namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun 

spekulasi. Untuk mengembalikan tujuan rahn emas ini, maka Bank Syariah Mandiri 

sesuai dengan arahan dari BI, menetapkan besaran LTV (Loan To Value) sebesar 

85%;  

Nasabah Penaksir 

gadai (PG) 

Officer Gadai (OG)/ 

Kepala Cabang 

(untuk pengajuan 

diatas Rp. 10 juta) 

Admin 

Operasional 

Manager (OM)/ 

Operasional 

Officer(OO) 

untuk Ka.Cab 
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2. Persyaratan kepemilikan barang jaminan yang akan digadai, dalam hal ini emas 

pada saat melakukan transaksi rahn emas;  

3. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali perpanjangan. Kebijakan 

ini diterapkan untuk menangkal risiko bubble yang cukup signifikan, jika 

perpanjangan tidak dibatasi, maka dikhawatirkan nasabah akan mempunyai 

kesempatan untuk senantiasa melakukan perpanjangan transaksi gadai atau yang 

lazim disebut top-up berulang-ulang yang berpotensi terjadinya penumpukan gadai 

pada satu orang saja; 

4. Nilai pertanggungan asuransi 150%. Kebijakan ini memberikan rasa aman bagi 

pihak bank syariah, jika sewaktu-waktu terjadi penurunan harga emas.  

 

4.1.2 Akad dalam Transaksi Rahn Emas 

Akad transaksi rahn emas yang dilakukan oleh BSM dan Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan terutama 

menggunakan Fatwa DSN MUI tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

dua narasumber, akad dalam transaksi gadai emas terdiri atas qardh, rahn dan ijarah. 

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak lembaga 

keuangan kepada nasabah (rahin), dimana pihak lembaga keuangan menahan salah 

satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan 

demikian, pihak BSM dan Pegadaian Syariahmemperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat 

melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad rahn, dalam transaksi rahn emas di 

BSM dan Pegadaian Syariah juga diterapkan akad ijarah.  

Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian 

kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir danpenyewa 

atau nasabah (rahin) disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya 

(tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut 

dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya kepada 

muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin. 

Dengan kata lain, akad ijarah diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pihak 

lembaga keuangan terhadap barang jaminan rahin yang disimpan oleh murtahin.  

Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad 

rahn dan akad ijarah tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak pegadaian 
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syariah juga menjelaskan bahwa akad rahn dan akad ijarah memiliki objek yang 

berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad. Dikaitkan 

dengan pengertian ta‟alluq, menurut Habiburrahim (2012) ta‟alluq dapat terjadi 

apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dan berlakunya akad 1 tergantung pada 

akad 2. Penggabungan akad terjadi saat nasabah (rahin) melakukan pinjaman kepada 

pegadaian syariah (murtahin), maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya 

biaya sewa tempat atas barang jaminannya. Rahin tidak memiliki pilihan apakah dia 

mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada pihak lembaga keuangan. Pihak 

BSM dan Pegadaian Syariah sendiri juga tidak akan mau memberikan pinjaman jika 

rahin yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya.  

Intinya, akad rahn tidak akan terjadi jika rahin tidak menyetujui akad ijarah. 

Tentu saja akan berbeda bila pihak pegadaian syariah tidak mewajibkan rahin 

menitipkan marhun dan menetapkan tarif atas marhun tersebut. Penyatuan akad rahn 

dan ijarah dalam satu transaksi rahn emas menurut ketentuan AAOIFI merupakan 

transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadists Nabi yang 

diriwayatkan dari Amru bin Syu‘aib yang melarang praktik penggabungan dua akad : 

―Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad qardh” (HR. 

Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan hasan oleh Tarmidzi) 

4.1.3 Penetapan Biaya Administrasi  

Biaya administrasi pada yang diterapkan pada BSM dan Pegadaian Syariah 

Cabang Cirebon ditetapkan berdasarkan marhun bih (pinjaman). Biaya administrasi 

dibayarkan setiap kali rahin melakukan transaksi baik permintaan pinjaman, 

pencicilan, perpanjangan gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. 

Besarnya administrasi yang dibebankan kepada rahin disesuaikan dengan besaran 

jumlah pencairan atasdana pembiayaan yang diajukan. 

―Biaya administrasi itu berbeda tergantung kliringnya berapa, Rp. 500ribu – 5 

juta biayanya 18 ribu, 5 juta – 10 juta biaya 25 ribu, 10 juta – 20 juta biayanya 35 

ribu, 20 juta – 50 juta biayanya 60 ribu, 50 juta – 100 juta biaya 100 ribu dan lebih 

dari 100 juta biaya adminya 125 ribu. Penetapan besaran biaya admin sudah 

ditetapkan oleh Kantor BSM Pusat‖. (BSM Cabang Cirebon). 

Sedangkan pada pegadaian syariah : 

―Biaya admin tergantung cairnya berapa, misalnya 500ribu sampai 2.5 juta 

besaranya 20ribu rupiah. Itu digunakan untuk biaya cetak, biaya untuk menaksir 

emas. Jadi semuanya jelas penggunaanya‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 
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Sebenarnya sah-sah saja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi 

kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. 

Namun lebih jauh lagi Fatwa DSN MUI No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 

4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  

Hal ini menekankan bahwa BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon 

masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi 

walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak lembaga 

keuangan memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan 

besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan 

berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan.  

Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya 

penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. Disini, pihak BSM dan Pegadaian Syariah tidak menyebutkan biaya apa 

saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan 

dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada 

perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga 

menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama.  

4.1.4 Penetapan Biaya Jasa Simpanan (Ijarah) 

Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (ijarah) pada transaksi rahn emas 

di BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon secara garis besar sudah sesuai 

dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan pada rahin dihitung setiap 15 hari, 

sedangkan pada Pegadaian Syariah dihitung setiap 10 hari dengan jatuh tempo yang 

sama yaitu selama 4 bulan. Besaran biaya ijarah ditentukan atas jumlah pencairan atas 

dana pembiayaan yang diajukan (sama seperti penentuan biaya administrasi. 

―Biaya ujrah dibayarkan diakhir pembiayaan atau jatuh tempo nya 4 bulan, 

namun keluarnya setiap 15 hari. Jadi kalau nasabah ingin melunasi bisa, tinggal 

dihitung sudah jatuh tempo dari tanggal 15 sudah bulan ke berapa, walaupun yang 

tercantum di surat perjanjian itu yang 4 bulannya. Untuk biaya titip itu berbeda 

tergantung cairnya, 10 juta, 10 – 100 juta dan diatas 100 juta tergantung rate-nya, 

semakin tinggi yang dicairkan semakin murah‖. (BSM Cabang Cirebon). 

 

Sedangkan pada Pegadaian Syariah : 

―Biaya ujrah dikenakan setiap 10 hari sampai jatuh tempo 4 bulan. Biaya 

ujrahnya dihitung dari nilai taksiran, berapa yang dicairkan. Dan nilai ujrahnya 
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sangat kecil, berbeda dengan lembaga lain, karena Pegadian itu BUMN jadi sangat 

terjangkau. Bahkan untuk sekarang kita punya program Rahn Hasan, tidak ada biaya 

admin dan ujrah, jangka waktu 2 bulan‖. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

 

Rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah yang harus dibayar 

sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahin. Namun demikian, ada beberapa 

ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pertama, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 

tentang Rahn ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun yang terjadi 

pada BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon adalah penggolongan tarif ijarah 

yang didasarkan pada besarnya pinjaman (marhun bih). Ini terlihat dari brosur 

perhitungan tarif ijarah yang didasarkan pada besarnya marhun bih. Padahal yang 

menjadi penentuan biaya ijarah adalah nilai taksiran marhun bukan besarnya 

pinjaman. Ini berarti, misal ada dua orang nasabah yang menggadaikan emas dengan 

nilai taksiran yang sama, namun berbeda dalam permintaan jumlah pinjaman, maka 

akan dikenakan biaya ijarah yang berbeda pula. 

 

4.1.5 Pelelangan Barang Jaminan 

Lelang barang jaminan akan dilakukan apabila rahin tidak melunasi seluruh 

pembiayaan dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada murtahin pada saat 

jatuh tempo sampai dengan masa tenggang, maka rahin menyetujui dan memberi 

kuasa, dengan hak subtitusi kepada murtahin. Hasil dari lelang barang jaminan 

tersebut akan dihitung apakah telah mencukupi atau belum, jika dikurangi utang dan 

biaya ujrah selama pinjaman berlangsung. Jika hasil dari penjualan barang jaminan 

masih kurang untuk membayar pinjaman dan biaya ujrah maka rahin wajibmembayar 

kekurangan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan lebih 

banyak dari jumlah pinjaman dan biaya ujrah, maka kelebihan tersebut akan 

dikembalikan kepada rahin. 

 

―Kami biasanya mengkomunikasikan kepada nasabah seminggu sebelumnya 

paling telat tiga hari sebelumnya, dan tenggat waktu tiga hari sesuai tanggal jatuh 

tempo. Tidak ada denda dalam rahn emas. Ketika nasabah tidak dapat melunasi, 

maka langsung kami eksekusi. Bisa dijual ke toko emas atau nasabah yang minat. 

Penjualan dari hasil lelang kami tempatkan pada rekening nasabah, selanjutnya 

dibayarkan sesuai nilai pembiayaan, sisa kelebihan lelang (dalam rekening) dapat 
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diambil nasabah.Jumlah barang yang dilelang pun mungkin sebulan hanya ada 

satu.‖(BSM Cabang Cirebon) 

 

Mekanisme rahn emas di Pegadaian Syariah relatif sama dengan apa yang 

dilakukan BSM. Perbedaanya terletak pada cara komunikasi mengenai jatuh tempo 

pembiayaan saja. Jika BSM mengkomunikasikanya melalui telepon, Pegadaian 

Syariah mengkombinasikan pendekatan langsung (bertemu) dan adminstratif 

pengiriman surat. 

 

―Biasanya pelalangan rahn emas pada Pegadaian Syariah jarang terjadi, 

mungkin dalam 1 bulan hanya ada satu sampai empat batang saja yang dilelang. Jika 

dipersentasekan hanya 0,001 persen saja. Hal tersebut karena kami selalu rutin 

mengingatkan nasabah untuk tangga jatuh tempo, pendekatan personal dengan 

mendatangi langsung rumah, dan memberikan jangka waktu untuk dapat melunasi. 

Bahkan ada barang yang tidak kami lelang, sampai benar-benar nasabah nyatakan 

sudah tidak sanggup lagi bayar.‖ (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). 

 

Untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak rahin akan diberitahukan 

kepada rahin yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Ukel (Uang kelebihan). 

Surat dikirimkan kepada rahin pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui 

surat tersebut rahin dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan 

batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah 

transaksi rahn. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang 

tersebut akan digunakan sebagai dana soaial yang biasa disebut dengan Dana 

Kebijakan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh 

kantor pusat PT. Pegadaian. 

 

―Untuk uang kelebihan, yang membedakan kami dengan lembaga gadai lain 

adalah nasabah tidak perlu untuk membuka rekening. Jadi uang kembalian langsung 

diberikan kepada nasabah setelah proses lelang selesai. Jika nasabah tidak 

mengambil, kami pro-activeuntuk menelpon, bahkan mengantar langsung walaupun 

nilai kembalian hanya kisaran ribuan saja.‖ (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon) 

 

Sistem pelelangan yang dilakukan BSM dan Pegadaian Syariah Cabang 

Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 5 tentang penjualan marhun. 

Praktik pelelangan yang sehat tersebut merupakan best practice yang dimiliki lembaga 

keuangan dalam mematuhi konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 



29 
 

 

 

4.2 Paradigma fiqhur riba dalam Islam 

4.2.1  Terminologi Riba 

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat 

benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik 

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan 

dengan prinsip muamalah dalam Islam.
45

 Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan 

kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya 

pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".
46

 

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya didunia Islam, 

sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa 

bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, 

Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern 

mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia kristen selama satu 

milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun 

menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga 

berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis 

pembungaan uang itu.
47

 

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna 

"al-ziyadah" ( َاىضّٝبدح) yang berarti "tambahan".
48

 Pengertian yang sama terdapat dalam 

Kamus al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.
49

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga 

uang, rente.
50

 

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan 

titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum 

dalam ilmu hukum barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? 
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Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: 

“Noch suchen die Juristeneine Definition zu ihrem Begriffi von Recht” (masih juga 

para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).
51

Demikian pula 

definisi riba menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan 

pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.
52

 

Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan 

meskipun tidak seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di 

antaranya: 

1. Menurut Abdurrrahman al-Jaziri, riba adalah nilai tambahan pada salahsatu dari 

dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap 

tambahan tersebut.
53

 

2. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu 

sedikit ataupun banyak.
54

 

3. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang 

dipinjamkan.
55

 

 

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan 

atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti 

al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini: 

اٱلنَّاسََُُٛ َٓ حُّ
َ
أ ُُيََٰٓ ََ ِ ٌّ ُفُِِرَيۡبُٖ ًۡ ُُٱلۡۡعَۡدُِإنُِنُِخُ ًَّ ٌَُِجُّطۡفَثُٖثُ ُ ًَّ َُِحرَُابُٖثُ ٌّ فإََُِّاُخَيلَۡنََٰكًُُ

ُفُِِ ُوَُلُرُِّ ۡۚ ًۡ ُىكَُ َ بَُيِّّ ُلّنِ ُمَُُّيَّلَثٖ لَثُٖودََيِۡۡ
َيَّ ضۡغَثُٖمُُّّ ٌُّ ٌَُِ ُ ًَّ ُثُ ُعَيلََثٖ َۡ رحَۡامٌُِِ

َ
اُنشََاءُُٓإلََُُِٰٓٱلۡۡ ٌَُ

َُ ٌَّ ٌِِكًُُ ُوَ َٰ فََّّ َٔ َُحُخَ ٌَّ ٌِِكًُُ ُۖۡوَ ًۡ كُ شُدَّ
َ
ٔٓاُْأ ُلَِِتۡيغُُ ًَّ ُثُ ُطِفۡلٗى ًۡ ُنُُۡرسُِكُ ًَّ ُثُ سَمّّى ٌُّ سَوُٖ

َ
أ
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رۡذَلُِ
َ
ُأ ُإلََِٰٓ رُِيرَُدُّ ٍُ ُبَعۡدُِعِيۡمُٖشَيُُۡٱىۡعُ َۢ ٌِ ُ ًَ وَحرََ ُُٔىُىهَِيۡلَُٗحَعۡيَ ُۡۚ رۡضَُا

َ
ُفإَذَُُِٱلۡۡ ٌِدَةى ا ُزَلۡناََُْ

َ
ُٓأ ا

تَََّتُۡعَُ ْۡ اءَٓٱ ٍَ ۡ اٱل َٓ ِٓيزُُٖيَيۡ ُزَوۡجُِۢةَ ِ
ٌَُِكُّ نۢتَخَجُۡ

َ
٥ََوَرَبَجُۡوَأ

 

Artinya:‖…kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan 

subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Q.S. Al-

Hajj: 5).
56

 

 

4.2.2 Macam-macam Riba 

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat 

di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, 

yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam 

jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) 

dan tafadul (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli 

tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah
57

yang telah 

disepakati para ulama tentang keharamannya.
58

Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn 

Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa dan riba yad.
59

 

Namun demikian, para jumhur ulama fiqh membagi riba dalam dua kategori: 

riba nasi'ah dan riba fadl.
60

 Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri, Riba 

nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba 

yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba 

fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena 

adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.
61

 

Definisi riba al-nasi'ah menurut Wahbah al-Zuhaily
62

adalah "Penambahan 

harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 

'ain (barang kontan) atas dain (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang 
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ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau 

ditimbang". 

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri
63

"Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan 

(yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".Selanjutnya al-Jaziri 

memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada 

musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan 

pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut 

dipungut tanpa imbangan mabi' (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai 

imbangan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek 

riba al-nasi'ah.
64

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh diatas 

sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbahal Juhaily tergolong 

riba Nasi'ah.
65

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. 

Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu 

pembayaran.Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan 

dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis. 

Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang 

dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis,bukan karena faktor 

penundaan pembayaran.
66

 

Para fuqaha sepakat bahwasanya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda 

ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda 

ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash hadits. Ketujuh harta benda tersebut 

adalah: (1) emas, (2) perak, (3)burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, 

(6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut 

fuqaha berselisih pandangan.
67
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4.2.3  Riba Dalam Al-Qur’an dan Hadits 

1. Larangan Riba dalam Al-Quran 

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur‘an tidak diturunkan sekaligus, 

melainkan dalam empat tahap.
68

 

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya 

seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati 

atau taqarrub kepada Allah: 

ُٓ ا ٌَ ُُوَ َٰلِ وَ ٌۡ
َ
ُأ ُفِِٓ ْ ا َٔ بُ ُىّيَِۡۡ ا ُرّبِى َِ ٌّ ُ ُُٱلنَّاسُِءَاحيَۡخًُ ُعِِدَ ْ أ ُيرَۡبُ ُِۖۡفلََٗ ةُُٖٱللَّ َٰٔ ُزَكَ َِ ٌّ ُ ُءَاحيَۡخًُ ٓ ا ٌَ ُوَ

ُ َّ ُِحرُِيدُونَُوسَۡ ُُٱللَّ ًُ ُْ وْلََٰٓئمَُِ
ُ
ضۡعِفُٔنَُفَأ ٍُ ۡ ٣٩ُُُٱل

Artinya: “Dan ,sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka 

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)” 

(Q.S: Ar-Ruum: 39) 

 

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT 

mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan 

riba. 

ُُفَتظُِيۡمُٖ ََ ِ ٌََُّ ِي ُُٱلََّّ ُعََُسَبيِوِ ًۡ ِْ ُوَبصَِدِّ ًۡ ُٓ َ ُل حِيَّجۡ
ُ
ُأ ُطَيّبََِٰجٍ ًۡ ِٓ ُعَييَۡ ِاَ ٌۡ ُحَرَّ

ْ ادُوا َُِْ ُٱللَّ
ُنَريِۡىُ ١٦٠ُُْا ا َٰٔ ٱلرّبَِ ٍُ خۡذِِْ

َ
ُُوَأ َٰلَ وَ ٌۡ

َ
ُأ ًۡ ِٓ كۡيِ

َ
ُوَأ ُّ ِۡ ُخَ ْ أ ُٓ ُجُ ُُِٱلنَّاسُِوَكَدۡ خۡخَدُۡاَُُٱىۡبََٰطِوِ ُة

َ
وَأ

اُ ىٍ لِِ
َ
ُعَذَاةاًُأ ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ُ ََ َٰفرِِي ١٦١ُُليِۡكَ

 
Artinya : “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang  Yahudi, kami haramkan atas 

mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan 

disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami 

telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang 

pedih.“ (Q.S: An-Nisa: 160-161) 

 

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang 

berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat 
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yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. 

Allah berfirman : 

ََُ ِي اٱلََّّ َٓ حُّ
َ
أ أُُْيََٰٓ كُيُ

ۡ
أُْلََُحأَ ُِ ٌَ ُْءَا ا َٰٔٓ ۖۡوَُُٱلرّبَِ ضََٰعَفَثى ٌُّ اُ ضۡعََٰفى

َ
َُأ أٱْللَّ لُ ُتُفۡيحُِٔنَُىعََيَُُّٱتَّ ًۡ ١٣٠ُُكُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. “(Ali-Imran: 130) 

 

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami 

bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau 

berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat 

umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. 

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-

279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. 

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun 

jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan 

menyangkut riba. 

ََُ ِي اٱلََّّ َٓ حُّ
َ
أ ُُيََٰٓ ْ أ ُِ ٌَ َُءَا أٱْللَّ لُ ُُٱتَّ ََ ٌِ ُ ُةقََِِ ا ٌَ ُ ْ ُْوَذَرُوا ا َٰٔٓ ُُٱلرّبَِ ٌِِيَِّ ؤۡ ٌُّ ُ ُنُِخًُ ُُفإَن٢٧٨ُِإنِ ًۡ ىَّ

ُ ََ ِ ٌّ ُ ُْبِِرَۡبٖ أ ذَُُ
ۡ
ُْفَأ أ ُِتَفۡعَيُ ُُۡۦُۖوَرسَُٔلُُِِٱللَّ ًۡ ُفَيكَُ ًۡ ٔنَُوَإِنُحبُۡخُ ٍُ ُتَظۡيِ ُلََ ًۡ َٰىكُِ وَ ٌۡ

َ
رءُُوسُُأ

ٔنَُ ٍُ  ٢٧٩ُوَلََُتُظۡيَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika 

kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) 

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.“(QS: 

Al-Baqarah: 278-279) 

 

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun 

nuzulnya. Abu Ja‘far  Muhammad  bin  Jariri ath-Thabari meriwayatkan,―Kaum 

Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah 

SAW, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang 

berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-nya saja. Setelah 
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Fatkhul Makkah, Rasulullah SAW menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur 

Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr 

bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba 

kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa 

membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap 

memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk 

menagih utang dengan tambahan (riba) dari bani Mughirah—seperti sediakala—tetapi 

Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) 

tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. 

Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah 

SAW, dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada 

Gubernur Itab, ‗Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi 

jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.‖
2
 

 

2. Larangan Riba dalam Hadits 

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur‘an, melainkan 

juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk 

menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur‘an, pelarangan 

riba hadits terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 

Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. 

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani yang terkenal dengan nama ash-

Shan‘ani (selanjutnya disebut ash-Shan‘ani) dalam kitabnya Subulussalam juga 

menegaskan tentang haramnya riba berdasarkan beberapa hadits Rasulullah SAW. 

Setidaknya ada 4 buah hadits yang memuat kata riba, sedangkan hadits-hadits lainnya 

tidak memuat kata riba, tetapi hanya menerangkan perilaku jual beli yang dianggap 

sebagai pelaku riba. 

 

Hadits pertama,  

ٌَ:َامَِوََ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َسَعُ َِ َُْْٔقَبهَ:َىعََ َاللهَُعَ َٚ َجَبثِشٍَسَضِ ِْ عَ

قََ َٗ َ ِٔ ْٝ ذَ ِٕ شَب َٗ مَبرجَُِٔ،َ َٗ مِئَُ،َ ْ٘ ٍُ َٗ ثَب،َ ٌٌَاىشِّ غْيِ ٍُ آَُ َٗ اءٌ.َسَ َ٘ َعَ ٌْ ُٕ  بهَ:َ

 

Artinya: “Dari Jabir r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Mengutuk pemakan riba, 

wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya.Dan beliau mengatakan mereka 
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itu sama-sama dikutuk.Diriwayatkan oleh Muslim; Al Bukhari hadits seperti dari Abu 

Hanifah.”
69

 

 

 

 

 

Hadits kedua,  

 

َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َِصَيََّٚاللهَُعَيَ ّٜ ث ُِ َِّ َاى ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ دٍَسَضِ ْ٘ غْعُ ٍَ َ ِِ َعَجْذِاللهَِثْ ِْ عَ َٗ

َُٔ ٍُّ ُ جُوَُا ْْنِحََاىشَّ ََٝ ُْ ثوَُْاَ ٍِ َٕبَ ْٝغَشُ َثَبثبً.َاَ َُ ْ٘ عَجْعُ َٗ ثَبَثلَاثَخٌََ َاسَْثََٚقَبهَ:َاىَشِّ َُّ اِ َٗ َ،

َ ِٔ ٍِ ب ََ َ ٌَُثزِ اىْحَبمِ َٗ خْزصََشًا،َ ٍُ َْٔ بجَ ٍَ َ ُِ آَُاثِْ َٗ .َسَ ٌِ غْيِ َُ جُوَِاىْ ثبََعِشْضَُاىشَّ اىشِّ

حَُٔ.َ صَحَّ َٗ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda :Riba 

itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranyamialah seperti seorang lelaki yang 

menikahi ibunya, dan seberat-beratnya riba itu merusak kehormatan seorang muslim. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Al Hakim selengkapnya dan 

beliau menilainya shahih.”
70

 

 

Ash-Shan‘ani menjelaskan bahwa penyamaan riba dengan seorang laki-laki 

yang menikahi ibunya menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan yang 

menjijikkan.
71

Dari hadits ini dapat dipahami pula bahwa kalau menikahi ibu 

merupakan penyamaan riba yang paling ringan, maka bagaimanakah penyamaan riba 

yang paling berat? Padahal ia mempunyai 73 pintu. Hadits ini juga bisa dimaknai 

bahwa semua praktek riba merupakan perbuatan dosa besar. Bukankah menikahi ibu 

merupakan dosa besar? Sedangkan riba yang paling ringan sama dengan menikahi ibu 

sendiri. 

Hadits ketiga, 
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َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َُْْٔقبَهَ:َقَبهََسَعُ٘هَُاللهَِصَي َاللهَُعَ َٚ ْٝشَحََسَضِ ُٕشَ َاثََِٚ ِْ عَ َٗ

صًّْب َٗ خَِ خَُثِبىْفِضَّ اىْفِضَّ َٗ ثوٍَْ َِ ثلْاًَثِ ٍِ َ ٍُ صْ َ٘ صًّْبَثِ َٗ َٕتَِ َٕتَُثِبىزَّ ثلْاًََاىَزَّ ٍِ َ ٍُ صْ َ٘ ثِ

َ ٌٌ غْيِ ٍُ آَُ َٗ َسِثًب.َسَ َ٘ ُٖ اعْزضََادََفَ ِٗ َصَادََاَ ِْ ََ ثوٍْ،َفَ َِ َثِ

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : emas 

dengan emas, yang sama timbangannya dan sama jenisnya, perak dengan perak yang 

sama timbangannya dan sama jenisnya. Barang siapa yang melebihkannya atau 

meminta tambah, maka itu adalah riba.Diriwayatkan oleh Muslim.”
72

 

 

Hadits keempat,  

َقبَهَ:َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ َاللهَُعَيَ َّٚ َِصَي ّٜ َاىَّْجِ ِِ َُْْٔعَ َاللهَُعَ َٚ خََسَضِ ٍَ ب ٍَ ُ َاثََِٚا ِْ عَ َٗ

َشَفََ ِْ ٍََ ِْ ٍِ بَ ًَ ْٞ ب،َفقََذَْارَََٚثَبثًبَعَظِ َٖ َٕذَِّٝخً،َفقَجَِيَ ْٕذََٙىََُٔ َ َشَفَبعَخً،َفَب ِٔ ْٞ عََلِأخَِ

قَبهٌ. ٍَ َِٓ فَِٚاعَِْْبدِ َٗ دَ،َ ُٗ داَ ْ٘ اثَُ َٗ ذَُ ََ آَُاحَْ َٗ ثَب:َسَ اةَِاىشِّ َ٘  اثَْ

Artinya: “Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : Barang siapa 

yang memberi pertolongan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah 

kepadanya, lalu dia menerimanya maka sungguh dia sudah memasuki pintu yang 

besar diantara pintu riba. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, tetapi 

mengenai sanadnya masih diperselisihkan.”
73

 

 

4.2.4 Pandangan Ulama Tentang Konsep Riba Dalam Islam 

Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan konsep riba sebagai berikut:
74

 

1. Badr Ad-Din Al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: 

―Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti 

penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riel.‖ 

2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: ―Riba adalah tambahan yang disyaratkan 

dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah 

atas penambahan tersebut).‖ 

3. Ragib Al Asfahani: ―Riba adalah penambahan atas harta pokok.‖ 

4. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi‘i : ― Salah satu bentuk riba yang dilarang 

dalam Al-Qur‘an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena 

unsur waktu.‖  
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5. Qatadah: ―Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo 

hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak 

mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.‖ 

6. Ja‘far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja‘far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya 

mengapa Allah SWT mengharamkan riba ―Supaya orang tidak berhenti berbuat 

kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, 

maka seseorang tidak berbuat ma‘ruf lagi atas transaksi pinjam meminjam dan 

sejenisnya. Padahal qardh bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan 

kebajikan antar manusia. 

7. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madzhab Hambali: ―Imam Ahmad bin Hambal 

ketika ditanya tentang riba beliau menjawab : Sesungguhnya riba itu adalah 

seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau 

membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam 

bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan. 

8. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengatakan bahwa, riba adalah setiap tambahan 

yang berlangsung pada salah satu pihak dalam aqad mu‟awwadhah tanpa 

mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan. 

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas 

pelarangannya, dan menomor-duakan "legal-form" riba, seperti yang ditafsirkan 

dalam fiqh. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad 

(1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989). 

Menurut Muhammad Asad: Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana 

istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait 

dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga 

yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang 

kuat dan kaya…dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa 

persolan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, 

pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-

ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi 

pinjaman.
75

 

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau 

mendefiniskan riba adalah: Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. 
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Menurutnya bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh 

jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap 

emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti 

gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Menurut pandangan 

saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan 

keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, 

kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan 

modern.
76

 

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba: Mayoritas kaum muslim yang 

bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, 

menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan 

tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan 

bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an 

mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai 

tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada 

saat ini.29 

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah 

adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri 

(legal-form) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman 

yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. 

Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram, seluruh ulama telah sepakat 

tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh 

mengenai konsep riba, dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua perbedaan pendapat 

yang dianggap paling berdampak pada praktik keuangan baik dalam dimensi 

pemikiran klasik maupun kontemporer. Hal tersebut adalah tentang pembagian riba 

dan alasan (illat) pengharaman riba. 

Imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali membagi riba menjadi dua bagian, 

yaitu riba fadhl (jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) 

dan riba nasi‟ah (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, 

dengan pembayaran diakhirkan). Sedang imam Syafi‘i membagi riba menjadi tiga 

bagian, yaitu riba fadhl (menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu 

dilebihkan), riba yad (jual beli dengan mengakhirkan penyerahan barang tanpa harus 
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timbang terima), dan riba nasi‟ah (jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi 

harganya ditambah).
77

 

Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan (illat) yang dikemukakan dalam 

pengharaman riba. Menurut imam Syafi‘i dan imam Hambali: dalam emas dan perak, 

alasannya berkisar masalah-perbedaan-harga atau sejenisnya. Sedang dalam gandum, 

kurma dan sejenisnya, karena itu merupakan bahan makanan (yang mengandung rasa 

manis dan minyak), dapat ditakar atau dapat ditimbang. Menurut imam Hanafi: illat 

riba dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang; 

maka riba masuk dalam segala barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma 

dan sejenisnya. Sedang menurut imam Malik: dalam masalah gandum, kurma dan 

sejenisnya, illat ribanya adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok.
78

 

Imam Syafi‘i menemukan dua hal/barang riba (barang ribawi), yaitu mata uang 

dan makanan. Imam Malik menambahkan sifat tertentu pada makanan: bahan 

makanan pokok dan yang dapat diawetkan. Imam Hanafi dan imam Hambali hanya 

melihat satu sebab, barang-barang yang dijual dengan ditimbang (bobot) atau ditakar 

(isi). 

Semua mazhab menyatakan bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang 

memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan imam Hambali melarang jual beli 

makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan 

jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain 

ditakar). Imam Malik dan Imam Syafi‘i, karena hanya memperhatikan pertukaran di 

antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat yang bertentangan dengan 

Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang lebih kontemporer misalnya tentang minyak 

mentah. Menurut imam Hanafi dan Imam Hambali minyak mentah termasuk ribawi, 

tetapi tidak menurut Imam Syafi‘i dan Imam Maliki. 

Masih dalam konteks riba, pandangan para ulama fiqh ini paling tidak 

mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemudian hari di 

samping Al-Qur‘an dan hadits yang sudah ada. Ibnu Rushdy dari mazhab Maliki yang 

condong pada pendapat Hanafi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut ibnu 

Rushdy
79

 yang berada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi 
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keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa 

pinjama qardh tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang ribawi 

untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. 

Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan 

memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fiqh, pinjaman selalu siap 

dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan 

pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya. 

 

4.3 Pandangan fiqh Islam tentang Gadai Emas 

4.3.1 Konsep Dasar Tentang Gadai Dalam Islam 

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian ―tetap dan kontinyu‖.
80

 Dalam 

bahasa Arab dikatakan: َُِ ِٕ ا بءُاىشَّ ََ ْخٌََ apabila tidak mengalir, dan kata اى ِٕ خسٌَا ََ  ِّعْ

bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata ―rahn‖ bermakna 

―tertahan‖, dengan dasar firman Allah, 

َِثٌُُ اُنَسَتَجُۡرَْيِ ٍَ ِ ُجَفۡسُِۢة ٣٨ُُكُُّ
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah 

dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38) 

 

Pada ayat tersebut, kata ―rahinah‖ bermakna ―tertahan‖. Pengertian kedua ini 

hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.
81

 Ibnu 

Faris menyatakan, ―Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan 

tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata ‗ar-

rahn‘, yaitu sesuatu yang digadaikan.‖
82

 

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan 

ungkapan, ―Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi 

dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi 
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utangnya.‖
83

―Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang 

tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu 

melunasi utangnya.‖
84

―Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan 

sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang 

tidak mampu melunasinya.‖
85

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn 

sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan 

barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak 

mampu melunasinya.
86

 

1. Hukum ar-Rahn 

Utang-piutang dengan sistem gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan 

dasar Al-Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Dalil Al-Qur‘an adalah firman Allah 

(Q.S: Al-Baqarah: 283). 

اُفَيۡيُؤَدُِّ ُبَعۡضُكًُُبَعۡضى ََ ٌِ
َ
ُۖۡفإَنُِۡأ لۡتُٔضَثٞ ٌَّ ُ َٞ اُفرَهََِٰ ُتََِدُواُْكََحتِى ًۡ َ ُسَفَرُٖوَل َٰ

ُعََلَ ًۡ ۞وَإِنُنُِخُ
ُِ ََُٱلََّّ ٍِ ُُُّيٱؤۡحُ َِخَ مََٰ

َ
ُُۥأ َُوَلِۡخََّقِ ُُُّٱللَّ ُُ ۥُرَبَّ ْ أ ٍُ ُحكَۡخُ ُۚۡوَلََ هََٰدَةَ ُُُّٱلشَّ ُفَإَُِّ ا َٓ ٍۡ ُيكَۡخُ َ ٌَ ُُُٓۥوَ ًٞ ِ ءَاذ

 ۥُكَُ ُّ ُُوَُُيۡتُ ًُُٞٱللَّ ئُنَُعَييِ ٍَ اُتَعۡ ٍَ ِ ٢٨٣ُُة
 

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Walaupun terdapat pernyataan ―dalam perjalanan‖ namun ayat ini tetap 

berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim 

(menetap), karena kata ―dalam perjalanan‖ dalam ayat ini hanya menunjukkan 

keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (rahn). Hal ini pun dipertegas dengan 
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amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul 

Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau,  : 

بَثَِْغَِ ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َََُْٕٔاشِْـزشَََٙسَعُ سَ َٗ ْٞئخٍََ

 دِسْعََُٔ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan makanan 

dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju 

besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603) 

 

Demikian juga, para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya ar-

rahn ini dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) dan masih berselisih 

kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam al-Qurthubi menyatakan, ―Tidak ada 

seorang pun yang melarang rahn pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid, ad-

Dhahak, dan Daud (az-Zahiri).
87

 Demikian juga Ibnu Hazm. 

Ibnu Qudamah menyatakan, ―Rahn diperbolehkan dalam keadaan tidak safar 

(menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian)‖. Ibnul 

Mundzir menyatakan : Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini 

kecuali Mujahid. Ia menyatakan : Rahn itu tidak ada, kecuali dalam keadaan safar, 

karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang bermakna: 

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” 

 

Akan tetapi, yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas 

ulama, dengan adanya dalil perbuatan Rasulullah di atas dan sabda beliau : 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍََ

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya 

(makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh 

diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang 
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menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. 

Al-Bukhari no. 2512).
88

 

 

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, al-Hafidz Ibnu Hajar
89

 dan 

Muhammad al-Amin asy-Syinqithi.
90

 

Setelah jelas tentang pensyariatan rahn dalam keadaan safar (perjalanan), 

maka bagaimanakah hukum rahn pada keadaan yang berbeda? Apakah hukumnya 

wajib dalam safar dan mukim, tidak wajib pada keseluruhannya, atau wajib dalam 

keadaan safar saja? Dalam hal ini, para ulama berselisih dalam dua pendapat. 

Pendapat pertama, tidak wajib, baik dalam perjalanan atau keadaan mukim. 

Inilah pendapat mazhab empat imam (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah, dan 

Hambaliyah). Ibnu Qudamah berkata, ―Penyerahan marhun (barang gadai) itu tidak 

wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan 

atas utang sehingga tidak wajib untuk diberikan, seperti dhiman (jaminan 

pertanggungjawaban).‖
91

 

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan rahn 

dalam keadaan mukim di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah, sehingga 

menunjukkan tidak wajibnya penyerahan marhun (barang gadai). 

Demikian juga, karena marhun adalah jaminan utang, sehingga tidak wajib 

untuk diserahkan, seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban) dan kitabah 

(penulisan perjanjian utang). Selain itu, karena rahn ada ketika penulisan perjanjian 

utang sulit untuk dilakukan. Bila penulisan perjanjian utang tidak wajib untuk 

dilakukan, maka demikian juga dengan penggantinya (yaitu rahn). 

Pendapat kedua, wajib dalam keadaan safar (perjalanan). Inilah pendapat Ibnu 

Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah surat Al-

Baqarah ayat 283 yang bermakna: 

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)……….” 
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Mereka menyatakan bahwa kalimat ―maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang)‖ adalah berita yang bermakna perintah. 

Juga dengan sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 

ٍَُ بئخَََشَشْط ٍِ َ َُ َمَب ُْ اِ َٗ َثَبطِوٌَ َ٘ ُٖ َِفَ ْٞظََفَِٜمِزبَةَِاَللَّّ َشَشْطٍَىَ  مُوُّ

Artinya: “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka dia batil 

walaupun ada seratus syarat.” (Hr. Al-Bukhari) 

 

Mereka menyatakan, ―Pensyaratan rahn dalam keadaan safar terdapat dalam 

Al-Qur‘an dan merupakan perkara yang diperintahkan, sehingga wajib untuk 

mengamalkannya, serta tidak ada pensyaratan bahwa rahn hanya dalam keadaan 

mukim, sehingga dia tertolak.‖ 

Pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa perintah dalam ayat tersebut 

bermaksud sebagai bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman 

Allah setelahnya : 

“…….Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)……..” (Qs. Al-

Baqarah: 283) 

 

Demikian juga, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah) 

hingga ada larangannya, dan di dalam permasalahan ini tidak ada larangannya.‖
92

 

Yang kuat adalah pendapat pertama. 

4.3.2 Rukun dan syarat rahn (Gadai) 

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun rahn (gadai) ada empat, yaitu: 

1. Marhun (barang yang digadaikan). 

2. Marhun bihi (utang). 

3. Shighah.
93

 

4. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan  murtahin 

(pemberi utang). 

 

Sedangkan Mazhab Hanafiyah memandang rahn (gadai) hanya memiliki satu 

rukun yaitu shighah, karena pada hakikatnya dia adalah transaksi.
94

 

Syarat rahn 
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Dalam rahn terdapat persyaratan sebagai berikut: 

a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang 

yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, 

yaitu baligh, berakal, dan rusyd (memiliki kemampuan mengatur).
95

 

b. Syarat yang berhubungan dengan marhun (barang gadai) : 

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik 

barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
96

 

2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang 

diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
97

 

3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena ar-

rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
98

 

c. Syarat yang berhubungan dengan marhun bihi (utang) adalah utang yang wajib atau 

yang akhirnya menjadi wajib.
99

 

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima 

barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini: 

Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya rahn. Ini 

pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin 

Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah ―َ ٌُ َٕب فشَِ

َُُ قْجُ٘ضَخُ ٍَّ ‖. Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan ―dipegang‖ (serah terima), 

dan rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga 

membutuhkan serah-terima (al-qabdh) seperti utang. Juga karena hal itu adalah rahn 

(gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk 

menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.
100

 

Pendapat kedua,rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan 

demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang 

gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah 

dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah 
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―َُُ قْجُ٘ضَخُ ٍَّ َ ٌُ َٕب  Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai rahn sebelum .―فشَِ

dipegang (serahterimakan). Selain itu, rahn juga merupakan akad transaksi yang 

mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti 

jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi 

penyempurna rahn dan bukan syarat sahnya. 

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, 

seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara 

mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya pula, 

barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang 

ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. 

Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan 

ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa 

barang yang diukur. 

Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, 

maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat 

bahwa serah terimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan 

ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya 

dan murtahin dapat mengambilnya. 

Hukum-hukum Setelah Serah Terima Marhun 

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang 

berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai, 

pemanfaatan, serta jaminan pertanggungjawaban bila barang gadai rusak atau hilang, 

di antaranya: 

Pertama, Pemegang Barang Gadai. 

Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai 

tersebut, sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Baqarah: 283):  

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al-Baqarah: 283) 

 

Kedua, Pemeliharaan dan Pembiayaan Barang Gadai. 

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh marhun 

menjadi tanggung jawab rahin, atau dengan kata lain rahin adalah yang berkewajiban 

untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh marhun, karena agama telah 

menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari al-marhun adalah 
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untuk rahin, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang 

dibutuhkan oleh marhun menjadi tanggungjawabnya, berdasarkan hadits di bawah ini : 

 

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

Artinya“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikanya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan 

kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang 

dibutuhkan oleh barang yang digadaikan.”
101

 

 

Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya marhun yang 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin. Dalam hal ini ada dua pendapat, 

a. Ulama Hanafiyyah
102

mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh marhun dibagi 

antara rahin karena kapasitasnya sebagai pemilik marhun, dan murtahin karena 

kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga marhun. Semua bentuk 

pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan marhun serta 

keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban rahin, karena marhun adalah miliknya. 

Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga marhun, maka itu menjadi 

kewajiban murtahin. Karena al-habsu adalah haknya, oleh karena itu, segala hal yang 

dibutuhkan dalam menjaga marhun juga menjadi tanggungjawabnya. 

Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi kewajiban rahin adalah jika yang digadaikan 

adalah hewan maka makanan, minuman, dan upah penggembalaannya menjadi 

kewajiban rahin. Jika yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban 

menyiraminya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang 

dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. Jika yang digadaikan 

adalah tanah, maka iayang berkewajiban mengairinya, memperbaikinya, menggali dan 

membuat saluran pengairannya, membayar pajak pendapatannya, membayar „usyur 

(pajak)nya, karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan demi keutuhan harta 

yang dimiliki dan itu menjadi kewajiban pihak yang memilikinya.
103

 

Rahin tidak boleh mengambil semua biaya itu dari marhun atau dari hal-hal yang 

dihasilkan dari marhun kecuali atas seizin murtahin. Karena marhun secara 
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keseluruhannya telah terikat dengan hak murtahin. Sedangkan menjual sebagian 

marhun untuk membiayai ongkos yang dibutuhkan sebagian yang lain merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap hak murtahin, oleh karenanya hal itu tidak boleh 

dilakukan kecuali atas seizin murtahin. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin adalah biaya 

penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk 

membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan marhun, 

seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan 

untuk meletakkan dan menyimpan marhun. Karena semua itu termasuk biaya yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun, sementara biaya penjagaan marhun adalah 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin. Berdasarkan hal ini, maka tidak 

boleh di dalam akad disyaratkan pihak murtahin mendapatkan upah atas perawatan 

yang dilakukannya terhadap marhun, karena itu memang sudah menjadi 

kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya upah dalam melaksanakan 

kewajiban. 

Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa biaya tempat penyimpanan marhun termasuk 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin, karena itu termasuk usaha yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun agar tetap utuh. Adapun biaya mengembalikan 

marhun ketika lepas dan lari, biaya pengobatan marhun yang terluka atau 

sakit
104

ketika marhun berupa binatang, maka itu menjadi kewajiban dan 

tanggungjawab kedua belah pihak dengan perincian, yang menjadi tanggungjawab dan 

kewajiban murtahin adalah sejumlah apa yang menjadi tanggungannya, yaitu yang 

menjadi bandingan utang yang ada. Sedangkan sisanya, yaitu kadar yang melebihi 

besaran utang yang ada, yaitu yang kedudukannya sebagai amanat di tangan murtahin, 

maka itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin. 

b. Sementara itu, jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi‘iyyah, dan ulama 

Hanabilah)
105

 berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh marhun menjadi 

kewajiban dan tanggungjawab rahin, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya 

supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini 

berdasarkan hadits : 
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َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

Artinya : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa 

memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rahin tidak mampu untuk menebusnya 

atau dengan kata lain pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang 

tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang 

digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang 

digadaikan.” 

Dan semua biaya yang dibutuhkan oleh marhun adalah termasuk al-Ghurmu yang 

disebutkan di dalam hadits di atas, dan karena biaya yang dibutuhkan al-Mamluuk 

(harta yang dimiliki) menjadi kewajiban al-Maalik (yang memilikinya). 

Lalu bagaimana jika seandainya rahin tidak bersedia untuk mengeluarkan semua 

bentuk biaya yang dibutuhkan oleh marhun? Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 

jika rahin tidak membiayai marhun, sementara marhun membutuhkan biaya, seperti 

memberi makan hewan yang digadaikan, memperbaiki harta tidak bergerak yang 

digadaikan, maka murtahin yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak 

meminta ganti kepada rahin atas semua biaya kebutuhan marhun yang telah ia 

keluarkan, meskipun jumlahnya melebihi nilai marhun. Semua biaya kebutuhan 

marhun yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang rahin kepada 

murtahin, namun di luar utang yang menjadi marhun bihi atau dengan kata lain utang 

itu di luar utang yang dijamin dengan nilai harta marhun atau barangnya. Baik apakah 

ia mengeluarkan biaya yang dibutuhkan marhun itu atau seizin rahin maupun tidak, 

karena ia telah melakukan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban rahin.
106

 

Sementara itu ulama Syafi‘iyyah mengatakan bahwa hakim memaksa rahin untuk 

membiayai semua kebutuhan marhun jika memang orangnya ada dan memiliki 

kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan 

dikarenakan rahin orangnya tidak ada atau miskin, maka jika rahin orangnya tidak 

ada, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta rahin yang lain 

jika memang ia memiliki harta. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan 

dikarenakan rahin adalah orang miskin, maka hakim mencari pinjaman utang atau 

menjual sebagian dari marhun untuk membiayai perawatannya, atau hakim 
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memerintahkan murtahin untuk membiayai semua itu dan apa yang telah ia keluarkan 

untuk membiayai kebutuhan marhun itu dianggap sebagai utang rahin kepadanya. 

Apabila murtahin memang yang mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh marhun, 

maka ia berhak meminta ganti kepada rahin jika memang itu atas seizin hakim atau ia 

mempersaksikannya. Dan jika rahin orangnya tidak ada, maka murtahin 

mempersaksikan bahwa semua biaya kebutuhan marhun yang ia keluarkan bukan 

bersifat derma, akan tetapi ia akan meminta ganti kepada rahin.
107

 

Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa apabila murtahin membiayai 

kebutuhan marhun tanpa seizin rahin, padahal ia bisa untuk meminta izin terlebih 

dahulu, maka ia dianggap sebagai mutabarri‟ (orang yang berderma), sehingga ia 

tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada rahin. Namun jika ia melakukan hal 

itu tanpa seizin rahin dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta 

izin terlebih dahulu kepada rahin dikarenakan rahin orangnya tidak ada atau karena 

alasan yang lainnya, maka ia berhak meminta ganti kepada rahin sedangkan besaran 

ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya 

kebutuhan standar ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan. Jika biaya yang 

memang telah ia keluarkan lebih sedikit dibanding biaya kebutuhan standar marhun, 

maka jumlah ganti yang berhak ia minta adalah sebanyak apa yang memang telah ia 

keluarkan tersebut. Namun jika biaya kebutuhan standar marhun lebih sedikit 

dibanding biaya kebutuhan marhun yang memang telah ia keluarkan, maka besaran 

ganti yang berhak ia minta adalah sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan standar 

marhun. Jadi, mana jumlah yang lebih sedikit apakah biaya yang memang telah ia 

keluarkan atau biaya kebutuhan standar marhun, maka itulah yang berhak ia minta. 

Namun di sini disyaratkan murtahin memang memiliki niat dan keinginan untuk 

meminta ganti. Dan dalam hal ini, ketika mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh 

marhun, murtahin tidak disyaratkan harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim, 

juga tidak disyaratkan mempersaksikannya. 

Ketiga, Pemanfaatan Barang Gadai. 

Pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin 

maupun murtahin kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang 

bersangkutan. Hak murtahin hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan 

                                                             
107

Ibid., hal. 189. 



52 
 

 

atau mengambil hasilnya terkecuali apabila ada kesepakatan diantara kedua belah 

pihak. 

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain ulama 

Syafi‘iyyah yang mengatakan tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhun, dan 

pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi‘iyyah yang mengatakan boleh bagi rahin 

memanfaatkan marhun selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan 

bagi pihak murtahin.
108

 

Ulama Hanafiyyah
109

 mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan 

marhun dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain 

sebagainya kecuali dengan izin murtahin, seperti halnya murtahin juga tidak boleh 

memanfaatkan marhun kecuali atas seizin rahin. Dalil tidak bolehnya rahin 

memanfaatkan marhun dalam bentuk penggunaan atau menaiki atau mengenakan atau 

menempati atau yang lainnya kecuali dengan izin murtahin adalah, bahwa hak al-

habsu adalah tertetapkan untuk murtahin secara terus menerus dan ini tentunya berarti 

larangan mengambil kembali marhun. Oleh karena itu, jika seandainya rahin 

memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, seperti meminum susu sapi yang 

digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia 

menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya 

itu, ia berarti telah melanggar hak murtahin. Adapun status denda yang menjadi 

pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam marhun yang ditahan 

oleh murtahin dan terikat dengan marhunbihi. 

Apabila rahin mengambil marhun untuk ia pergunakan tanpa seizin murtahin, 

lalu ia menaikinya umpamanya jika marhun adalah kendaraan, atau ia mengenakannya 

jika marhun adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika marhun adalah pohon, 

atau ia menempatinya jika marhun adalah rumah, atau ia menanaminya jika marhun 

adalah tanah, maka tanggungan murtahin terhadap marhun hilang dan rahin dianggap 

sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil itu harus 

dikembalikan lagi kepada murtahin secara paksa. Dan jika marhun rusak atau hilang 

di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri. 

Namun jika pemanfaatan terhadap marhun oleh rahin tidak sampai 

menyebabkan pemegangan murtahin terhadap marhun terlepas, maka itu boleh, seperti 
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jika marhun adalah alat penggilingan gandum umpamanya, lalu rahin 

menyewakannya kepada murtahin untuk digunakan menggiling gandum. Dan uang 

sewa tersebut adalah milik rahin, karena sesuatu yang dihasilkan adalah milik 

rahin,
110

dan jika murtahin mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke 

dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa apa 

yang dihasilkan dan terlahir dari marhun dianggap ikut tergadaikan juga, baik apakah 

sesuatu itu menyatu dengan marhun maupun terpisah. 

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyyah, yaitu tidak 

boleh bagi rahin memanfaatkan marhun kecuali dengan izin atau persetujuan 

murtahin. Oleh karena itu, rahin tidak boleh menggunakan marhun, menaikinya, 

mengenakannya atau menempatinya. Kemanfaatan marhun dibiarkan dan tidak 

diambil-meskipun itu dibenci oleh agama-apabila rahin dan murtahin tidak bisa 

bersepakat atas diizinkannya rahin memanfaatkan marhun. Seperti jika yang 

digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. 

Karena marhun adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu pemiliknya tidak boleh 

memanfaatkannya. 

Pendapat ini juga didasarkan atas kaedah bahwa semua kemanfaatan, 

perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh marhun ikut tergadaikan bersama 

marhun juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyyah di atas.
111

 

Sementara itu ulama Syafi‘iyyah
112

secara garis besar berpendapat seperti 

pendapat ulama Malikiyyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang 

digadaikan (marhun), berdasarkan hadits  :  

َُٔ ٍُ َغُشْ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َلاَٝغَْيقََُاىشَّ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa 

memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rahin tidak menebusnya atau dengan 

kata lain pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh 

tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan 

menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” 

 

Imam Syafi‘i menjelaskan bahwa kata, “ghunmuhu” artinya adalah apa-apa 

yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan kata “ghurmuhu” artinya adalah rusak dan 
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berkurangnya marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang 

termasuk al-ghunmu adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah 

Ibnu Mas‘ud r.a. ―Apabila dalam akad qardh (pinjaman utang), murtahin 

mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin, seperti apa-apa yang dihasilkan 

oleh marhun atau pemanfaatan marhun adalah untuk murtahin misalnya, maka syarat 

tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad rahn tersebut juga 

menjadi tidak sah berdasarkan hadits : 

َمِزبَةَِ ْٜ ْٞظََفِ َشَشْطٍَىَ َثَبطِوٌََمُوُّ َ٘ ُٖ  اللهَِفَ

Artinya : “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya 

bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.” 

 

Adapun alasan kenapa akad rahn tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan 

syarat tersebut juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad rahn, sama 

seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak murtahin. Tetapi jika 

kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara rahn atau gadai disyaratkan 

dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan kemanfaatan marhun 

untuk murtahin, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli 

dan akad sewa dalam satu transaksi itu boleh. 

Adapun ulama Hanabilah, maka mereka mengklasifikasikan yaitu apabila 

marhun selain hewan tetapi sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi 

makan seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka murtahin sama sekali tidak 

boleh memanfaatkan marhun itu tanpa seizin rahin. Karena marhun kemanfaatan-

kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik rahin, oleh karena itu, tidak 

ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa seizin rahin. 

Apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun 

tersebut dengan tanpa imbalan sedangkan marhun bihi adalah berupa qardh (pinjam 

utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik 

kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Imam Ahmad berkata :“Saya 

membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,” maksudnya 

adalah apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (qardh) dan rumah 

itu dimanfaatkan murtahin. 

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa 

rumah, atau dengan utang selain qardh, lalu rahin mengizinkan kepada murtahin 

untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai dengan 



55 
 

 

adanya unsur al-Muhaabaah dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan 

disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang 

bersangkutan). 

Apabila pemanfaatan murtahin terhadap marhun itu tidak secara gratis, akan 

tetapi dengan imbalan, yaitu berupa ajrul mitsli (biaya sewa standar), maka itu boleh, 

baik apakah marhun bihi adalah qardh maupun bentuk tanggungan utang yang lain. 

Karena di sini berarti murtahin tidak memanfaatkan atas dasar qardh,akan tetapi atas 

dasar akad ijarah (sewa). Namun jika ada unsur al-Muhaabaah di dalamnya, maka itu 

tidak boleh jika marhunbihi adalah qardh. Namun jika marhun bihi bukan dalam 

bentuk qardh, maka boleh. 

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan murtahin terhadap marhun jika 

memang dengan imbalan, tidak gratis, maka itu boleh baik marhun bihi berupa qardh 

maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan ajrul mitsli (biaya sewa 

standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika 

marhun bihi berupa qardh. Dan jika murtahin memanfaatkan marhun tanpa seizin 

rahin, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada (marhun 

bihi). 

Sedangkan apabila marhun adalah berupa hewan, maka murtahin boleh 

memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, 

namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar 

nafkah dan biaya kebutuhan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin, dengan tetap 

memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan 

marhun, meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut. 

Dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah hadits berikut  : 

 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ 

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yan digadaikan boleh diminum, 

dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminum 

susunya.” 

 

Keempat, Pertumbuhan Barang Gadai. 

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah dia digadaikan, 

adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung, seperti (bertambah) 
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gemuk, maka ia termasuk dalam barang gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun 

bila dia terpisah, maka terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. 

Abu hanifah dan Imam Ahmad, serta yang menyepakatinya, berpandangan 

bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai 

berada di tangan murtahin akan diikut sertakan kepada barang gadai tersebut. 

Sedangkan Imam Syafi‘i dan Ibnu Hazm, serta yang menyepakatinya, berpandangan 

bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan barang gadai tidak ikut serta bersama 

barang gadai, namun menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja, Ibnu 

hazm berbeda pendapat dengan Imam Syafi‘i dalam hal kendaraan dan hewan 

menyusui, karena Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang 

menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang 

menafkahinya.
113

 

Kelima, Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Barang Gadai. 

  Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah 

selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin) 

dan dia tidak mampu melunasi utangnya. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila 

pembayaran utang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang menggadaikan belum 

melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang 

gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si peminjam 

uang). 

Kemudian, Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa 

barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang 

memberi pinjaman. Karenanya, pihak pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang 

yang menggadaikan barang tersebut untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak 

mampu melunasi utangnya tersebut. Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat 

jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang 

tersebut. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya, maka sisa 

penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan 

barang tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi 

utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa 

utangnya.
114
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Demikianlah, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun 

bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka  penggadai  meminta kepada murtahin 

(pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan utangnya, karena itu adalah 

utang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. Bila ia 

dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang 

gadainya, maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi 

seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (rahin) 

untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari 

murtahin, dan murtahin didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam pembayaran 

utang tersebut. 

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang 

gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual 

barang gadainya tersebut. Apabila dia tidak juga menjualnya, maka pemerintah 

menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. 

Inilah pendapat Mazhab Syafi‘iyyah dan Hambaliyah. 

Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya 

tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil 

penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh menagih 

pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta pemerintah untuk 

memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) 

tidak boleh menjual barang gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, 

sampai ia menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman.
115

Pendapat 

yang kuat, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil 

penjualan tersebut tanpa memenjarakan si penggadai, karena tujuannya adalah 

membayar utang dan itu telah terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Selain itu, 

juga akan timbul dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang 

merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan. Apabila barang gadai tersebut dapat 

menutupi seluruh utangnya maka selesailah utang tersebut, dan bila tidak dapat 

menutupinya maka penggadai tersebut tetap memiliki utang, yang merupakan selisih 

antara nilai barang  gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Dia wajib melunasi 

sisa utang tersebut. 
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Demikianlah keindahan Islam dalam permasalah gadai, tidak seperti realita 

yang banyak berlaku, yaitu pemilik piutang menyita barang gadai yang ada padanya, 

walaupun nilainya lebih besar dari utang si pemilik barang gadai, bahkan mungkin 

berlipat-lipat.Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan sebuah bentuk kezaliman 

yang harus dihilangkan. 

4.3.3 Konsep Gadai Emas 

1. Pengertian Gadai Emas Syariah 

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan 

secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (rahin) kepada 

bank atau pegadaian (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai 

jaminan (marhun) atas pinjaman (marhun bihi) yang diberikan kepada nasabah atau 

peminjam tersebut. 

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga 

keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan 

berupa emas dan mengikuti prinsip gadai syariah. Emas tersebut ditempatkan dalam 

penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah dan atas pemeliharaan 

tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip 

ijarah.
116

 

Dewan Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, 

yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara 

prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa 

DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002. Namun ada sedikit ketentuan khusus mengenai rahn 

ini sebagai berikut :
117

 

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai 

(rahin). 

2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. 

3. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. 

Selain Fatwa DSN MUI di atas, gadai emas syariah yang biasa dikenal dengan 

istilah gadai emas iB yang dipraktekkan di perbankan syariah di Indonesia juga di 

dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang Produk 
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Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah 

Dalam Al-Qur‘an Surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada 

hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong 

menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah 

SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana tampak sikap saling menolong antara 

Rasulullah dengan orang yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada 

orang yahudi tersebut. 

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata 

untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk 

marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang 

lain.
118

Akan tetapi pada prakteknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar 

tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (qardh). 

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan 

multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman berarti lembaga keuangan syariah 

memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan asuransi 

marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial 

konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.
119

Sedangkan rahn 

sebagai produk pembiayaan berarti perbankan syariah mengeluarkan dana untuk 

nasabah. 

 

3. Manfaat Gadai Emas Syariah 

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain :
120

 

1. Bagi Nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana 

dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, di 

samping itu juga nasabah mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang 
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bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang yang 

aman dan dapat dipercaya. 

2. Bagi Perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah : penghasilan yang bersumber 

dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang 

bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. 

Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapat keuntungan 

dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. 

 

4.3.4 Landasan Yuridis Tentang Gadai Emas Dalam Islam 

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah yang dipraktekkan di 

Perbankan Syariah di Indonesia adalah ayat-ayat Al Qur‘an, hadits Nabi Muhammad 

SAW, Ijma Ulama, Fatwa MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Hal dimaksud 

diungkapkan sebagai berikut :
121

 

1. Al-Qur’an 

QS. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep 

gadai. 

2. Hadits  

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan 

gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan 

sebagai berikut :
122

 

 

َََُْٕٔ سَ َٗ ْٞئخٍََ بَثَِْغِ ًٍ َطَعَب ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ََٝ ِْ ٍِ َ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ اشِْـزشَََٙسَعُ

َدِسْعََُٔ

Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :“Telah 

meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyarm 

berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari Ibrahim 

dari Aswad dari „Aisyah berkata : bahwasannra Rasulullah SAW membeli makanan 

dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” 

 

Hadits dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :  
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َُْْٔ ٍِ َْْٝخَِفَؤخََزََ ذِ ََ َثبِىْ ٍّٙ دِ ْ٘ ُٖ ْْذَََٝ َدِسْعًبىََُٔعِ ٌَ عَيَّ َٗ َ ِٔ ْٞ هَُاللهَِصَيََّٚاللهَُعَيَ ْ٘ َسَعُ َِ َٕ سَ

َِٔ يِ ْٕ َ ْٞشًاَلِأ َشَعِ

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah 

meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas 

berkata : sungguh Rasulullah SAW mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi 

di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.” 

 

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :  

 

َ َُ َاِراََمَب ِٔ َٝشُْشَةَُثَِْفَقزَِ َاىذَّسِّ ُِ ىجََ َٗ ّبًَ ْ٘ ُٕ شْ ٍَ َ َُ َاِراََمَب ِٔ شَُٝشُْمَتَُثِْفََقَزِ ْٖ اىَظَّ

ٝشَْشَةَُاىَّْـفقََخَُ َٗ ََٝشْمَتَُ ْٙ عَيََٚاىَّزِ َٗ ًّبَ ْ٘ ُٕ شْ ٍََ

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada 

kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya‟bi dari 

Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda : kendaraan dapat 

digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. 

Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan 

manfaatnya.” 

 

Hadits riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi : 

َغَُ ِٔ ْٞ عَيَ َٗ َُٔ َُ ْْ ََُْٕٔ،َىََُٔغُ َسَ ْٛ َاىَّزِ ِٔ َصَبحِجِ ِْ ٍِ َ ُِ ْٕ َُٔلاَٝغَْيقََُاىشَّ ٍُ َشْ

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya 

resiko dan hasilnya,” 

 

3. Ijma Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, 

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya 

untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil 

indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang 

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa 

hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan 

para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan 

oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
123

 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi 

salah satu rujukan berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut : 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 25/DSNMUI/III/2002, 

tentang Rahn ; 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSNMUI/III/2002, 

tentang Rahn Emas ; 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 09/DSNMUI/IV/2000, 

tentang Pembiayaan Ijarah ; 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 10/DSNMUI/IV/2000, 

tentang Wakalah ; 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 43/DSNMUI/VIII/2004, 

tentang Ganti Rugi. 

5. Peraturan Bank Indonesia 

Peraturan Bank Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang 

Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 

4.4 Pandangan Fiqh Riba Terhadap Praktek Gadi Emas iB di Bank Syariah 

4.4.1 Penggunaan Akad 

1. Penggabungan Akad Qardh dengan Akad Rahn.      

Terdapat beberapa bank syariah yang telah menggabungkan akad rahn dan 

akad qardh dalam Gadai Emas iB, misalnya dengan menggunakan nama akad 

pinjaman dengan gadai (Rahn) dan/atau akad qardh dalam rangka rahn. 

Menurut Penulis, penggabungan ini telah mengakibatkan ketidakjelasan 

terhadap seluruh rukun akad. Nama akad tersebut dapat berarti bahwa bank syariah 

dan nasabah terikat dalam transaksi hutang piutang (pinjaman  uang) beserta seluruh 

rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti keduanya terikat dalam transaksi rahn 

beserta seluruh rukun dan syaratnya.  Selain itu, jika ditinjau dari konteks penerapan 

multi akad, nama akad yang digunakan oleh bank syariah tersebut telah 

menggabungkan akad qardh dan akad rahn yang semestinya tetap dilaksanakan secara 

terpisah dan berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum 

yang berbeda. Dalam konsep multi akad dinyatakan bahwa satu akibat hukum yang 

muncul dari beberapa akad baik secara gabungan maupun timbal balik tidak 
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dimaksudkan untuk melebur akad-akad yang ada menjadi satu akad baru yang berdiri 

sendiri. Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan akad rahn dan akad qardh 

dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (rahn) dan atau Akad 

Qardh Dalam Rangka Rahn dalam produk Gadai Emas iB adalah keliru dan tidak 

sesuai dengan syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad. 

Seharusnya bank syariah tidak melakukan penggabungan akad rahn dan akad 

qardh, namun dapat diambil 2 opsi yaitu ; i) memisahkan akad qardh dan akad rahn 

menjadi bagian yang berdiri sendiri ii) membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai 

Emas iB yang di dalamnya mencakup klausul akad rahn, akad qardh dan akad ijarah 

atau iii) cukup dengan menggunakan nama akad rahn.                               

Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad rahn saja. Penggunaan akad rahn 

telah mengakomodir qardh (baca : hutang/piutang) yang terdapat dalam salah satu 

rukun rahn yaitu marhun bih. Menurut Hanafiyah, marhun bihi merupakan hak yang 

wajib dikembalikan kepada pemberi utang, meliputi hutang uang dan/atau hutang 

barang. Selain itu, disepakatinya akad rahn akan memunculkan hak yang akan 

diterima pengadai (rahin) baik itu hak dalam bentuk pemberian hutang uang (qardh) 

maupun hutang barang. akad rahn bisa terjadi dalam 3 kondisi, yaitu  

1. Rahn bisa terjadi bersamaan dengan terjadinya hutang. Misalnya, pada saat seseorang 

menjual barang dengan harga (tempo) kemudian barang rahn diserahkan. Hal ini 

dibolehkan oleh semua mazhab,  

2. Rahn bisa terjadi setelah utang. Ini dibolehkan karena utangnya sudah jelas dan tetap 

dan 

3. Rahn bisa terjadi sebelum utang. Dalam konteks Gadai Emas iB, maka kondisi 

terjadinya rahn dalam produk ini yang sangat tepat adalah pada kondisi ketiga, yaitu 

rahn bisa terjadi sebelum utang. Tidak akan mungkin nasabah menggadaikan emas 

miliknya jika tidak memiliki maksud tertentu, dalam hal ini adalah maksud untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. 

2. Penggabungan Akad Rahn dengan Akad Ijarah    

Terdapat beberapa bank syariah yang menggunakan nama akad sewa tempat 

(Ijarah) sebagai dasar hukum untuk memungut biaya penitipan dan pemeliharaan dari 

Gadai Emas iB.  Menurut Penulis, bank syariah telah melakukan kesalahan dengan 

menggunakan nama akad sewa tempat (Ijarah) dan pencantuman klausul sewa tempat 

(penitipan) emas. Nama akad sewa tempat (Ijarah) tidak bisa memberikan alasan kuat 

bagi bank (murtahin) untuk meminta ongkos /nafqah kepada nasabah (rahin) Gadai 
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Emas iB. Dalam kaitannya dengan produk perbankan, nama tersebut juga tidak dapat 

menjelaskan diferensiasi antara produk Gadai Emas iB dengan produk Save Deposit 

Box (SDB) iB yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang. 

Penyediaan tempat penyimpanan atas marhun, secara inheren sudah 

merupakan kewajiban bank syariah sebagai murtahin. Murtahin berkewajiban 

menyimpan (memberi tempat penyimpanan) marhun sebagaimana ia menyimpan 

hartanya sendiri. Nama tersebut juga secara langsung telah menghilangkan salah satu 

kewajiban utama bank syariah terhadap marhun yaitu tugas pemeliharaan marhun, 

mengingat marhun layaknya amanah yang harus dijaga, seperti halnya wadiah. 

Selain itu yang menjadi permasalahan di kalangan ulama klasik juga ketika 

adanya multi akad antara akad rahn dan akad ijarah dalam pelaksanaan transaksi 

gadai emas ini. Dimana akad rahn yang bersifat tabarru‟ (non komersil) digabungkan 

dengan akad ijarah yang bersifat tijarah (komersil). Mereka menganggap hal ini 

melanggar syariah dengan dasar hadits Nabi SAW yang berbunyi :yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Mas‘ud RA, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan 

dalam satu kesepakatan (HR Ahmad). Akan tetapi ada beberapa ulama yang 

membolehkan adanya akad rangkap. Namun, ulama yang membolehkan adanya akad 

rangkap sebenarnya melarang penggabungan akad tabarru‟ yang bersifat non-

komersial (seperti rahn) dengan akad yang komersial (seperti ijarah). 
124

 Tapi melihat 

bahwa bank syariah bukan sebagai lembaga sosial tetapi sebagai lembaga keuangan 

yang salah satu tujuan pendiriannya untuk menghasilkan keuntungan, maka akad 

ijarah ini diadakan untuk melegalkan bank syariah menghasilkan pendapatan dengan 

cara yang halal dari sewa tempat yang dilakukan oleh ar-rahin untuk menyimpan al-

marhun. Selama akad ar-rahn dan akad ijarah itu dilakukan secara terpisah maka hal 

itu masih bisa dibenarkan secara syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Fatwa 

DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas poin 4 bahwa ―Biaya 

penyimpanan barang (al-marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah”. 

Jadi berdasarkan hasil analisa terhadap  perjanjian dan/atau akad produk  Gadai 

Emas iB bank syariah, penggabungan akad (multi akad) antara akad qardh dan akad 

ijarah dalam suatu produk keuangan syariah bisa dilakukan, dengan syarat kedua akad 

                                                             

124
 Lihat misalnya pandangan Ibnu Taimiyah, dalam Majmu‟ al-Fatawa, Kairo: Dar al-Fikr : t.th. hal 

29- 62;  Lihat juga  Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik, hlm. 24. 
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tersebut harus dibuat secara terpisah atau berdiri sendiri, baik secara konstruksi akad 

maupun klausul-klausul yang ada di dalamnya tidak boleh saling berhubungan. Jika 

terjadi hubungan antara kedua akad tersebut, maka status ujroh merupakan 

kompensasi dari utang yang diberikan melalui akad qardh sehingga 

terjadilah riba dalam multi akad tersebut. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang 

dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya.  

4.4.2 Biaya yang Ditetapkan 

1. Biaya Administrasi 

Penulis menyayangkan bank syariah yang melakukan penetapan biaya 

administrasi dengan menggunakan metode tiring (penetapan biaya administrasi 

berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.
125

 Artinya, 

semakin besar gram emas yang digadaikan maka akan semakin besar biaya 

administrasi yang dibebankan pada nasabah. Sebagai contoh, Logam Mulia (LM) 

seberat 25 s/d 50 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-. Sementara 

untuk LM seberat 50 s/d 100 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,. 

Dalam konteks pembiayaan berbasis gadai emas, pembebanan biaya 

administrasi dengan metode tiring ini sangat tidak tepat, karena proses taksiran kadar 

dan berat emas untuk seluruh jenis emas adalah sama, yaitu dengan menggunakan batu 

uji, jarum uji emas, asam nitrat, timbangan metler teledo dan STLE/HDE. Begitu juga 

dengan dokumen-dokumen yang digunakan hanya sebatas pada formulir permohonan 

gadai, formulir biodata dan sertifikat gadai untuk seluruh jenis emas. Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dari proses administrasi gadai emas sehingga bank tidak 

dibenarkan menetapkan biaya administrasi secara tiring berdasarkan berat gram 

emas. Dalam analisis lain, metode tiring dalam penetapan biaya administrasi gadai 

emas secara tidak langsung dapat mengarahkan bank pada celah praktek riba, yaitu 

keterkaitan antara besaran biaya dan jumlah pinjaman. Semakin berat emas yang 

digadaikan, maka jumlah pinjaman uang yang diterima nasabah juga akan semakin 

besar. Pada saat biaya yang dibebankan juga mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan berat emas (baca : besar pinjaman), maka besarnya biaya secara tidak 

langsung akan terkait dengan besaran pinjaman yang diterima nasabah gadai.   

Menurut penulis perhitungan biaya administrasi yang diterapkan oleh bank 

syariah tidak salah karena para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari 

                                                             
125

Menetapkan biaya administrasi berdasarkan berat (gram) emas. 
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barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya 

administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi 

merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui 

dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya 

administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. 

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui 

rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya 

administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan 

rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut 

sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, 

karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai. 

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 

menyebutkan bahwa ―biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya 

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan‖. Artinya, penggadai harus 

mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk 

melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto 

copy, print out, dll. 

Berdasarkan analisa di atas, penulis merekomendasikan kepada bank syariah 

yang menetapkan biaya administrasi yang menggunakan metode tiring agar segera 

melakukan perubahan kebijakan yaitu dengan menetapkan biaya administrasi secara 

pro-rata untuk seluruh gram emas. Penetapan biaya administrasi gadai emas dengan 

metode tiring tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dari proses administrasi gadai emas. Oleh sebab itu, biaya administrasi 

harus ditetapkan dengan metode pro-rata agar dapat menghindarkan bank syariah dari 

celah praktek riba yang diharamkan. 

 

2. Biaya Penitipan dan Pemeliharaan  

Biaya penitipan dan pemeliharaan merupakan profit engine dalam produk 

Gadai Emas iB. Sebanyak 2 (dua) model penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan, 

yaitu : 

1. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal 

tertentu pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas. 

2. Ditetapkan berdasarkan bulan dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal tertentu 

pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas. 
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Penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan berdasarkan kadar, jenis emas & 

berat emas dibenarkan dalam syariah karena kelenturan (flexibility) dalam 

menentukan ujroh dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau 

kriteria lain yang tidak bertentangan dengan syariah (mutaqawwim). Terkait 

penggunaan metode tiring terhadap karat dan jenis emas, juga dibenarkan dalam 

syariah karena pengambilan keuntungan dapat didasarkan pada risiko yang dihadapi. 

Emas dalam bentuk perhiasan akan lebih berisiko dibanding emas dalam bentuk logam 

mulia bersertifikat (ANTAM). Dalam kaidah fiqhiyyah dinyatakan : ―Resiko 

menyertai manfaat‖. 

Sedangkan, metode pengakuan pendapatan ujroh dengan term atau fathroh per-

10 dan/atau per-15 hari juga sesuai dengan syariah dalam hal pengakuan akuntansi 

terhadap ujroh. Menurut penulis metode pengakuan tersebut memunculkan  keadilan  

bagi  nasabah  gadai  emas  iB. Dalam konsep ijarah dinyatakan bahwa ujroh akan 

menjadi wajib dibayar oleh musta‟jir dan dapat dimiliki oleh mu‟jir, salah 

satunya, jika musta‟jir membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap 

berdasarkan waktu penggunaan. Artinya, kepemilikan ujroh oleh mu‟jir adalah 

mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa yang diterima musta‟jir. Metode 

pembayaran ujroh dengan cara mengikuti hari atau mengikuti peringkat merupakan 

metode didasari pada dalil istihsan. Adapun, 2 (dua) model lain dari penetapan biaya, 

yaitu 

1. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan jumlah nominal 

tertentu serta metode tiring per-jumlah pembiayaan serta jenis dan gram emas. 

2. Ditetapkan berdasarkan term hari dan ii) Ditetapkan dengan mengalikan 

prosentasi tertentu terhadap hasil taksiran emas. 

Kedua model penetapan biaya ini merupakan ‟critical issue‟ dalam pembahasan ini. 

       Penulis menyayangkan bank syariah yang memberlakukan metode tiring per-

golongan pembiayaan, untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan yang diterima 

nasabah. Walaupun secara matematis dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah 

pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan, namun hal tersebut tidak bisa 

menghindarkan keterikatan jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan 

kepada nasabah. Hal tersebut tetap tergolong tasyabbuh bir riba karena secara tidak 

langsung telah mengaitkan jumlah biaya yang dibebankan terhadap pinjaman yang 

diterima nasabah. 
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Penulis juga menyayangkan bank syariah yang menetapkan biaya penitipan 

dan pemeliharaan dengan meng-kalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran 

emas. Sebagaimana diketahui bahwa kelenturan (flexibility) dalam menentukan  

ujroh hanya dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain 

yang tidak bertentangan dengan syariah (mutaqawwim). Penetapan ujroh dengan 

menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan 

dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan 

(pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah. Walaupun saat ini, pembiayaan 

(pinjaman) yang bisa diberikan hanya 90% dari nilai taksiran emas, namun manakala 

bank menetapkan bahwa jumlah pinjaman dalam Gadai Emas iB bisa sampai 100% 

dari taksiran emas untuk suatu tujuan bisnis tertentu, maka bank syariah yang 

menggunakan kriteria taksiran emas secara langsung telah terjebak dalam praktek riba. 

Dalam analisis lain, penggunaan prosentasi dapat mengundang permasalahan lain 

karena kompensasi / ujroh dalam konsep ijarah harus dapat diketahui dengan jelas 

oleh si penerima sewa dan hal tersebut tentu bukan dengan menggunakan nilai 

prosentasi melainkan dengan menggunakan nilai nominal agar dapat terhindar 

dari tasyabbuh bir riba. 

Selain itu penggunaan akad ijarah dalam pelaksanaan gadai juga masih 

menjadi perdebatan. Penyediaan tempat penyimpanan atas marhun, secara inheren 

sudah merupakan kewajiban bank syariah sebagai murtahin. Murtahin berkewajiban 

menyimpan (memberi  tempat penyimpanan) marhun sebagaimana ketika ia 

menyimpan hartanya sendiri. Mengingat, marhun layaknya amanah yang harus 

dijaga. Hal ini didasarkan pada pendapat ulama Hanafiyyah bahwa biaya yang 

dibutuhkan oleh marhun dibagi antara rahin karena kapasitasnya sebagai pemilik 

marhun, dan murtahin karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk 

menjaga marhun. Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan 

kepentingan marhun serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban rahin, karena 

marhun adalah miliknya. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga 

marhun, maka itu menjadi kewajiban murtahin. Karena al-habsu adalah haknya, oleh 

karena itu, segala hal yang dibutuhkan dalam menjaga marhun juga menjadi 

tanggungjawabnya. Jadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin adalah biaya 

penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk 

membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan marhun, 

seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan 
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untuk meletakkan dan menyimpan marhun. Karena semua itu termasuk biaya yang 

dibutuhkan untuk menjaga marhun, sementara biaya penjagaan marhun adalah 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab murtahin. 

Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh di dalam akad disyaratkan pihak 

murtahin mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap marhun, 

karena itu memang sudah menjadi kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya 

upah dalam melaksanakan kewajiban.
126

 Tapi dalam hal ini pihak bank syariah juga 

tidak terlalu salah karena apa yang dilakukan selama ini sudah memiliki dasar yaitu 

Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, poin 2 yang 

berbunyi: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 

penggadai (rahin). Selain itu juga yang menjadi dasar bank syariah menetapkan biaya 

ini ditanggung oleh rahin adalah pendapat dari jumhur ulama (ulama Malikiyyah, 

ulama Syafi‘iyyah, dan ulama Hanabilah)
127

yang mengatakan bahwa semua biaya 

yang dibutuhkan oleh marhun menjadi kewajiban dan tanggungjawab rahin, baik itu 

yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk 

menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadits yang artinya : “Barang yang 

digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah 

menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa memiliki barang yang 

digadaikan ketika pihak rahin tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain 

pihak rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), 

bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi 

tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” 

Untuk lebih menguatkan bank syariah perlu melakukan perubahan 

terhadap callname akad dan klausul akad yang akan digunakan untuk melakukan 

pungutan biaya penitipan dan pemeliharaan pada Gadai Emas iB. Bank syariah dapat 

menggunakan callname” Akad Ijarah” saja. Dalam akad ijarah tersebut wajib dibuat 

klausul jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah gadai termasuk namun tidak 

terbatas pada: 

                                                             
126

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 186, lihat 

juga di Al-Badaai‟, juz 6, hal.151; Tabyiinul Haqaa‟iq, juz 6, hal.68; Al-Lubaab, juz 2, hal.61; Ad-Durrul 

Mukhtaar dan haasyiyah-nya, juz 5, hal.346; Takmilatul Fathi, juz 8, hal. 202. 
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Ibid., hal. 188, lihat juga Asy-Syarhul Kabiir dan Haasyiyatud Dasuqiy, juz 3, hal.251 dan 

setelahnya; Mughnil Muhtaaj, juz 2, hal.136; Al-Mughni, juz 4, hal.392; Kasysyaaful Qinaa‟, juz 3, hal 326 dan 

setelahnya; Al-Muhadzdzab, juz 1, hal. 314. 
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1. Jasa penitipan dan/atau penyimpanan yang diwujudkan dengan upaya bank 

syariah menyediakan media atau tempat yang baik untuk 

menyimpan marhun emas,  

2. Jasa pemeliharaan diwujudkan dengan upaya bank syariah dalam melakukan 

penatausahaan (peng-administrasian) marhun emas,pengamanan dan 

tanggungjawab penggantian marhun emas dari kerusakan dan atau kehilangan, 

pemeriksaan harian atas kondisi fisik marhun emas serta jasa pemeliharaan 

lainnya, dan 

3. Jasa Administrasi diwujudkan melalui penatausahaan proses Gadai Emas iB 

dari awal hingga akhir yang meliputi : proses permohonan, proses analisa, 

proses pencairan pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan. 

 

Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam akad ijarah(Gadai Emas iB) merupakan 

bukti nyata dari jasa yang diberikan bank sebagai murtahin kepada nasabah 

sebagai rahin sehingga atas jasa-jasa dimaksud bank berhak secara hukum memungut 

biaya penitipan dan pemeliharaan. Merujuk pada Ketentuan Umum angka 3 Fatwa 

DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dinyatakan bahwa biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan  marhun oleh murtahintetap menjadi kewajiban rahin. 

Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Rahn Emas angka 2 dinyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang 

(marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). 
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BAB V  

SIMPULAN 

 

1. Definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau 

tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Terdapat empat tahap tentang larangan riba 

dalam Al-Qur‘an. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada 

zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukansebagai suatu perbuatan 

mendekati atau taqarrub kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu 

yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan 

yang berlipat ganda. Dan tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas 

mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.  

2. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-

Qur‘an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun 

rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi  

keharusan  untuk  diserahkan  langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima 

barang gadainya. Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya 

rahn, sesuai pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab 

Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah.Pendapat kedua,rahn langsung terjadi 

setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak 

untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai 

dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. 

3. Pandangan fiqhriba terhadap praktek gadai emas iBterutama tentang aspek 

penggabungan akad baik itu akad gadai (Rahn) dan/atau akad qardh dalam rangka 

rahn dan akad rahn dengan akad ijarah,penggabungan tersebut telah mengakibatkan 

ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan bank 

syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan 

dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode tiring 

(penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti 

jumlah gram emas. 
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